
I 

LAPORAN AKHIR 

KEGIATAN 

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SUB KEGIATAN 
FASILITASI/ EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

FASILITASI RANCANGAN PERATURAN KEPALA 

DAERAH (PERKADA) RKPD KABUPATEN/KOTA 

TAHUN 2024 

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN 
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

TAHUN 2023 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR :050 - 27 - 2023 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023 

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (2) dan ayat (4) 
tindang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, dalarn melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
rnempunyai tugas salah satunya adalah memberdayakan 
dan memfasilitasi Daerah kabupaten / kota di wilayahnya 
dan menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-

Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan 
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 

b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/ Kota, Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RP.JPD)/Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota, maupun 
Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD)/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

Nasional, perlu dilakukan fasilitasi terhadap dokumen 
perencanaan pembangunan daerah dimaksud oleh tim; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, pet-lu menetapkan Keputusan 
Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan 
Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 
Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023; 

• O JAN LULJ 



Mengirigat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 
2022 teritang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 292, Tambahari Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peratura 
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tainbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6806); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



4817); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pernbangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera IBarat Nomor 7 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembarigunan Jangka 
Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 
2025; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 
2026; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 
Nomor 207); 

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 
40). 

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 
Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 

KESATU Membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana 
Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026, 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 
2024 dan Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dad Keputusan mi. 

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta 
mempersiapkan proses administrasi dan pelaksanaan 



KETIGA 

KEEMPAT 

Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2023; dan 

b. melakukan pembahasan/verifikasi terhadap Rancangan 
Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 
Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Keija 
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023. 

Kepada Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
KESATU diberikan honorarium disesuaikan dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan 
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. 

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan mi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, 
DPA - Badan Perencanaari Pembangunan Daerah Provinsi 

Sumatera Barat, kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan 

Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada 
Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. 

KEENAM : Keputusan mi mulai berlaku sejak 1 Januari 2023. 

Ditetapkan di Padang 
pada tanggal 30 jAiunu 9o97 

GUBThssj' ØUJ'AATERA BARAT, 

Tembusan, disampaikan kepada Yth: 

1. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. 
3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Sc Sumatera Barat. 



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT 
NOMOR 050 - 27 - 2023 

TANOGAL
Juari 2027 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 
TAHUN 2024 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAFI DAERAH ICABUPATEN/KOTA 
TAHUN 2023 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI RANCANOAN AKHIR RENCANA 
PEMBANGUNAN IJAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026, RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 dan PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023. 

NO. NAMA JABATAN /INSTANSI 
ICEDUDUKAN 

1 H. Mahyeldi, SP Qubernur Sumatera Barat Pengarah 

2 Medi iswandi, ST, MM Kepala Bappeda Prov. Sumbar Penanggung 
Jawab 

3 Ir. Kuartini Deti Putri, MSI Sekretaris Bappeda Prov. Sumbar Ketua 

4 Yudha Prima, S.STP, M.Si Rabid. Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda 
Prov. Sumbar 

Wakil Ketua 

5 Andre Ola Vetric, SE,MM Kabid. Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia Bappeda Prov, Sumbar 

Anggota 

6 Winny Saycri, ST, MMP Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan 
6gppda Prov. Sumbar 

Anggota 

7 Jr. Benny Sakti, MM Kabid. Ekonomi dan Sumber Daya Main 
Bappeda Prov. Sumbar 

Anggota 

8 Ade Indra Putra, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan 
Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat 
Daerah Prov. Sumbar 

9 Ornella Rismarini Abidin, SIT Perancang Peraturan Perundang-undangan 
Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat 
Daerah Prov. Sumbar 

10 Dra. Reni Delafina, 5.5 Kabag. Reformasi Birokrasi dan Anggota 
Akuntabilitas Kineija pada Biro Organisasi 
Sekretariat Daerah Prov, Sumbar 

11 Devfi Agustina, SE, M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda padaBagian 
Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 
Kineija Biro Organisasi Sekretariat Daerah 
Prov. Sumbar 

Anggota 

12 Afrizal Umari, ST, M.S.E Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD 
Kabupaten/Kota pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Met Daerah Prov. Sumbar 

Anggota 

13 Vera Ira Susanti, S.Kom Fungsional Umum Analis Keuangan pada 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Prov. Sumbar 

Anggota 

14 Verawati Darman, SE Kasubag Umum dan Kepegawalan Bappeda 
Prov. Sumbar 

Anggota 

15 Hera Kurniawati, SE.Ak Kasubag Keuangan Bappeda Prov. Sumbar Anggota 

16 Dra. Siti Latifah FRS, MSI Fungsional Perencana Madya pada Bappeda 
Prov. Sumbar 

Anggota 

17 Ria Oktorina, SP, MSc. Fungsional Perencana Madya pada Bappeda 
Prov. Sumbar 

Anggota 

18 Deviyanti, SE, M.Si Fungsional Perencana Madya pada Bappeda 
Prov. Sumbar 

Anggota 

19 Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Prov. Sumbar 

Anggota Hamdi Irza, ST, MT 

20 Akky Perdana, ST Fungsionai Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

21 Rahitni Siddik, S.IP, M.Si Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 



NO. NAMA JABATAN JINSTANSI 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

22 Rika Amir, SE, MM 
-- -- 

Fungsional Perencana Muda pada Sappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

23 ElI Endri, S.Sos F'ungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

24 Nasrial, S.Kom 
- - 

Fungsionai Perencana Muda pada Bappeda 
Prov. Sumbar - 

Anggota 

25 Firdaus Arifrn, S.Si Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

26 Harry Febri, SE Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

27 Teddi Raidianto, S.Kom, M.Kom Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Prov. Sumbar — 

ggota 

28 Steffi Amanda, ST, MPP, 
M.Ec.Dev 

Anggota Pungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Prov. Sumbar 

29 Ralimi Lalla, S.Si, M.Si rungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Prov. Sumbar 

Anggota 

30 Devi Malirida, SE, A1Ct,MM Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

31 
- 

Budi Arman, s'r Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Surabar 

Ariggota 

32 Benny Ricardo, SE Fungsional Perencana Muda pada Bappeda 
Pros'. Sumbar 

Anggota 

33 Yeni Triaria, S.Sos Staf Bappeda Prov. Sumbar Mggota 

34 Rima Putri Martias, S.STP Staf Bappeda Pros'. Sumbar ggota 

35 Aridradina, SE Staf Bappeda Prov. Sumbar .nggoa 

36 Masril Staf Bappeda Pros'. Suinbar gots 

37 Etrizal Staf Bappeda Pros'. Sumbar Anggota 

38 Mondriadi Staf Bappeda Prey. Sumbar Anggota 

39 Fildzah Apriliani,S.Tr.IP Staf Bappeda Pros'. Sumbar Anggota 

40 Khairul Zamari, M.Kom Programer pada Bappeda Prov. Sumbar Anggota 

41 Rean Zalik Hidayat, S.Kom Programer pada Bappeda Prov. Sumbar Anggota 

42 Nurfiah, S.ST, M.Kom Prograiner pada Bappeda Pros'. Sumbar Anggota 

43 Rizki Ananda Pratama, M.Kom Programer pada Bappeda Pro'tSumbar Anggota 
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V PEMERINTAH FROVINSI SUMATERA BARAT 

SEKRETARIAT DAERAH 
JIn. Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 —31402— 34425 Padang 

Website http.I/www. sumbarprov. go. Id 

Padang,l Juni2023 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

050/ INl/P2EPD/Bappeda-2023 
1 (satu) rangkap 
Undangan Sosialisasi Fasilitasi 
Rancangan Perkada Tentang RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 

Kepada Yth 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 
Se Sumatera Barat 

Di 
Tempat 

9 

Dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut: 

1. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 

102 ayat (2) menyatakan bahwa BupatiANali Kota menyampaikan rancangan Perkada 

tentang RKPD kepada Gubernur melalul Kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. 

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menugaskan Kepala 

Bappeda beserta Kepala Bidang yang mengkoordinir penyusunan RKPD Tahun 2024, 

Kepala BPKAD beserta Kepala Bidang Anggaran, inspektur dan Kepala Bagian 

Hukum untuk hadir sesuai jadwal pada: 

Hari/Tanggal Jadwal Terlampir 

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai 

Tempat Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

Acara Sosialisasi Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. 

SEKRETA - a'AERAH, 

STEMPEL PARAF 
PEMERINTAI-( PROVINSI SUMATERA BARAT 

No Nama Jabatan Tanyal 

i f 1_Sc_ 
Pa, 

2 ?)lCJ/ t4flP.1 Ka.Bappeda 1/.6 
a Wnh Sek.Bappeda 

4 '(wLtA.... Kabid 'Ic 
5 MCio( EIws4* 

Kasubag / Kasubid / 
JFP Ic 

Drs. Han$astri. MM  

Pembinv Utama, 
NIP. 19641013 1991031 005 

Tembusan disampaikan kepada:  

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan). 
2. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 
4. Inspektur Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. 

12 JUN 2(173 



Lampiran 
Surat Sekretaris Daerah Prov. Sumatera Barat 
Nomor 050/ /VI/P2EPD/Bappecia-2023 
Tanggal Juni 2023 

Daftar Undangan Peserta 
Sosialisasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 

I. Selasa, 13 Juni 2023 

No. Undangan Jumlah Peserta 

1 Kabupaten Agam 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

2 Kabupaten Dharmasraya 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukurn 1 Orang 

3 Kabupaten Kepulauan Mentawai 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

4 Kabupaten Uma Puluh Kota 1. Bapelitbang 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

5 Kabupaten Padang Pariaman 1. Bapelitbangda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

6 Kabupaten Pesisir Selatan 1. Bapedalitbang 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

7 Kabupaten Solok 1. Barenlitbang 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

8 Kota Solok 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

9 Kota Payakumbuh 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPICAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukuni 1 Orang 



II. Rabu, 14 Juni 2023 

No. Undangan Jumlah Peserta 

1 Kabupaten Tanah Datar 1. Baperlitbang 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

2 Kabupaten Pasaman 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

3 Kabupaten Pasaman Barat 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

4 Kabupaten Sijunjung 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

5 Kabupaten Solok Selatan 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

6 Kota Padang 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

7 Kota Bukittinggi 1. Bapelitbang 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

8 Kota Padang Panjang 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

9 Kota Pariaman 1. Bappeda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 

10 Kota Sawahlunto 1. Barenlitbangda 2 Orang 

2. BPKAD 2 Orang 

3. Inspektorat 1 Orang 

4. Bagian Hukum 1 Orang 



   

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

  

SEKRETARIAT DAERAH 
JIn. Jend. Sudirman No. 51 Telp. (0751) 31401 —31402— 34425 Padang 

Webs/to http://www.sumbarprov. go. Id  

   

Padang, /Juni 2023 

Nomor 050/Il! Nl/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth 
Lampiran : 1 (satu) rangkap Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota 

Perihal Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang Se Sumatera Barat 

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Di 
Tempat 

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86Tahun 2017, pada 

Pasal 102 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan 

Perkada tentang RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk 

difasilitasi, dengan menyampaikan kelengkapan beberapa dokumen sebagaimana 

terlampir. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada Sekretaris Daerah 

Kabupaten/Kota untuk menugaskan Kepala Bappeda beserta Kepala Bidang dan 

Pejabat Fungsional Perencana serta Fungsional Umum yang mengkoordinir dan 

terlibat dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, Kepala BPKAD beserta Kepala Bidang 

Anggaran dan Kepala Bagian Hukum (peserta maksimal 10 orang) untuk hadir pads: 

Hari/Tanggal : (Jadwal Terlampir) 

Waktu (Jadwal Terlampir) 

Tempat Ruang Rapat Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

Acara Fasilitasi Rancangari Peraturan Kepala Daerah Tentang 

RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024. 

Untuk penyampaian bahan fasilitasi, agar disampaikan paling lambat 3 (tiga) 

han sebelum jadwal fasilitasi, berupa softcopy yang diunggah (upload) ke alamat un 

htt.//sakator!an.sumbarnrovgoJcl.  Untuk informasi yang lebih jelas, dapat 

menghubungi narahubung Sdr. Akky Perdana, ST (No. HP/WA: 08126757811). 

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

SEKRETAR1 'DAERAH, 

Drs. Hanöastri,  MM  

Pembini Utama, 
NIP. 196410\3 199103 1 005 

STEMPEL PARAF 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

No Nama Jabatan Tanggal Paraf 

I - Asisten Ill 

trl& /7/::•2L 2 J)J4 tQnns4 Ka.Bappeda 

3 kJ1rij J&jODi Sek.Bappeda 'ilL 
4 't'b t*+ Kabid 

5 Aic.i ?Etv\.uz. KasubaglKasubid/ '34, 

Tembusan disampaikan kepada  

1. Yth. Gubernur Sumatera Barat (sebagai aporan). 
2. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Suniatera Barat. 
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat. 



Lampirari 1. 
Surat Sekretaris Daerah Proy. Sumatera Barat 
Nornor 050/i IIfVI/P2EPD/Bappeda-2023 
Tangyal ,9Juni 2023 

Jadwal Fasilltas Rancangan Peraturan Kepa!a Daerah (Perkada) 
Rencana Kerja Pemerntah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 

Har,Tg / Senin, 
Jam 19 Juni 2023 

Selasa, 
20 Juni 2023 

Rabu, 
21 Juni 2023 

Kamis, 
22 Juni 2023 

Jum'at, 
27 Juni 2023 

Pukul A. Kab. Solok 
09.00 s!d 

A. Kab. ianah 
Datar 

A. Kota Padang 
Panjang 

A. Kota Bukittinggi A. Kota 
Payakumbuh 

12.00 W!B 
B. Kota 

Sawahiunto 
B. Kab. Pesisir 

Seatan 
B. Kab. Sijunjung B. Kab. Urns Pukih 

Kota 
B. Kota Pariaman 

Puku! A. Kab. Solok 
13.30 aId Selatari 

A. Kab. 
Pasaman 

A. Kab. Pasaman 
Barat 

A. Kab. Agam A. Kab. Padang 
Pariarnan 

16.30 WIB 
B. Kab. 

Dharrnasraya 
B. Kota Solok B. Kota Padang B. Kab. Kepuiauan 

Mentawai 



Lampiran 2. 
Surat Sekretaris Daerah Prov. Surnatera Barat 
Nomor O5O/lI  IVI/P2EPD/Bappeda2O23 
Tanggal : e'tjJuni 2023 

Kelengkapan Bahan Untuk FasiJitasi Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah (Perkada) Rencana Keria Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten/Kota Tahun 2024 

No. Kelengkapan Bahan 

1.  Surat Permohonan Fasilitasi dad Bupatiiwali Kota kepada Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat rnelalui Kepala Bappeda Provinsi; 

2.  Surat Rekomendasi Hasil Harmonisasi Ranperkada RKPD Tahun 2024 dan Kanwil 
Kemenkum HAM Prov. Sumbar; 

3.  Rancangan Akhir RKPD tahun 2024; 

4.  Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) 
RKPD Tahun 2024; 

5.  HasH PengendaUan dan Evaluasi Perumusan KebUakan Perencanaan Pembangunan 
Ta h u nan; 

6.  Gambaran Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan antara RPJMD/RPD dan 
RKPD; 

7.  HasH Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemenintah (APIP) Daerah; 

8.  Daftanlsian Form Fasilitasi RKPD Tahun 2024 (Form 1.2,3, 5 dan 6); 

9.  Daftar Isian Form Lainnya dapat diunduh m&alui tautan 
https://bit./y/FormLainnyaFasllitasiRKPD2O24 

a. Alokasi Anggaran yang mendukung Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting 

b. Alokasi Anggaran yang mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan 
Ekstrem 

c. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah 

d. Alokasi Anggaran mendukung Fungsi Pendidikan sebesar 20% 

e. Alokasi Anggaran mendukung Kesehatan sebesar 10% 

f. Alokasi Anggaran untuk rnelaksanakan Fungsi Pengawasan 

g. Alokasi Anggaran untuk melaksanaan Pendidikan dan P&atihan ASN 

h. Alokasi Anggaran untuk lnfrastruktur Pelayanan Publik 

i. Alokasi Anggaran untuk mendukung Pelaksanaan Pilkada Serentak 

j. Alokasi Anggaran untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal 

k. Lainnya 



n 

Lampiran 3. 
Surat Sekretaris Daerah Pray. Sumatera Barat 
Nomor : 050/rj r IVI/P2EPD/Bappeda-2023 
Tanggal : /(jJuni 2023 

Agenda Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 

Waktu Agenda Keterangan 

10 Menit Pembukaan Fungsionai Perencana AhH Muda 

15 Menit Sambutan Arahan 
Kepala Bappeda Prov. Sumbar I 
Pimpinan Rapat 

15 Menit Penjelasan Rancangan Perkada RKPD 
Kab/Kota Tahun 2024 

Kepaa Bappeda KabupatenIKota 

75 Menit Pembahasan Fasilitasi Rancangan 
Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024 

Tim Provinsi Fasilitasi Rancangan 
Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 
2024 

05 Menit Penyampaian Berita Acara FasUitasi 
Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota 
Tahun 2024 

Fungsional Perencana AhU Muda 

fl 



44444 #4444 444 44 44 #4444444444 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 

ISVSI1ISVJWISNVDNVGNfl 

4$44444444444444$444444444444444444444#444444$444444444##444444444#44 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
31. Khatib Sulaiman No. 1 Telp.(0751) 7055676, 7052223 Fax.(0751) 7055676 Padang 

Email , Website www.hanpeda.sumharnrov.ao.id   

Padang, '6 Juni 2023 

Kepada Yth. 

Nomor 
Lampiran 
Perihal 

050/ito NI/P2EPD/Bappeda-2023 
1 berkas 
Fasilitasi Rancangan Perkada 
Tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Prov. Sumatera Barat. 

2. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sumatera Barat. 

3. Ka. Biro Organisasi Setda Prov. Sumatera Barat. 

Di 

TEM PAT 

Dalam rangka penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, disampaikan sebagai berikut: 

1. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pada Pasal 102 

ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan rancangan Perkada tentang 

RKPD kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi untuk difasflitasi. 

2. Berdasarkan hat tersebut di alas, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 050-27-2023 

tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 

2023, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan pejabat/fungsional tertentu 

(daftar terlampir) sebagai Tim Fasilitasi, untuk hadir pada: 

Hari/Tanggal (Jadwal Terlampir) 

Waktu : (Jadwal Terlampir) 

Tempat Ruang Rapat Lantai II Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat 
JI. Khatib Sulaiman No. 1 Padang 

Acara Pembahasan Fasilitasi Rancangan Perkada Tentang RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
PROVINSJ. SUMATERA BARAT 

)Q Kepala, \j 

.tvledi Iswar1fli, ST. MM  
tPembina Utama Madya, 

NIP. 19750502 199903 1004 



Lampiran 1. 
Surat Kepala Bappeda Pray. Sumatera Barat 
Nomor : 050/I 2& M/P2EPD/Bappeda-2023 
langgal ttJuni 2023 

UN DAN GAN 
FASILITASI RANCANGAN PERKADA 

TENTANG RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO. NAMA JABATAN IINSTANSI 

I Ade Indra Putra, SH Peraneang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 
path Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar 

2 Ornella Rismarini Abidin, SH Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sumbar 

3 Dra. Reni Delafina, S.S Kabag. Reforniasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja 
pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Sumbar 

4 Devfi Agustina, SE, M.Si Analis Kebijakan AM Muds pads Biro Organesasi 
Sekretariat Daerah Prey. Sumbar 

5 Afrizal Umari, ST. M.S.E Kasubid. Bina Evaluasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota 
pads Badan Pengeloiaan Keuangan dan Aset Daerah 
Prov. Sumbar 

6 Vera Ira Susanti, S.Kom Analis Keuangan Bidang Anggaran dan Pembinaan 
Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Prov. Sumbar 



Lampiran 2. 
Surat Kepala Bappeda Prow. Sumatera Barat 
Nomor 050/I 2à /VifP2EPD/Bappeda-2023 

langgal : ,'Juni 2023 

Jadwal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 

Hari,lgl / Senin, 
Jam 19 Juni 2023 

Selasa, 
20 Juni 2023 

Rabu, 
21 Juni 2023 

Kamis, 
22 Juni 2023 

Jum'at, 
23 Juni 2023 

Pukul A. Kab. Solok 
09.00 sld 

A. Kab. Tanab 
Datar 

A. Kota Padang 
Panjang 

A. Kota Bukittinggi A. Kota 
Payakumbuh 

12 .00 WIB 
B. Kota 

Sawahiunto 
B. Kab. Pesisir 

Selatan 
B. Kab. Sijunjung B. Kab. Lima 

Puluh Kota 
B. Kota 

Pariaman 

Pukul A. Kab. Solok 
13.30 aId Selatan 

A. Kab. 
Pasaman 

A. Kab. Pasaman 
Barat 

A. Kab. Agam A. Kab. Padang 
Pariarnan 

16.30 WIB 
B. Kab. 

Dharmasraya 
B. Kota Solok B. Kota Padang B. Kab. Kep. 

Mentawai 

'NO. TIMA TIMB 

1 Ade Indra Putra, SH Dra. Reni Delafina, S.S 

2 Afrlzal Umari, ST, M.S.E Ornella Rismarini Abidin, SH 

3 Devfi Agustina, SE, M.Si i Vera Ira Susanti, S.Kom 
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Jin. Khatib Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

HARI/IANGGAL SELASA 16 MEl 2023
KELOMPOK-A 

JAM 09.00 WIB s/d SELESAI 
TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 
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PEMERINTAH PROVINSI SIJMATERA BARAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAER.AH 
3m. Khatib Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage : www.surnbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN SIJUNJUNG 

HARIITANGGAL : SELASA 16 MEl 2023
KELOMPOK-A 

JAM :13.30 WIB ski SELESAI 
TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDATANGAN 
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1  7  

j J)Vda 5 
21

2  / 

Jl) 
4 

6 1. 

1/ 7 

8 8 

10 h w 

11  mtt9 , Hmn" -Il 11 

12 
¶< 12 

13 gy pr4MDA QAYP'O .- ia. 

14 
1±0,4. 14 

15 4n 15 

E 16  17 fl4 ¼ '..1 17 

18 18 

19 UJt.*La- V&xn'u-~x° 19 

20 

21 Wnck" 21 

22 k A 22 

23 çLIa 23 

24 - fl'Eiinii(icowc " 

25 



PEMERINTAH PROVINSI SLJMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN DAERAH 
3m. Khatib Sulalman No.1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABIJPATEN SOLOK 
KELOMPOK - B 

FIARIITANGGAL SELASA 16 MEl 2023 

JAM 09.00 WIB sid SELESAI 

TEMPAT RIJANG RAPAT BAPPEDA PRO VINSI SUMATERA BARAT 

ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATENIKOTA TAUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDATANGAN 
L P 
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
ln. Khatib Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 
KELOMPOK- B 

HARI/TANGGAL SELASA 16 MEl 2023 

JAM 13.30 WIB s/d SELESAI 

TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATENIKQTA TAUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatlb Sulaiman No. 1 Padany lelp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Homepage : www.sumbar.go.id  

HARIITANGGAL 
JAM 
TEM PAT 
ACARA 

DAFTAR HADIR RAPAT 

RAB(J 24 MEl 223 
:09.00 WIB s/cf SELESAI 
RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024 

KOTA SOLOK 
KELOMPOK.A 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDA TANGAN 
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARIAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatlb Sulaiman No. 1. Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmail.com  Hornepage : www.sumbar.go.id  

    

DAFTAR HADIR RAPAT KOTA PADANG PANJANG 
KELOMPOK - B 

HARIITANGGAL : RABU 17 MEl 2023 
JAM :09.00 WIB s/cl SELESAI 
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDATANGAN 
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatlb Sulalman No. 1. Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN DHARMASRAYA 
KELOMPOK-B 

HARI/TANOGAL RABU 17 MEl 2023 

JAM 13.30 WIB s/d SELESAI 

TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PRO VINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDA TANGAN 

2 

4-12; ,2'F @& I4,A L— 3 

frtcj'U2tWTrf\ Oart&"cc %, 
c 

5 iLmocck4nq kff pccic rmc45Toy0  

6 QL f 
6. 

v 
8 -OO-4An4 Qar )rttSr JFQ 

10 II47iJM f9-uJPi p\ffLQ ge f(74,  10 

11 'y 

12 A H 2ff 12 2 

13 dK LIEN' 13 

14 D€i 0 14 

is _Ccba E&orrn -" IF? 15 WJL. 

16 
'A NA 

. 16 

17 HU DAi.,ar- A4I.- p 17 

18 j 18 

19 ir 19 

20 20 

21 21 - - 

22 22 

23 23 

24 Pswr 24 'Cr1  - 

25 e 25 



SUMATERA AR T 

PEMERINTAH PROVINSI SIJMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatib Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFIAR HADIR RAPAT 

HARIITANGGAL JUMAT 19 MEl 2023 
JAM 09.00 WIB s/d SELESAI 
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

KOTA PARIAMAN 
KELOMPOK-A 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENiS 
KELAMIN TNDA ANGAN 

-) L P 

t'M'p icM ittzat V 1 

2 H cypb jicnccive LtnWA. $J1t1 2 

,7J I 4?4fpw9  — 

4 

t&A - 
64r,C,/Vc 

7 'z' 

9 yEtn J6(uWfiV ..t'.- 

10 frAnw —0— —U— '— 10 

V 
12tQ 

13 
13 

14 
1 

oc%T NPN3C4 &FVEUA Rs-- L/ 15.1 
16 Øryp. ç,4  16 

17 
17 

IS  t1I 

?\o J;4 Q2 19 A 

20 

21 . a9tc{n. 21 / 

22 ç6_t-'  22  4 23 
23 

24  
5'JAJNL 24 

25 ef?CL4 •4hricy 



PEMERINTAH PROVINSI SLJMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  DAERAH 
3m. khatib Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Homepage: www.stsmDar.go.ld 

DAFTAR HADIR RAPAT KOTA PAYAKUMBOH 

HARI/TANOGAL JUM'AT 19 MEl 2023
KELOMPOK - A 

JAM 13.30 WIB sid SELESAI 
TEMPAT : RIJANG RAPAT BAPPEDA PRO VINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAI4 RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 
L P 

I NiL HfOttk t9p.'$ kciia cv& 1 

vt 4J 4- V 2 

3 R4s 11"tV i 

Moi 2c4t41 4 

t Anà, - - 

6 

- trrt. 
1ff 8  

ck- i;< Q' L-9 __ _ F 
10 10 

11 11 

12 ocit NuNg  

13 f? 13 '-J 

V&QIt dfrufr4 14 

15 15 

16 16 / 

17 Vcn 2'& / 17 

18 ç.etk c' - 6 

19 

20 Vu \r'&t-° 20 

21 dLca 21 

22 22 
/ 

23 AM pOV ( 23' A p 

24 
. — 24 1 

25 2.v4 \'0c91, 25 
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PEMERINTAH PROVINSI SLJMATERA BARAT 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatib Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN PESISIR SELATAN 
KELOMPOK- B 

HARIITANGGAL : JUM'AT 19 MEl 2023 
JAM :09.00 WIB sid SELESAI 
TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATENIKOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDATANGAN 

L P 

1 1 / 

2 LucyA U¼ U 
I  

(1 U 

Acc' rcn V'v J' (74- 
J? 5 K 

6 / 6 

yc —0A(qf 7 

L 8 

10 4cCMLV U i._- 
:1 

11 
\* V \cA 

tr 

12 6ttpptii h 12 

-V 
13 

)) ,ANA 13 

*14 14 

15 15 

16 Nki CAI 16 

17 

1$ çu) iT 18?'rf 

19 f1ie& 19 

20 VV'ek /k L \oLC 20 

21 çfl\A. 21 

22 22 

23 
cp P€ dt& 23 

24 t( bJQr4o% 
__ 

24( 

I 25 25 



SAJMAT ERA DANAT 
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatlb Sulalman No. I Padang lelp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN LIMA PIJLUH KOTA 
KELOMPOK.B 

HARIJTANGGAL JUM'AT 19 MEl 2023 

JAM :13.30 WIB s/d SELESAI 
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATENIKOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 
L P 

1 pAkfl2t.. i,t(cklct.3  M-Q 1 

2 2 

'tfiM 9 

ckuth \o.- 

etca F 05tii teR1 

6 - V06d íç 6 '¼ 

co . 

At? r)d II  A 8 

10 3JA 
me 

ii Lcd OFP 114 

12 1 ¶2 

13 13 

14 VSt14b 14 

rf 15 

16 - - 

17 c J 
f  17 T 
16 

19 

20 kJJkff C1'.M h2pDt..  20 

21 Vj 21 

22 22 

23 n ,rSinV 23 

24 24 

25 
ftM MnA9 L 25 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Jim. Khatlb Sulaiman No. 1 Padang Teip. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmaii.com  Ilomepage: www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN PASAMAN 
KELOMPOK . A 

HARIITANGGAL SENIN 22 MEl 2023 
JAM 09.00 WIB s/d SELESAI 
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TARUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 

LrP 

M ra zb 

2  ht½t wt\z N*ik- f'c c& L\v5  2 v 

fl& ft 
4' V 44 

Vs 

6 
\o\2 vQc. pVcn F 6 

1 
k A&IS 

10 
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11 11 

12 ir v l2 

13 Ii 13 .c;J- Ocrc PiwivA 
14 14 L 
15 1PO 15 

16 V\)e'y ??'ca /7  16 

17 c-rutctL A. 17 

16 A3°U1$ t 

19 5—fAj —LU' Miflt9h 

20 - (1 20 

21 21 4- 
22 ç/ cj (y j, &ppedA 1t~ctnfr 

23 \QLT 1' C*fl 4ç v 234r. 

24 I j 1 
25 25 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
un. Khatlb Sulalman No. 1 Padang lelp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR NADIR RAPAT KOTA BUKITTINGGI 
KELOMPOK - A 

HARIJTANGGAL : SENIN 22 MEl 2023 

JAM 13.30 WIB s/cl SELESAI 
TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PRO VINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDA TANGAN 

A I. P 

1 c\ f 46 r (cU I 

2 
/1 

2/ 

3 ' 3 

vc dll — 4 

Dv  6 w¼ c-- 

i 0 — 
11 8 

ko vtr 9 

r
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12 -_--- xo-s9P- 12 -- 
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14 c1  14 
T ) 

15 Ic —. - 15 

16 — 
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16 

17 17 

18 Q..OST WJAJDA \AP?t 94 
19 %-th24 \Curtawt4 aiubq fr.tv V i 
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21 \su tII 21 

22 % 
V 22 

23 — 23 

24 'tMc L7 r- 

25 25(\4. 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGIJNAN DAERAH 
)In. Khatlb Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN SOLOK SELATAN 
KELOMPOK. B 

HARI/TANGGAL SENIN 22 MEL 2023 
JAM : 13.30 WIB sid SELESAI 
TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 
P 

1 

2 2 

3 

,Mc 4ow' ,PxnA.Ary e&G-'° 

u 
5 '14C t(.ó flfts 

6 

Ptvl?onfr 7 Nady / 

7 / 

D(o st 

9 I' 
10  [ko%AM Q-u&' PQPEQ ç / 10 

12 ITci..c(, 12 

13 N"k\\r 13 

14 
c-h' qç — .j-' ttkzng1 14 

IS MpprD4 15 

16 v v..t. - 16 

17 17 
I 

18 u WA I-A /0 IJ 

19 19 

20 ILkJ1r 20 

21 !3o7/lfl{A  21 

22 6 22 9  
23 23% 

24 Ji 

25 ç_f1/JAA 

24 
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAI-I 
Jin. Khatlb Sulalman No.1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 
E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage: www.sumbar+go.ld 

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN TANAN DATAR 
KELOMPOK.A HARIITANGGAL 

JAM 
I EM PAT 
ACARA  

RABU 24 MEl 2023 

:09.00 WIG s/d SELESAI 
RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
BEDAH RANCANGAN AXHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDA TANGAN 

L P 

1  Aori'prvh Rqfz 1  e.%?NR fr4I4 —Tt ckret-y 
2 a&.Jj411 \;-E,P-V)-CTc) Q 2 

&n- Arç1,c  
4 Ovip 

ç'4-ç.r4). I, '5j\o. 5
44 - 

6 I'li) 
6 C 

7 
tkv c /  

'I 

A.rEpA rbOo9cct.1rV .1EP 'ye" 

10 k\n pç'y- 
11 L 
12 JQ/Q PO-,Ap1 12 

- 
13 V 13 

l4J 

is ç 15 

16 — ' 

17 Qos'T f.ioA LI 17 

18 

19 19 

20 
20 

21 

22 
22 

23 23 

24 
24 

25 25 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatlb Sulaiman No. 1 Padang lelp, (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Homepage www.sumbar.go.id  

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT 

HARI/TANGGAL SELASA 23 MEl 2023
KELOMPOK-A 

JAM :13.30 WIB sfd SELESAI 

TEMPAT : RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA : BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDA TANGAN 

L P 

1 

2  SacnA ta r  2 

3 3k' 

5 

6 -. 6 

- 

B 

10 

11 xpcayr j1t j 11 

12 Lça' PQ\3çtno 1 

13 13 

14 4.—  14 c1r 1  

15 12ocrr AJjAAi9 L.-15JdJ 

16 4Ui)4*' 

17 f k  
18 k. "7 O'cçqccA<  V 16 

19  Y
' 

19 J 

20 WJs&cw 20 

21 21CP'  

22 Vo4.MM-k 22 

23 9ayf14a )i7) 23 _hø6 

24 4r(M A/TO 24 

25 25w) 



PEMERINTAH PROVINSI SIJMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
)lri. Khatib Sulaimari No. 1 Padang lelp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail bappedasumbar@gmail.com  Homepage : www.sumbar.go.id  

HARIITANGGAL 
JAM 
TEMPAT 
ACARA 

DAFTAR NADIR RAPAT 

SELASA 23 MEl 2023 
:09.00 WIB sid SELESAI 
RUANG RAPAT BAPPEDA PRO VINSI SUMATERA BARAT 
BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

KOTA PADANG 
KELOMPOK - B 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 
JENIS 

KELAMIN TANDA TANGAN 
L P 

1 JL c. !t'Po 1 (F) 
2 Avrn VVA&4 P-.j2jtJo .W-k' v 2 

3 
3 ((I 

(l 
V 4 

5 C jn £.t- 
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L, k(' P41, (ç 

/ 
fl 
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16 4L 1t c S 16 (1- 
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18 Nut tc',s1r LA31A14P1 &c'pç)L ('uwb "t 

19 k-nt Jop P 
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M/ /QAk4 $C- VA 20 

21 
7v' - 21 / 

22 \iJtAt'y 22(9 

23 
23 

24 PU-J2[ 
24 

25 

c 

''un' mc,nr/,n-i, 

rL,.-..l z 
)9eappedc 

. I 
25 



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
3m. Khatlb Sulalman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676 

E-mail : bappedasumbar@gmail.com  Ilomepage www.sumbar.go.ld 

DAFTAR HADIR RAPAT KABUPATEN AGAM 

HARI/TAWGGAL SELASA 23 MEl 2023
KELOMPOK-B 

JAM 13.30 WIB sid SELESAI 
TEMPAT RUANG RAPAT BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 
ACARA BEDAH RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024 

NO NAMA INSTANSI JABATAN 

JENIS 
KELAMIN TANDA TANGAN 

LPf\ 

i..p p 
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4 ' 4 5 
5 ønppecfr As—' V4bcd &FYRL 
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21 rr 4j L 21 
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24 
 :)Qn' marohn4 ippec4oi 24 

25 
25 4' 
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Dokumentasi Hari/Tanggal Selasa 16 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 
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Dokumentasi Hari/Tanggal Jum'at 19 Mei 2023 Rapat Bedah Rancangan Akhir 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/458N11P2EP0/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal Penyampaian HasH Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Padang 
Pariaman Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun 2024 

Padang, 26 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Bupati Padang Pariaman 

di 
Lubuk Sikaping 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 050/272/Sosbud/Bapelitbangda-
2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi RKPD Kabupaten Padang 
Pariaman Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 secara tatap muka 
di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Padang 
Pariaman. 

2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera melakukan penyempurnaan 
Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa 
catatan hasH fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling ama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUB5RNQ!SUMATERA BARAT 

/ 
\- J?'i 

-n 

MAHYDl 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pernbangunan Daerah 



LAMPIRAN I : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 050/458N1/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampalan Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariarrian Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMP(JRNA.AN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

D st.. 

2023 

Bupati / Wali Kota  

(Nama Bupati / Wall Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi niemuat keterangan Nornor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyernpurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom ni diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasihitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasihitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

S. Kolom mi rnemuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom ml memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hash masukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/458N1/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman Tentang 

Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 

I. KELENGRAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 
21 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dali Bupati Padang Pariaman kepada Gubernur melalui Kepala 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Padang Pariaman Nomor 
Nornor 050/272/Sosbud/Bapelitbangda-2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Permohonan 
Fasilitasi RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hash Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

BeritaAcara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BAtanggal 21 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Padang Pariaman Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan 
RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalani rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun 2024. 

4. Hasil pengendallan dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hash review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh lnspektorat Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu dasar pertimbangan 
dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang RKPD 
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. 

7, Matrik lindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hash reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Padang Pariaman sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalul pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan 
penganggaran. 

8. Daftar sian Fasifitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar sian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANJTANGGAPAN 

Penyajian tabel jangan sampai terputus seperti terlihat pada Bab I hal. .7, ni 
ditemukan di semua bab yang ada tabelnya bukan hanya di Bab I, kalaupun 
terpisah tabelnya namun uraian per kolom nya tetap dimunculkan sehingga jelas 
judul masing-masing kolom. Ini memudahkan karena kita tidak perlu lagi melihat 
lembaran sebelumnya. mi banyak ditemukan di hampir semua tabel yang 
disajikan terpisah, dicrosscek kembali terkait hal mi dan diperbaiki. 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

Path Aspek Pelayanan Umum 
1. Urutan penyajian urusan di aspek pelayanan umum masih belum mengikuti 

penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang 
dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur 
urutan sebagai berikut 
- urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 
- urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 
- urusan pihhan 
- unsur pendukung urusan pemerintahan 
- unsur penunjang urusan pemerintahan 
- unsur pengawasan urusan pemerintahan 
- unsur kewilayahan 
- unsur pemerintahan umum 

2. Untuk penunjang urusan disarankan dibuat sub tersendiri, seperti 
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintaban 6ekretariat Daerah dan 

Sekretariat DPRD 
Bab II halaman 11-112 sekretariat dewan dan sekretariat daerah masuk 
dalam Iayanan urusan penunjang seharusnya masuk dalam unsur 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

pendukung urusan pemerintahan 
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan, Kepegawaian. 

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 
- Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan lnspektorat Daerah 

Bab II halaman Il-ill urusan pengawasan masuk dalam layanan urusan 
penunjang seharusnya masuk dalam unsur pengawasan urusan 
pemerintahan 

- Unsur kewilayan yang dalam hal mi kecamatan tidak terlihat dalam 
dokumen i, untuk ditambahkan 

- Unsur pemerintahan umum Kesbangpol 
Bab II hal 11-116 unsur pemerintahan umum yang dalam hal mi 
kesbangpol masuk dalam layanan urusan penunjang seharusnya dibuat 
sub tersendiri unsur pemerintahan umum 

Di cek kembali terkait hal mi, dan untuk diperbaiki berdasarkan Kepmendagri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 

Untuk ditambahkan Sub Bab realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal 
(8PM) Tahun 2022 yang dapat diambil dan laporan pencapaian SPM yang 
disusun oleh Bagian Pemenintahan atau melalui website 5pm bangda 
kemendagni, yang mencakup persentase pencapaian penenima Jayanan dasar 
(80%) terkait jumlah yang harus dilayani dan persentase pencapaian mutu 
minimal layanan dasar (20%) terkait jumlah mutu barang/jasa/SDM. Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) untuk 6 urusan, yakni : pendidikan; kesehatan; 
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 
sosial. Jadi tidak digabungkan ke pencapaian indikator urusan pemenintahan 
sepenti yang tenlihat pada Dokumen RKPD Kab. Padang Paniaman Tahun 2024. 

11-35 Pada Bab 11-35 untuk tahun 2022 APK PAUD baru mencapal 52,60% tidak 
mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 54,80%. Melihat masih sangat 
rendahnya/belum 100 % capaian APK PAUD, dan strategisnya FAUD dalam 
peningkatan kualitas 5DM, dimana PAUD termasuk salah satu komponen dalam 
aksi konvergensi stunting, komponen penting 5PM pendidikan, APK sebagai 
indikator venifikasi DAK, saran kami perlu dimasukan sebagai salah satu 
permasalahan/isu strategis SDM di Kab Padang Pariaman pada urusan 
pendidikan di Bab II Halaman 11-193. 

11-37 Pada Bab II, sudah disajikan bahasan terkait stunting, sudah menyampaikan 
narasi terkait pencapaian prevalensi stunting, dimana dan data SSGI 
perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Padang Pariaman 
menunjukkan kondisi yang semakin positif, artinya kasus stunting mengalami 
penurunan meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan hingga angka 28,30 
persen. Namun demikian angka mi kembali menurun hingga mencapai 25,00 
persen pada tahun 2022. 

Pada Bab II halaman 11-194 terkait permasalahan, isu stunting mi sudah 
dimasukkan menjadi permasalahan urusan kesehatan, berarti Kabupaten 
Padang Paniaman sudah komitmen terhadap hal mi dan semoga angka 14 % 
tahun 2024 dapat dicapai (sesuai dengan target Nasional) 

11-63 Pada Bab II Halaman 11-63 kurang dinarasikan terkait Perlindungan anak dan 
Pemenuhan HakAnak, namun di Halaman 11-197, sudah muncul permasalahan 
terkait pemenuhan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Padang Pariaman. 
Kami sarankan untuk ditambahkan data pendukung dan analisa permasalahan 
yang relevan dengan maksud pemenuhan hak anak karena pemenuhan hak 
anak adalah vital, ditengah isu bonus demografi dan menjadi penentu generasi 
penerus Kabupaten Padang Pariaman. 

11-49 Pada narasi halaman 11-49 Persentase rumahtangga berakses air minum tahun 
2022 disampaikan 72,05% sementara data di aplikasi Sicalmers capaian air 
minum sebesar 76,78% dan data BPS 88,22%. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGCAPAN 

Data capaian sanitasi tahun 2022 disampaikan sebesar 75,14%, sementara di 
aplikasi Sicalmers capaian sanitasi tahun 2022 adalah 82,65% dan data BPS 
sebesar 59,75% 
Mohon dipastikan kembali data yang digunakan. 
Sicalmers adalah aplikasi milik kementerian PUPR dan datanya merupakan hasH 
input dan Dinas PUPR kabupaten/kota 
Selain itu kegitanan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar 
menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 
2023 yang ditindakianjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota penihal 
penguatan kegiatan edukasi bencana 

Mohon dipastikan anggaran untuk kegiatan penyusunan dan implementasi 55K 
tahun 2024, karena Kabupaten Padang Pariaman mengajukan permintaan 
pendampingan implementasi SSK pada tahun 2024 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Hal Ill-I Judul Bab 
Agarjudul Bab III yang tertulis: 
BAB Ill KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, disempurnakan 
menjadi: 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

Hal 111-7 Sub bab 3.1.3.1. Kondisi Makro Ekonomj Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2024 

Agar menyesuaikan isi narasi dengan judul karena narasi yang ada saat mi tidak 
relevan dengan judulnya dimana dalam narasi tidak ditemukan penjelasan terkait 
kondisi perekonomian sumbar tahun 2024 

Hal 111-15 Tabel 3-4 Sasaran Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman 
Tahun 2024 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran tahun 2024 lebih 
buruk dan realisasi 2023, mi disarankan untuk diproyeksi ulang dan agar 
diberikan penjelasan/narasi terkait hal ni. 

Hal 111-17 s/d Ill- 
36 

Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

Hal 111-26 Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun 2021-2024 
V	 Agar memperbaiki tabel 3.11 dengan mempedomani judul tabel dan format 

tabel sebagaimana 1.0-20 tampiran Permendagri 86/2017. penyajian data 
series pendapatan adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan 
proyeksi 2024-2025. 

V Disarankan untuk Pendapatan yang belum ada ketetapannya pasti 
sebaiknya dikeluarkan dan perhitungan seperti pOAK, DID dan Pendapatan 
hibah. 

Agar pemenintah Kabupaten Padang Pariaman hati-hati dan lebih cenmat dalam 
memproyeksi target PAD tahun 2024, terutama pendapatan yang berasal dan 
Pendapatan Bunga/Pendapatan Giro karena kemungkinan potensi untuk 
pendapatan bunga/giro tersebut tahun 2024 akan sanhgat terbatas akibat pola 
penyaluaran transfer ke daerah. Idle money di tahun 2023 dan 2024 relatif kecil 
bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANJTANGGAPAN 

Hal 111-29 Tabel 3.12 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun 2021-2024 
/	 Agar memperbaiki tabel 312 dengan mernpedomani judul tabel dan format 

tabel sebagaimana T.C-21 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data 
series belanja adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 
2024-2025. 

V Porsi belanja pegawai relatif masih tinggi yaitu sebesar47,02% dimana nilai 
mi masih jauh lebih tinggi dan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 
Nomon 1 Tahun 2022 dimana porsi belanja pegawai agar diturunkan secara 
bertahap menjadi setinggi-tinginya 30% dan belanja. 

Total belanja di Tabel 3.6 pada Bab Ill agan nilainya menjadi acuan bagi total 
alokasi pagu SKPD di Bab V. 

Hal 111-31 Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten 
Padang Pariaman Tahun 2021-2024 
V	 Agar memperbaiki tabel 3.13 dengan mempedomani judul tabei dan format 

tabel sebagaimana T.C-22 lampinan Permendagri 86/2017. penyajian data 
series pe,biayaan daerah adalah nealisasi 202 1-2022, tahun berjalan 2023 
dan proyeksi 2024-2025. 

Proyeksi Silpa yang digunakan tahun 2024 agar dirasionalkan karena nilainya 
relatif tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dimana diperkirakan 
SILPA tahun 2023 yang akan tenbentuk relatif kecil. 

Hal 111-33 s/d 
Hal 111-34 

Kebijakan Belanja Daerah 
Kebijakan belanja daenah Kabupaten Padang Paniaman Tahun 2024 agar 
dinanasikan secara berunutan mulai dan belanja yang paling prioritas. 

Selanjutnya kebijakan Belanja Daenah dalam RKPD Kabupaten Padang 
Pariaman mi agar terus memperhatikan: 
V Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar 

pelayanan minimum (8PM). Belanja Pegawai secara bertahap agar 
dikurangi sehingga 

'7	 untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan alokasi Belanja 
Daerah. 

V	 Selanjutnya agar Pemenintah Kabupaten Padang Paniaman agar tetap 
mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat 
terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, 
bantuan sosial dan bantuan keuangan. 

Agan memenuhi alokasi anggaran yang mencukupi untuk penyelenggaraan 
pemilu/pemilukada serentak tahun 2024 sesuai kebutuhan. 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah menetapkan 
beberapa indikaton makno yang mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 
untuk 12 (dua belas) indikaton. Pencapaian 12 indikator makro mi tentu 
merupakan akumulasi dan pencapaian dan 19 kabupaten/Kabupaten yang ada 
di Sumatera Barat. 
Dokumen RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 diharapkan bisa 
mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 
Provinsi. Jika tendapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dan angka 
prediksi tensebut penlu dijelaskan secana kompnehensif dalam dokumen RKPD 
Tahun 2024. Dan disampaikan juga narasi jika ada penyesuaian jika 
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD 
Kabupaten Padang Paniaman Tahun 2021-2026. 

IV-28 Pada Poin 7 dengan judul Tata Kelola Pemenintahan tertulis Nilai SAKIP Padang 
Paniaman tertulis BB sehanusnya B. Diminta untuk diperbaiki. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

IV-33 sid IV-38 Pada table 4.9, 7 Prioritas Pembangunan tahun 2024 disandingkan dengan 
Sasaran, Indikator kinerja dan target. Sasaran dan indicator yang disajikan 
tentunya mengacu pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. 

Perlu di cek kembali karena masih ada indikator yang ada pada RPJMD (Tabel 
6.1) RKPO 2024 belum ditemukan pads table 4.9 ml. 

Sasaran yang disandingkan dengan Prioritas 3 ada 2 yaitu Peningkatan nilai 
investasi di Padang Pariaman dan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Ash 
Daerah. Indikator untuk mengukur sasaran tersebut terbalik. Perlu diperbaiki. 
Target Nilai SAKIP di table 4.9 diminta untuk ditambahkan BB di angkalnilai 
berapa 

Cek kembali indikator yang targetnya tertulis 0 atau yang belum dUsi targetnya. 
Terkait dengan kondisi mi diminta untuk diperbaiki/dilengkapi 
Perhu dicek kembali urutan Prioritas yang disajikan pads Bab IV Pads uruaian 
Program Pembangunan Daerah yang mendukung Prioritas Pembangunan 
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024. 

BAB IV dan 
BAB VI 

Untuk indikator yang disajikan pada Bab IV dan Bab VI perlu dilihat kembali 
kesesuaian indikator dengan satuan target. Beberapa kondisi ditemukan: 
Indikator Target 
Jumlah Pasar yang diawasi 17 kecamatan 
Jumlah UMKM 12.165 orang 
Jumlah % 

6. BAB V 

7. BAB VI 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

Vl-5 Pada Tabel 6.2 khusus penyajian urusan di aspek pelayanan umum juga masih 
belum mengikuti penyajian sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 
yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Diperbaiki 
penyajiannya terutama pada unsur-unsur seperti 

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

- Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 
Unsur Kewilayahan 

8. Form Lainnya 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

Dokumen 
Tambahan 

V' Alokasi belanja pegawai relatif masih tinggi yaitu sekitar 4702% dali Total 
Belanja. Karena itu untuk dilakukan upaya pengurangan Belanja Pegawai 
secara bertahap hingga maksimal 30% dan belanja 

Perhitungan alokasi belanja funtuk pemenuhan infrastruktur pubhik agar 
diupayakan ditingkatkan sampai sekurang-kurangnya 40% dan Belanja Daerah. 
Review API P dan nspektorat telah di tanggapi tanggapan/penjelasan, revisi dan 
singkronisasi, namun belum di Iengkapi. 
Total pagu anggaran di RKPO Iebih tinggi dan RPJMD dengan angka yang cukup 
signifikan. Bisa jadi memang kekuatan fiscal daerah memang kuat, namun agar 
di sesualkan kembali karena gap nya cukup signifikan. 
Capaian Target RPJMD dan RKPD sudah selarars namun masih berbeda pada 
penganggaran. 



NO HALAMAN MASUKAN/SAftAN/TANGGAPAN 

Penganggaran biaya pilkada yang cukup tinggi untuk di tinjau Kembali walau 
alokasi nya memang ado pada sektor wajib/penting don sektor strategis. 
2024 akan ada belanja besar untuk politik. 
Pendanaan yang cukup besar pada penambahannya ada Program Perencanaan 
Frog Penanganan 8encana, Frog Pengelolaan sumber daya air, 
Prog.Pemenuhan hak anak, Frog Perlindungan khusus anak. Frog Feningkatan 
kualitas keluarga (Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak), Frog 
Fengarusutamaan Gender, Prog Fencatatan sipil, Frog Pengelolaan Informasi 
dan administrasi Kependudukan, Prog Femberdayaan Lembaga 
kemasyarakatan, lembaga adat dan masy hukum adat. Frog Pembinaan 
keluarga berencana, Frog Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, 
Frog LLAJ, Frog Fengembangan UMKM, Frog Fengendalian Felaksanaan 
Penanaman Modal, Prog Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, 
Frog Pengembangan Kebudayaan 
Frog. Fembinaan Kepustakaan Frog Felestarian Koleksi Nasional dan Naskah 
Kuno. Semua program dalam urusan Kearsipan. 
Prog pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja, 
Lingkungan Hidup dan Program Pengendalian Pencemaran dan atau kerusakan 
lingkungan hidup. (apa mi menjadi isu?) 
Prog. Fenyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, Frog Penyuluhan 
pertanian prog Pengendalian Kesehatan Hewan 
Semua program pada urusan pemerintahan secretariat daerah. 
Di Urusan pariwisata ado yang mengatami pengurangan 
Adanya program yang tidak di akomodir di RKFD 2024 yaitu Frogram 
pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan 

Form Khusus 
Hal. 19 

Terkait alokasi anggaran mendukung pencapaian SFM Bidang Fendidikan 
Tahun Anggaran 2024 untuk dapat ditotalkan alokasi anggarannya. 
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V 
MAHYELDI 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/436 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Solok 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Bupati Solok 

di 
Arosuka 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Solok Nomor 000.824/606/Bapelitbang-2023 tanggal 13 
Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 2024, 
bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
3010k Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provirisi 
Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 
beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok. 

2. Pemerintah Kabupaten Solok segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok 
Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasH fasilitasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupatilwali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kenja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pernbangunan Oaerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

005/ 436 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampaian HasH Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN SOLOK 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati I Wali Kota  

(Narna Bupati / Wali Kota) 

Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyernpurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasihitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Koiom ml diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasihitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolorri mi memuat halaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi rnemuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil masukan fasihitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

005/ 436 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN SOLOK TAI-IUN 2024 

I. KELENGRAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dUakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dali Bupati Solok kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Solok Nomor 000.824/606/Bapelitbang-2023 
tanggal 13 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Tahun 
2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB Ill Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 20 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten 8010k Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD 
menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatari yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Solok Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesual dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E .35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. HasH review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh lnspektorat Kabupaten Solok menjadi saiah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Solok tentang RKPD Kabupaten Solok 
Tahun 2023. 

7. Matrik lindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Solok sebagai bentuk implementasi mitigasi 
atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area penguatan 
institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar sian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Hal 2, Pasal 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 2 

RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagal 
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja 

Perangkat Daerah tahun 2024; dan 
b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tahun 2024 serta 

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024. 
2 Hal 2, Pasal 4 

ayat (1) 

Disempurnakan, sehingga berbunyl sebagai berikut: 
(1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ...dst. 

3 Hal 3, Pasal 5 

ayat (3) dan (4) 

d an ayat 

Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(3) Untuk periodesasi pengendalian dan evaluasi RKP sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diserahkan pada pemerintahan daerah. 
(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 
(5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 Pada judul Sub Bab 1.3.4 Hubungan RKPD Kabupaten Solok dengan Renja 
Perangkat Daerah, agar di diganti dengan Hubungan RKPD Kabupaten Solok 
dengan Renja dan Renstra Perangkat Daerah, dan agar ditambahkan juga narasi 
hubungan RKPD dengan Renstra 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

1 Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan pasal 
144 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 yang terdiri dan 
a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dan Karakteristik lokasi dan 

Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 
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b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dali Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga 

c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dali Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Penu njang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur, lklim Berinvestasi, Sumber 
Daya Manusia 

2 11-29 Indikator kinerja daerah pada Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per urusan 
di Bab II yang dimulai 11-29 agar sama persis jumlah dan indicator kinerjanya 
dengan yang di tampilkan pada Bab VI. label 6-2 Target Indikator Kinerja Daerah 
Sebagai IndikatorSasaran Pembangunan Kabupaten SolokTahun 2023 dan 2024, 
masih terdapat perbedaan seperti pada urusan Kesehatan, Urusan PUPR, Urusan 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan urusan lainnya 

11-31 Pada label 2.18, Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Tahun 
2018-2022, untuk Indikator APK PAUD, agar disinkronkanldicek kembali karena 
tidak sesuai dengan data APK PAUD Kemendikbud 
https://apkapm.data.kemdikbud.go. id/index. php/cberanda/apkapmsekolah?kode_ 
wilayah=080400&tahun=&tabs=paud 

3 11-37 Dilihat dan tabel perkembangan indikator urusan Pekerjaan umum Capaian 
sanitasi layak dan air minum aman di bawah target RPJMD, agar diperkuat dalam 
arah kebijakan yang disertai dukungan anggaran. 

4 11-44 Narasi tentang "Kabupaten Solok merupakan daerah potensi rawan bencana" 
pada urusan perumahan rakyat dan permukiman agar dipindahkan ke urusan 
ketentraman, ketertiban umum dan penlindungan masyarakat pada halaman 11-45 

5 11-54 Pada urusan Iingkungan hidup, persentase sampah yang tertangani masih berada 
di bawah target RPJMD, kondisi mi harus di perkuat dengan dukungan strategi dan 
kebijakan yang belum tampak kuat dalam dokumen. 

6 11-64 Pada Urusan Olahraga, masih terdapat ketidaksesuaian antara narasi dan tabel. 
Disampaikan bahwa pada label 2.37, dimana disampaikan bahwa 'dilihat bahwa 
perkembangan olah raga di Kabupaten Solok sedikit mengalami kemajuan dimana 
pada tahun 2021". Padahal semua data di tabel mi menunjukan semua capaian 
stagnan, dan sama persis 2021-2022. Untuk itu diminta agar disesuaikan 
narasinya dan Iengkapi dengan faktor penghambat. 

7 11.67 Urusan perpustakaan koleksi judul buku perpustakaan, terdapat peningkatan 
pada tahun 2022 menjadi 21,396 judul, padahal di tabel terjadi penurunan dan 
23.378. Kemudian diteruskan narasi: 'Dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan 
karena kurangnya pengadaan buku perpustakaan', padahal penurunan Iogikanya 
bukan sekedar karena tidak ada pengadaan. Karena jika memang tidak ada 
pengadaan, tentu setidaknya jumlah judul stabil, bukan menurun. Untuk itu 
dimohonkan agar direvisi kembali narasinya agar sesuai data dilengkapi faktor 
pendorong dan atau penghambat yang cocok. 

8 II 71 Adanya data Kontribusi Sektor Paniwisata pada PDRB Tahun 2022 = 0,96, 
sedangkan di halaman II 116 datanya dalah 0,82. Untuk itu dimintakan agar 
disesuaikan kembali konsistensi data indikator yang sama di bab mi. 

9 11-89 SPM Pendidikan : Tidak konsisten NARASI dan TABEL untuk jenis Pelayanan 
Dasar kesetaraan dan PAUD. Untuk itu diminta agar disesuaikan kembali antara 
narasi dengan data di tabel. 

10 11-91 Pada urusan pekerjaan umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 lahun 
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan PERMENPUPR Nomor 
29(F'RT/M/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal agar diganti dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan substansi menyesuaikan. 
Urusan pekerjaan umum menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, 
urusan perumahan rakyat menjadi urusan perumahan rakyat dan kawasan 
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permukiman, Urusan ketentraman, ketertiban umum menjadi Urusan ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 

11 11-93 Narasi yang berbunyi "Realisasi pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Damkar Kabupaten Solok tahun 2022' agar diganti menjadi "Realisasi pencapaian 
5PM yang menjadi tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten 
Solok tahun 2022", demikian juga dengan narasi"Realisasi pencapaian 5PM 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022" agar disesuaikan menjadi 
"Realisasi pencapaian 5PM yang menjadi tupoksi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah tahun 2022" 

12 11-112 - Data pada urusan pekerjaan umum untuk ketaatan rtrw, sanitasi dan air minum 
pada Tabel 2.68 Capaian Indikator Kinerja Daerah Sebagal Indikator Sasaran 
Pembangunan Kabupaten Solok Tahun 202112022 berbeda dengan data pada 
Tabel 2.21 Perkembangan Indikator Urusan Pekerjaan lJmum dan Penataan 
Ruang Kabupaten Solok Tahun 2018-2022. 

- Demikian juga dengan data pada urusan perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman 

13 II. 123 Masih perlu diperhatikan konsistensi antara permasalahan dan data serta narasi 
disajikan. Dimana muncul permasalahan pariwisata, yakni belum optimalnya 
promosi'. Sedangkan di bab II halaman 11.71, disampaikan narasi bawah telah 
dilakukan edukasi terhadap pelaku wisata di Kabupaten Solok sehingga 
pengunjung jadi nyaman saat berwisata di Kabupaten Solok dan yang tak kalah 
pentingnya yaitu giatnya melakukan promosi melalui media cetak, eletktronik dan 
media lainnya dalam maupun luar negeri. Jika memang sudah banyak dilakukan 
promosi tentu tidak muncul lagi dipermasalahan. Diminta untuk menyesuaikan 
kembali konsistensi antara Analisa capaian di Bab II dengan permsalahan yang 
akan disajikan. 

4. BAB III 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Pada Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Solok Tahun 
2021-2024, agar pada proyeksi tahun 2024 di sandingkan (ditambahkan kolom) 
target RPJMD kab Solok, target pada RKPD Provinsi dan target yang di tetapkan 
pada RKPD Kab Solok. 

2 Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara explisit arah kebijakan 
yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat 
kemiskinan, tingkat pengangguran serta 1PM tumbuh membaik dibandingkan 
hasil evaluasi tahun 2024 dan proyeksi pada tahun 2023 

3 Pada Pengalokasian anggaran Tahun 2024 didasarkan kepada kebijakan 
belanja daerah sebagai berikut, diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 
158 Permendari 86 Tahun 2021 yang mengatur: 
a. Prioritas I Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan 

Earmark 
Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi: 
-	 Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan 

pelayanan dasar masyarakat (dalam hal mi adalah pencapaian target 
Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, 
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, 
dan pelindungan masyarakat dan Sosial) 

-	 Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, 
dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah: merupakan 
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 
oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
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setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa 

- Priortitas Utama: untuk didefinisikan dengan Iebih detail apakah program 
unggulan, apakah agenda/prioritas 

- Earmark : disarankan dihilangkan 
b. Prioritas II Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala 

Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
Belanja program dankegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan 
untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan 
pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu 
Indikatif 
Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I 

c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 

4 111-2 Pada point c. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Solok halaman 111-2 agar 
diganti dan tidak di arahkan pada penyelesaian isu strategis tetap diarahkan 
untuk menjawab apa yang harus dilakukan dalam menyikapi tantangan dan 
prospek ekonomi Kabupaten Solok tahun 2024 yang telah diulas sebelumnya 

5 Hal 111-5 sld Ill- 

11 

Sub bab 3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2024 
Secara umum pada sub bab mi belum terlihat secara eksplisit target dan proyeksi 
perekonomian Kabupaten 8010k tahun 2024 serta strategi dan arah kebijakan 
pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target tersebut. Untuk 
itu agar ditambahkan/dielaborasi lebih lanjut terkait penjelasan, narasi terkait 
proyeksi, target, strategi dan arah kebijakan terkait perekonomian kabupaten 
solok tahun 2024. 

6 Hal 111-12 s.d 

111.44 

Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

7 Hal 111-12 s/d III- 

19 

Sub bab 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah 
Dalam sub bab ml telah dipaparkan narasi dan penjelasan yang mencukupi 
terkait realissi pendapatan TA. 2022 beserta kebijakan umum dan tantangan 
yang dihadapi, namun penjelasan, narasi dan pembahasan terkait target dan 
rencana kebakan untuk pendapatan tahun 2024 belum tergambar secara 
eksplisit. Untuk itu agar ditambahkan dan disajikan penjelsan, narasi terkait 
target, strategi dan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 dengan 
dilengkapi tabel dan grafik sebagai alat bantu dalam penjelasan. 

8 Hal 111-12 Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok 
Tahun 2021 s.d Tahun 2025 
Target Pendapatan Daerah TA. 2024 beserta seluruh komponen penyusunnya 
(PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah) ditargetkan sebesar Rp1,225,183,008,337,00 dimana target 
mi sama persis dengan target Pendapatan Daerah TA. 2023. untuk itu perlu 
disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang mendasari proyeksi ni. 

9 Hal 111-21 Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d 
Tahun 2025 
Target Belanja Daerah TA. 2024 beserta seluruh komponen penyusunnya 
(Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer) ditargetkan sebesar 
Rp1,274,231,562,337,00 dimana target mi sama persis dengan target Belanja 
Daerah TA. 2023. untuk itu perlu disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang 
mendasari proyeksi ml. 

10 Hal 111-21 Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d 
Tahun 2025 
Pada Tabel 3.5, terlihat besaran Belanja Pegawai tahun 2023 direncanakan 
sebesar Rp 619.458.129.5413,00 atau sekitar 48,61% dan Total rencana belanja 
ysebesar Rp1.274.231.562.337.00. Untuk itu diminta agar Pemerintah 
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Kabupaten Solok untuk terus berkomitmen menekan secara konsisten porsi 
belanja pegawai hingga maksimal 30% dan total belanja sebagaimana 
diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. 

11 Hal 111-37 sld Ill- 

38 

Kebijakan Belanja Daerah 
Dalam kebijakan Belanja daerah, telah dinarasikan bahwa dalam RKPD 
Kabupaten Solok mi telah mempenhatikan: 
I Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target 

standar pelayanan minimum (5PM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuha 5PM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagni 
sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagni 27/2021 tentang pedoman 
Penyusunan APBD TA. 2022. 

I Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 
alokasi Belanja Daerah. 

I Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% 
dan alokasi belanja daerah. 

I Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan 
pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Oesa, yaitu paling sedikit 10% dan 
Dana Perimbangan setelah dikurangi OAK. 

Selanjutnya agar Pemenintah Kabupaten Solok agar tetap mengutamakan 

pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu 
sebelum menganggarkan belanja lain yang sepenti hibah, bantuan sosial dan 
bantuan keuangan. 

Pada Rancangan Akhmr RKPD mi belum terlihat arah kebijakan belanja yang 
mempnionitaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan 
pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal mi agar menjadi perhatian dan 
ditambahkan dalam narasi dalam Bab Ill dan bab V Rancangan Akhir RKPD 
Kabupaten Solok Tahun 2024. 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 Bab IV hal 19 

dan 21 

Sudah diperbaiki ketidaksesuaian dalam pencantuman Misi, Tujuan, lndikator 
dan Target Kinerja Tahun 2024 pada table 4.2 dengan RPJMD Kab Solok Tahun 
2021-2026 pada table 5.10 pada BAB IV RKPD Kab Solok hal 19 dan hal 21 

2 lV-24 Pada Halaman lV-24 tertulis Tema Rencana Kenja Pemenintahan Oaerah Tahun 
2024 yaitu: "Mempercepat Transformasi Ekonomi Melalui Sektor Pertanian, 
UMKM, Perdagangan dan Pariwisata Secara Inklusif dan Berkelanjutan", 
diharapkan tema yang disusun disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada 
akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai 
atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana 
Pembangunan tahun selanjutnya 

3 IV - 80 Pengembangan destinasi wisata Dermaga Oanau Singkarak agar 
mempertimbangkan sempadan dan bentuk konstruksi yang diizinkan 

4 IV-81 s/d IV- 

189 

Agar di tambahkan Sub Bab 4.3. Penyelarasan dan Oukungan RKPD Kabupaten 
Solok Terhadap RKP Tahun 2024 untuk mengakomodmn Tabel 4.X Dukungan 
Pemenintah Kabupaten Solok Atas Kebijakan Pnionitas Nasional Tahun 2024 
yang dimulai pada halaman IV-81 sampai halaman lV-189 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKANF$ARANITANGGAPAN 

1 Pada Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu lndikatif RKPD tahun 2024 berdasarkan 
Perangkat Daenah dengan jumlah Rp. 1,274,731,562,337 berbeda dengan 
proyeksi belanja daenah yang tercantum pada tabel Tabel 3.5 Realisasi dan 
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Proyeksi Belanja Kabupaten Solok Tahun 2021 s.d Tahun 2025 sebesar Rp. 
1.274.231.562.337, untuk itu agar disamakan 

2 Hal V-S dst label Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Solok 
Tahun 2024 
Terdapat beberapa koreksi terhadap penyajian tabel mi: 
>	 Pada Kepala label kolom 15 dan 16, dituliskan Perkiraan maju Tahun 2023, 

seharusnya bila tahun rencana adalah Tahun 2024, maka perkiraan maju 
adalah tahun 2024. 

Pada akhir tabel mi, total rencana anggaran belanja Tahun 2025 sebesar 
Rp1.750.798.545.656,82 tidak konsisten dengan jumlah rencana belanja Tahun 
2025 yang disajikan pada Tabel 3.5 yaitu sebesar Rp1 ,519,114,868,339,00. 
untuk tu agar dilakukan penyempurnaan sehingga antara Tabel 3.5 dan Tabel 
di Gab V memiliki konsistensi. 

3 * Bab V hal 4 

aId 383 
* . . 

Konsistensi 

Program dan 

Pagu RPJMD 

dan RKPD 

2024 

Telah dihapus 9 (Sembilan) program Penataan lanah Ulayat yang muncul dalam 
rancangan akhir RKPD 2023 kab Solok yang tidak terakomodir dalam RPJMD 
yang merupakan kesalahan pada master program pada aplikasi SIPD RI, telah 
di laporkan ke Pusdatin Kemendagri melalui help desk SIPD RI. Telah juga di 
hapus pada Renja DPRKPP. 

4 Bab V hal 4 s/s 

383 

Telah dilakukan penyesuaian pagu yang merupakan inputan Renja Perangkat 
Daerah pada rekapitulasi pagu indikatif BAB V pada rancangan akhir RKPD 
tahun 2024 berdasarkan perangkat Rincian Program dan Kegiatan perangkat 
Daerah Kabupaten Solok tahun 2024 

7. BAB VI 

NO HALAMAN MASIJKAN/SARANITANGGAPAN 

Untuk dapat dipastikan bahwa indicator yang tertuang pada Tabel 8.2 Penetapan 
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelanggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang tercantum pada Bab VIII RPJMD 
Kabupaten Solok telah terakomodir pada tabel 6.2 Gab VI RKPD Kabupaten 
Tahun2024 serta juga terakomodiri evaluasi capaiannya pada Gab Il RKPD 
Tahun 2024 

2 Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 5010k yang 
tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah terakomodir seluruhnya 
pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten Tahun2024 serta juga terakomodir 
evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024 

3 VI -2 Pada tabel 6.2, narasi sebelumnya yang berbunyi "Realisasi dan target kinerja 
daerah dapat dilihat pada Tabel 6.2 dibawah mi tidak cocok dengan tabel, 
pada tabel tidak ada realisasi, yang ada hanya target kinerja, agar disesualkan. 

4 Pada tabel 6.2 urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Tingkat 
kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 sebesar 65,8%, sementara pada tabel 
2.21 capaian kemantapan jalan tahun 2022 sudah mencapai 66,92%. 
Target Persentase ketaatan terhadap RTRW tahun 2024 di tabel 6.2 sebesar 
58% sementara capaian tahun 2022 di tabel 2.21 mencapai 87%. 

5 VI -5 Target Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang 
ditangani tahun 2024 sebesar 45% pada tabel 6.2 Urusan Perumahan Rakyat 
dan Permukiman sementara capaian tahun 2022 pada tabel 2.21 sudah 
mencapai 4919% 

6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN 
AIR MINUM di RPJMD dengan target 82,27 % tahun 2024, mengalami 
pengurangan anggaran di RKPD 2024 sebesar 3,5 milyar rupiah walaupun target 
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sama. Disarankan pagu anggaran 2024 tidak mengalami pengurangan karena 
kondisi capaian tahun 2022 saja masih jauh di bawah target, dan mi merupakan 
5PM 

7 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 
juga mengalami pengurangan anggaran sebesar 1,5 milyar. Disarankan tidak 
ada pengurangan anggaran untuk program ni, karena dibandingkan dengan 
capaian tahun 2022, masih terdapat GAP sebesar 18% dan mi merupakan SPM 

8 Pagu anggaran pada PROGRAM PERUMAHAN DAN KJA.WASAN 

PERMUKIMAN KUMUH dan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) yang merupakan 5PM mengalami 
pengurangan dan yang direncanakan di RPJMD mencapai 97%. Disarankan 
besaran pengurangan tidak terlalu jauh dengan RPJMD. 
Kondisi ni tidak sinkron dengan permasalahan yang disajikan pada BAB II, yaitu 
Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh dan Belum optimalnya kegiatan 
untuk pencapalan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 
9 Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan 

Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar ditambahkan 
anggarannya sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 
2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal 
penguatan kegiatan edukasi bencana 

10 Bab VI Hal 1, 2, 

dan 17 

Sudah dilakukan perbaikan pada ketidak sesuaian dalam pencantuman target 
kinerja tahun 2024 antara Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 tabel 6.2 dengan 
RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 tabel 8.1 
Agar memperhatikan konsistensi indikator dan satuan pengukur antar bab. 
Dimana untuk Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD, di Bab VI dalam 
rupiah, sedangkan di Bab II (Halaman 11-69) dalam persen. Diminta untk 
menyesuaikan kembali dan mengkonsistenkan penyajian data yang sama antar 
bab. 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASLJKAN!SARAN!TANGGAPAN 

1 Untuk dapat diperbaiki isian form terutama untuk Belanja Pegawai, agar dibuat 
terpisah data terkait dengan besaran gaji dan TPP, serta khusus untuk Tenaga 
Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kesehatan dibuat tersendiri 

sebagaimana format yang telah di sampaikan kepada Kabupaten/kota 

sebelumnya 

2 Agar Form Iainnya disampaikan dalam bentuk excel yang di winzipkan, untuk tim 
provinsi mengkompilasi data dan informasi 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Kebijakan Telah disusun form matrik ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN 

Penurunan PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TAHUN 2024 dengan total anggaran 

Prevelansi 
Rp. 30,662,844,697 . DUingatkan kembalim untuk terus memperhatikan, 
merencanakan sebaikbaiknya dan mengevaluasi setiap rupiah anggaran yang 

Stunting ditujukan untuk penanganan stunting mi. Karena sebagaimana arahan PResiden 

dalam waktu-waktu terakhir in harus tepat sasaran dan tepat guna. Apalago 
untui menurunkan capaian prevelensi stunting menajdi 14 % di Tahun 2024 
memerlulcan upaya keras dan semua pihak. 
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KABUPATENSIJUNJUNG 

********************************************************************* 



GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/ 445 IVI/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran 2 (dua) berkas 
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 
2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth 
Bupati Sijunjung 

di 
Muaro Sunjung 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Sijunjung Nomor 050/208/Bappeda-2023 tanggal 15 Juni 
2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD 
Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Sijunjung tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Sijunjung. 

2. Pemerintah Kabupaten Sijunjung segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemermntah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Sijunjung Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil 
fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimmnta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan danlatau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tmndak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasiiiitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Wali Kota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut 
ke aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUBERN.UR SUMATERA BARAT 
/ 
/ N 

MAHYELDI 
Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TAN GGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 445 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampalan HasH Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung Tentang 
Rencana Kerja Pernerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN SIJUNJUNG 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN YA TIDAK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 
diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

I I—S 

2.  

Dst... 

2023 
Bupati / Bupati Kabupaten  

(Nama Bupati / Bupati Kabupaten) 
Keterangan: 

1. Kolom ml memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom ml memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom ml dilsi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasilitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kohom mi diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halanian hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom ml memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hash masukan fasihitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Penierintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/ 445 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL 22 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN SIJUNJIJNG TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Sijunjungkepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Sijunjung Nomor 0501208/Bappeda-2023 
tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Sunjung 
tentang RKPD Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB Ill Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 30 bulan Maret 
tahun 2024 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Sijunjung Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD 
menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Sijunjung Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rUl keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

HasH review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh lnspektorat Kabupaten Sijunjung menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Sijunjung tentang RKPD Kabupaten 
Sijunjung Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasH reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Sijunjung sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar sian Fasilitasj RKPD Tahun 2024. 

Daftar sian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Konsiderans "Menimbang", rumusan diubah menjadi: 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-IJndang, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2024; 

2 Dasar hukum "Mengingat": 
a. angka 7, frasa "Berita Daerah ... dst" dihapus. 
b. angka 9, tanda baca titik pada akhir rumusan diubah menjadi tanda baca titik 

koma. 
Hal mi sesuaj dengan ketentuan angka 49 dan angka 52 Lampiran II UU Nomor 
12 Tahun 2011. 

3 Pasaji: 
a. angka 5, angka 8, angka 9, kata "disingkat" diubah menjadi "disebut". 
b. angka 7, penyebutan "RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024" diubah 

menjadi 'RKPD Tahun 2024" sesuai dengan yang dicantumkan dalam pasal-
pasal. 

Sehingga rumusan angka 7 diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 
merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

4 Pasal 2 huruf b, kata "Rancangan" ditulis dengan awalan huruf kecil karena tidak 
dicantumkan dalam Pasal 1. 

5 Pasal 3, kata "Rancangan" pada kata "Rancangan PPAS" ditulis dengan awalan 
huruf kecil serta pengacuan pasal disesuaikan dengan angka 272 Lampiran II 
UU Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian, singkatan "DPRD dipanjangkan, karena 
tidak dicantumkan batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1. Sehingga 
rumusan Pasal 3 diubah menjadi: 

Rancangan KUA serta rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD. 

Atau singkatan "DPRD" tetap dapat digunakan, namun dibuatkan batasan 
pengertian dalam Pasal 1, dengan rumusan: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sijunjung. 

6 Pasal 4 ayat (2), rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati mi. 

7 Pasal 5: 
a. ayat (1), rumusan diubah menjadi: Bupati melalul Bappeda melakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024. 
b. ayat (2), kata "pengendalian" pada awal rumusan ditutis dengan awalan huruf 

kapital: Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: ... dst. 

ayat (3), kata "pengendalian" pada awat rumusan ditulis dengan awalan huruf 
kapital, tanda baca titik koma serta kata "dan pada akhir rumusan dihapus. 
Sehingga rumusan diubah menjadi: Pengendalian dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

8 Pasal 6 ayat (2), rumusan diubah menjadi: Perubahan RKPD Tahun 2024 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

9 Rumusan permntah pengundangan dipisahkan dad ketentuan Pasal 7 dan 
disesuaikan dengan angka 163 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga 
rumusan diubah menjadi: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Sijunjung. 

10 Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 
2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 
2022 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

Bab hal I-i Penulisan "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah" diubah menjadi"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah 
Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang". 

Hal ni juga berlaku untuk penulisan peraturan perundang-undangan lain yang 
telah dilakukan perubahan. 

2 BAB I hal 1-7 Dasar hukum: 
a. angka 3, diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemenmntah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang. 

b. ditambahkan "Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah". 

untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik 
koma serta ditambahkan kata "dan" yang diletakkan di belakang dasar hukum 
kedua dan dasar hukum terakhir. 



3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKANISARAN/TANOGAPAN 

Pengangguran  terbuka menurut Pendidikan tahun 2020-2022, disarankan untuk 
memecah antara SMA dengan SMK, sehingga akan kelihatan mana yang Iebih 
besar pengangguran antara SMA dan SMK, sebagaimana kita ketahui selama mi 
SMK adalah penyumbang terbanyak daiam pengangguran. 
Pengangguran sangat berkaitan sekali dengan kegiatan yang di Dinas 
Pendidikan yakni Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, diharapkan 
kepada sekolah untuk dapat memetakan siswanya sesuai dengan minat, bakat 
dan kreativitasnya 

2 Dalam penanganan stunting, kami mengharapkan agar Kabupaten Sijunjung 
memprioritaskan yakni: 

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Lokal 
2. Pengadaan Antropometri 
3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Posyandu 

Mohon disampaikan tagging kegiatan untuk percepatan penurunan stunting 

3 Disarankan untuk menambahkan data series tentang jumlah kasus KDRT, kasus 
Kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap Anak dan juga 
penyelesaian kasusnya 

Dan juga untuk memperbanyak sosialisasi kemasyarakat karena selarna 
masyarakat merasa KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib 
keluarga, ada rasa malu dan takut untuk melaporkannya ke pihak yg berwenang 

4 Menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Kota Sawahiunto yang lalu, disarankan untuk menjadikan 
kesepakatan tersebut menjadi prioritas di RKPD Kabupaten Sijunjung yakni 
Pencegahan Peredaran Narkoba, Penyebaran HIV AIDS dan Pemberantasan 
LG BT 

5 Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diharapkan 
adanya dukungan dan Pemerinta Kota Solok dalam pencapaian target indeks 
Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD 
Pelayanan Kepemudaan, karena mi juga masuk saiah satu proritas didalam 
Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 

4. BAB III 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Secara umum > Sistematika penulisan Bab III RKPD Kabupaten Sijunjung sudah sesuai 

ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017. 

> Nilai pagu sub kegaiatan diduga masih bersifat kira-kira dan belum terukur 

secara ilmiah. Untuk itu disarankan agar penyusunan RKPD dan Renja-SKPD 

dibantu dengan Penyusunan Pra RKA atau dalam SIPO dUstilahkan dengan 

penyusunan RKPD/Renja dengan rincian. 
2. Hal 111-24 Dan Tabel 3.7 Realisasi Tahun 2022, 2022 Jumlah Tahun 2023, Proyeksi/Target 

Tahun 2024 dan 2025 Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung dapat dilihat 
bahwa: 

> Judul Tabel agar disempurnakan menjadi Realisasi dan Proyeksi Pendapatan 

Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 s.d Tahun 2025. 
> Target Pendapatan Daerah TA. 2024 (Pendapatan Transfer dan Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan sebesar Rp864.969.283.044,00 

dimana target mi sama persis dengan target Pendapatan Daerah TA. 2023. 

untuk itu perlu disajikan penjelasan, narasi dan kajian yang mendasari proyeksi 
mi. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

3.  Hal 111-27 Dan Tabel 3.8 Realisasi Tahun 2022, 2022 Jumlah Tahun 2023, Proyeksi/Target 

Tahun 2024 dan 2025 Belanja Kabupaten Sijunjung dapat dilihat bahwa: 
> Judul Tabel agar disempurnakan menjadi Realisasi dan Proyeksi Belanja 

Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 s.d Tahun 2025. 
> Target Belanja Pegawai TA. 2023 dialokasikan sekitar 44,89% dan total belanja 

daerah TA 2024 sekitar 4638% dan TA 2025 sekitar 47,02% dan total alokasi 

Belanja Daerah. Untuk itu diminta agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk 

menekan secara konsisten porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dan 

total belanja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 

bahwa Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 
30% dan alokasi Belanja Daerah. 

> Target (Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer) ditargetkan sama persis 

dengan target Belanja Daerah TA. 2023. untuk itu perlu disajikan penjelasan, 

narasi dan kajian yang mendasari proyeksi mi. 

4.  Hal 111-29 Dan Tabel 3.8 Realisasi Tahun 2022, 2022 Jumlah Tahun 2023, Proyeksi/Target 

Tahun 2024 dan 2025 Pembiayaan Kabupaten Sijunjung dapat dilihat bahwa: 
>	 Judul Tabel agar disempurnakan menjadi Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan 

Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 s.d Tahun 2025. 

5.  Kebijakan Belanja Daerah 

Dalam kebijakan Belanja daerah, telah dinarasikan bahwa dalam RKPD Kabupaten 

Sijunjung mi telah memperhatikan: 
V	 Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target 

standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan 

pemenuha 5PM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri sebagaimana 

tersaji pada Lampiran Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar 5PM. 
V	 Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 

alokasi Belanja Daerah. 
V	 Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% dali 

alokasi belanja daerah. 
V	 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan pasal 

72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi 

Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dan Dana 

Perimbangan setelah dikurangi DAK. 

Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar tetap mengutamakan 

pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum 

menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan 
keuangan. 

Pada Rancangan Akhir RKPD mi belum terlihat arah kebijakan belanja yang 

memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan pemilukada 

serentak tahun 2024. karena itu, hal mi agar menjadi perhatian dan ditambahkan 

dalam narasi dalam Bab Ill Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 
2024. 

6.  Secara 

keseluruhan 

> Kembali dUngatkan agar Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk terus 
berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen 

perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUNPPAS dan APBD TA. 2024. 

Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUN PPAS serta APBD 

terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. 
> Pada dokumen RAPBD Lampiran yang memuat Sinicronisasi program pada 

RPJMD dengan RAPBD, Sinkronisasi Program1  Kegiatan dan Sub kegiatan 

pada RKPD dan PPAS dengan RAPBD, dan Sinkronisasi Program Prioritas dan 

Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah, untuk itu kami 
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ingatkan kepada Pemerintab Daerah Kabupaten Sijunjung untuk dapat 
memenuhi Lampiran tersebut tentunya harus ada koordinasi yang balk dan tim 
Bappeda dan BPKD. 

7 Makro Ekonomi Daerah 

1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah 
menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD 
Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapalan 12 indikator 
makro ni tentu merupakan akumulasi dali pencapalan dan 19 
kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontnibusi 
yang diharapkan dan Kabupaten Sijunjung untuk Tahun 2024 
sebagal berikut: 

adalah 

Indikator Makro Realisasi Outlook Target 
2022 2023 2024 

Pentumbuhan Ekonomi (%) 3,95 4,03 4,76 
PDRB per Kapita ADHK (Rp. 
Juta) 29,82 30,42 31,58 

PDRB per Kapita ADHB (Rp. 
Juta) 4749 5104 

Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) (%) 4,87 4,68 4,50 

Indeks Pembangunan Manusia 
(1PM) 68,69 69,01 69,32 

Angka Harapan Hidup (AHH) 
(Tahun) 66,70 66,89 67,11 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 
(Tahun) 12,64 12,79 12,94 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 
(Tahun) 8,30 8,42 8,53 

Pengeuaran per Kapita (Rp. 
Ribu) 10.582 10.734 10.891 

Tingkat Kemiskinan (%) 6,00 6,06 5,96 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu 
jiwa) 15,07 14,85 14,73 

Gini Ratio 0,243 0,241 0,238 
Dokumen RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu 
kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. Jika 
terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dan angka prediksi tersebut 
petlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 2024 

5. BAB IV 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANC3GAPAN 

Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 

1. Hash evaluasi RAPBD Kabupaten Shjunjung Tahun 2023 menunjukkan 
adanya deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMIJ dan RKPD 
sebesar 20,17%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam 
RPJMD sebesar Rp. 885.543.000.000, sedangkan dalam RKPD total 
anggaran hanya sebesar Rp. 706.888.348.310. Angka tersebut dalam 
RAPBD menjadi Rp. 1.083.436.010.176, sehingga deviasinya dan 
RPJMD menjadi 22,34%. 

2. Catatan evaluasi ml seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan 
RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 total 
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.036.707.044.616 sedikit berbeda 
dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 daiam RPJMD 
sebesar Rp. 922,476,000.000. Jika dilihat deviasinya mencapal angka 
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11,01%. Terdapat penurunan kinerja deviasi penganggaran 
RPJMD/RPD dan RKPD dan tahun 2023 ke Tahun 2024 ni. Diharapkan 
nilai deviasi anggaran mi tidak melebihi angka 15%. 

2 Penyanygaran untuk Program/Kegiatanlsub Kegiatan pendukung SPM 

1. HasH evaluasi RAPBD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 menunjukkan 
proporsi penganggaran untuk 5PM Tahun 2023 berkisar 3,74% dan total 
RAPBD Tahun 2023. Angka mi jauh lebih rendah jika dibandingkan 
dengan rata-rata kabupaten/Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. 

2. Pemenuhan kebutuhan untuk SPM diharapkan harus ditunjang dengan 
penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif 
tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%, dan tersebar 
secara merata dan proporsional di setiap bidang 5PM. 

Alokasi anggaran untuk pemenuhan 5PM Bidang Kebencanaan pada tahun 
2023 sudah mencapai angka 22,17%, jauh diatas rata-rata provinsi yaitu 14,75%. 
Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM Bidang 
Kebencanaan dipertahankan setidaknya mencapai angka 15% dan alokasi 
anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan 

3 Bab V hal. 124 
dan Form 2 

Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 
69% Namun Pada Form 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum IndikatorProgram Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih 
Dengan Target 0,69 (Mohon Di Croscek Kembali) 

4 Bab V hal. 
124 dan 

Form 2 

Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 
Indikator Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung 
Dengan Target 80% Namun Pada From 2 Program Pengelolaan Dan 
Pengembangan Sistem Drainase Indikator Program Adalah Persentase 
Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan Target 0,80 (Mohon UntukDicroscek 
Lagi) 

5 Bab V hal 
111 dengan 
Form 2 

Pada Bab V Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap lzin Lingkungan 
Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Indikaton 
Program Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsun 
Izin Lingkungan 78% Namun Pada Form 2 Program Pembinaan Dan 
Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izmn Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Pplh) Indikator Program Persentase Pelaku Usaha Yang 
Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsur Izin Lingkungan 0,78 (MohonUntuk Di 
Croscek Kembali) 

6 Bab V hal 
102 dengan 
Form 2 

Pada Bab V Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Zmndikator Program 
Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan Ketentuan 
Dengan Target 45 % Namun Pada Form 2 Program Penyelesaian Sengketa 
Tanah Garapan Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Pertanahan 
Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dengan Target 0.45 

7 Bab V hal 
100 dengan 
Form 2 

Bab V Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program 
Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 75% 
Dan Pada Form 2 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator 
Program Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan 
Target 0,75 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali) 

8 Bab V hal 
97 dengan 
Form 2 

Bab V Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio 
Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 24,05% Dan Pada 
Form 2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio 
Tenaga Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 0.24 (Mohon Untuk 
Dicroscek Kembali) 

9 Bab V hal 
95 dengan 
Form 2 

Pada Bab V Program Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat 
Kemantapan Jalan Dengan Target 71.57 % Namun Pada Form 2program 
Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat Kemantapan Jalan Dengan 
Target 0,72 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali) 
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10 Bab V hal 
94 dengan 
Form 2 

Pada Bab V Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase 
Sarana Publik Yang Tersedia Dengan Target 50% Namun Pada Form 2 Program 
Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana Publik Yang 
Tersedia Dengan Target 0,50 (mohon untukdicroscek kembali) 

11 Bab V hal 
93 dengan 
Form 2 

Pada Bab V Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program 
Persentase Gedung Pemerintah Sesuai Standar Dengan Target 88.24 % 
Namun Pada Form 2 Program PenataanBangunan Gedung Indikator Program 
Persentase Gedung Pemerintah sesuai standar dengan target 0,88 (mohon 
untuk dicroscek kembali) 

12 Bab V hal 
90 dengan 
Form 2 

Pada Bay V Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program 
Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi Dengan Target 63 % Namun Pada 
Form 2 Program Pengeiolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program 
Rata-Rata lndeks Kinerja Sistem 
Irigasi dengan target 0,63 (mohon untuk dicroscek kembali) 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MAS(JKAN/SARANITANGGAPAN 

PRAMUSRENBANG PROVINSI 

Usulan Pra 
Musrenbang Prov Dukun an 

K iatan3IPBD 
/Kota 

Kesepakatan 
Anggaran pada 

Pra 
Mus ren bang p roy 

Alokasi anggaran 
dalam RKPD 2024 

Rehabilitasi Jalan 
(Ruas jalan 
Tanjung Ampalu- 
Bukit Bual Simpang 
Napar (Kab. 
Sijunjung-Kota 
Sawahlunto) 

Rehabilitasi 
JalanRehabilitasi 
Ruas Jalan 
Bukit Bual-
Kampung Baru 

1,000,000,000 900,000,000 

Penyediaan 
Perlengkapan 
Jalan di Jalan 
Provinsi Penataan 
persimpangan 
dikawasan simpang 
tugu muaro 
Sunjung 
(pengadaan dan 
pemasangan APIL 
serta instalasi, 
rambu lalulintas 
jalan ukuran 
75cmx75cm, 
pembangunan 
median jalan, Zoss, 
Traffic Light, Pita 
kejut) 

Penyediaan 
Perlengkapan 
Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 
(Pengadaan 
Rubber 
Speed Bump 

diruas jalan 
Iingkar kantor 
Camat Koto 
VII 6 meter) 

4,000,000 

8 145 926 045 
Penyediaan 
Perlengkapan 
Jalan di Jalan 
Kabupaten/ Kota 
Pengadaan 
Lampu jalan di 
ruas jalan 
Kabupaten yang 
terhubung ke 
jalan 
Provinsi 
(Tanjung Ampalu 
Sij unju ng) 

500,000,000 
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Analisis 
Perencanaan dan 
Penyaluran 
Bantuan Keuangan 
(gan rumah yang 
terlayani melalui 
Pemanfaatan Idle 
Capacity dengan 
penambahan 
jaringan perpipaan 
pada SPAM 
157Unit) 

Penyediaan 
Perlengkapan 
Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 
(Pengadaan 
water barrier di 
ruas jalan 
Ad ineqoro)  
Pembangunan 
SPAM Jaringan 
Perpipaan di 
Kawasan 
Perkotaan 
(Pembangunan 
instalasi 
pengolahan air 
minum di Lubuk 
Tarok) 

12,500,000 

2.000,000,000 2.300.000.000 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Pemugaran/ 
Peremajaan 
Permukiman 
Kumuh dengan 
LuaslO (Sepuluh) 
Ha sampai dengan 
di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 
Penanganan 
sanitasi Kawasan 
kumuh 
Kewenangan 
Provinsi (Kec. Koto 
VII, Kupitan, 
Sijunjung dan 
Kamang Baru)  

Pembangunan 
dan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
Kawasan 
Permukiman di 
Kawasan 
Strategis Daerah 
Kabupaten/Kota 
(Panjang jalan 
permukiman 
yang dibangun 6 
KM) 

600,000,000 1,794,702,004 

Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni 
dalam Kawasan 
Permukiman 
dengan Luas 10 
(Sepuluh) Ha 
sampai dengan di 
Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha (Jumlah 
rumah layak huni 
yang diperbaiki 10 
Unit) 

Perbaikan 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
(Jumlah rumah 
Iayak huni yang 
diperbaiki 10 
unit) 

500,000,000 195,227,004 

Bab V hal. 
124 dan 
Form 2 

Bab V hal. 
124 dan 
Form 2 

Bab V hal 
111 

Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 69% Namun 
Pada Form 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 
Minum Indikator Program Adalah Cakupan Penyediaan Air Bersih Dengan Target 0,69 
(Mohon Di Croscek Kembali) 

Pada Bab V Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Indikator 
Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan Target 80% 
Namun Pada From 2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 
Indikator Program Adalah Persentase Saluran Drainase Yang Terhubung Dengan 
Target 0,80 (Mohon Untuk Dicroscek Lagi) 

Pada Bab V Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap zin Lingkungan Dan Izin 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Indikator Program 
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dengan 
Form 2 

Bab V ha! 
102 
dengan 
Form 2 

Bab V hal 
100 
dengan 
Form 2 

Bab V hal 
97 dengan 
Form 2 

Bab V hal 
95 dengan 
Form 2 

Bab V hal 
94 dengan 
Form 2 

Bab V hal 
93 dengan 
Form 2 

Bab V hal 
90 dengan 
Form 2 

Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi Unsur-Unsur Izin 
Lingkungan 78% Namun Pada Form 2 Program Pembinaan Dan Pengawasan 
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Pplh) Indikator Program Persentase Pelaku Usaha Yang Memenuhi Dan Mematuhi 
Unsur-Unsur Izin Lingkungan 0,78 (Mohon Untuk Di Croscek Kembali) 

Pada Bab V Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Zindikator Program 
Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dengan 
Target 45 % Namun Pada Form 2 Program Penyeiesaian Sengketa Tanah Garapan 
Indikator Program Persentase Penyelenggaraan Pertanahan Yang Sesuai Dengan 
Ketentuan Dengan Target 0.45 

Bab V Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program Persentase 
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 75% Dan Pada Form 2 
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Program Persentase 
Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Dengan Target 075 (Mohon Untuk 
Dicroscek Kembali) 

Bab V Program Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio Tenaga 
Kerja Konstruksi Yang Bersertifikat Dengan Target 24,05% Dan Pada Form 2 Program 
Pengembangan Jasa Konstruksi Indikator Program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi 
Yang Bersertifikat Dengan Target 0.24 (Mohon Untuk Dicroscek Kembali) 

Pada Bab V Program Penyelenggaraan Jalan Indikator Program Tingkat Kemantapan 
Jalan Dengan Target 71.57 % Namun Pada Form 2program Penyelenggaraan Jalan 
Indikator Program Tingkat Kemantapan Jalan Dengan Target 0,72 (Mohon Untuk 
Dicroscek Kembali) 

Pada Bab V Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana 
Publik Yang Tersedia Dengan Target 50 % Namun Pada Form 2 Program Penataan 
Bangunan Dan Lingkungannya Persentase Sarana Publik Yang Tersedia Dengan 
Target 0,50 (mohon untuk dicroscek kembali) 

Pada Bab V Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program Persentase 
Gedung Pemerintah Sesuai Standar Dengan Target 88.24 % Namun Pada Form 2 
Program Penataan Bangunan Gedung Indikator Program Persentase Gedung 
Pemerintah sesuai standar dengan target 0,88 (mohon untuk dicroscek kembali) 

Pada Bay V Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program Rata-
Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi Dengan Target 63 % Namun Pada Form 2 Program 
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indikator Program Rata-Rata Indeks Kinerja 
Sistem Irigasi dengan target 0,63 (mohon untuk dicroscek kembali) 

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Kegiatan Prioritas 
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup dengan Program Daerah adalah Penge!olaan Persampahan dan Kabupaten 
Sijunjung te!ah mengakomodirnya dalam Rancangan RKPD 2024 dan diharapkan 
kepada Kabupaten Sijunjung untuk dapat mengoptimalisasi penanganan sampah 
dengan pengurangan sampah dan sumber yang dilakukan di TPST sebelum diangkut 
ke TPA sehingga sampah yang diangkut ke TPA hanya berupa residu. 
Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk dapat terus 
mengoptimalkan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan pengoperasian TPST. 

Memprioritaskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan edukasi 
kebencanaan di satuan di seluruh jenjang pendidikan serta Penyusunan Peta Resiko 
Bencana 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 26 Juni 2023 

Nomor 005/455N1/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran 2 (dua) berkas Bupati Kepulauan Mentawai 
Perihal Penyampalan HasH Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati ul 

Kepulauan Mentawai Tentang Tuapejat 
Rencana Kerja Pemerintah Oaerah 
Kabupaten Kepulauan Mentawai 
Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Kepulauan Mentawal Nomor 000.7/265/Bup tanggal 16 
Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kab/Kota Tahun 2024, 
bersama ni disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara 
tatap muka di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten 
Kepulauan Mentawai. 

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera melakukan penyempurnaan 
Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa 
catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupatifwali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan BupatifWali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melaiui 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyenipurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

Gy8ERN%JSUMATERA BARAT 

2 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pernbangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/455/VI/P2EPD/Bappeda-2023 
26 Juni 2023 
Penyampaian Hash Fasilhtasi Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawal 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 
2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 

TINDAK LANJUT 
HALAMAN KETERANGAN 

YA TIDAK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menanibahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pernerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

I i-s 

2.  

D st.. 

 2023 

Bupati/Wahi Kota  

(Nama Bupati / Wali Kota 

Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyenipurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi dUsi dengan tanda cek (V) "YA", jika masukan basil fasilitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda ceic (V) "TIDAK", jika masukan hash fasilitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom in! memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasH masukan fasihitasi TIDAK 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/455N1/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 
2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterirra secara lengkap melalui aptikasi Sakato Plan pada tanggal 
16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Kepulauan Mentawai kepada Gubernur melalui Kepala 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati KepulauanMentawai 

Nomor 000.71265/Sup tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada 

RKPD Kab/Kota Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor86Tahun 2017. yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah: 

BAB Ill Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan pnioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB Vi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

BeritaAcara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah eAtanggal 14 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Kepulauan Mentawai Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan 
Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pernbangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegintan yang belum diakoniodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Kepulauan Mentawai Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

HasH pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendansan Pembangunnn den Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kenja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi frnpasitas rfll keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 



b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 

c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Femerintah Daerah (APIF) 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
Inspektur oleh lnspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi salah satu dasar pertirnbangan 
dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang RKPD 

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Mentawai sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko mpsi meialui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi ynng salnh satu area intervensiriya adalah perencanaan dan 

penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar sian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rn'ina KerH Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 

secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO. HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1.  Dasar hukum "Mengingat": 
angka 6, frasa "Berita Daerah ... dst" dihapus, sesLlai dengan angka 49 

Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. 

2.  Pasal 1: 

a. angka 6, rLusan dR h menjadi: Renoana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2024 yang solanjut. ya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen 

perencanaai1 flnerali untuk periode 1 (satu) tahun. 
Karena istilnh ynng diounakan dalam pasal selanjutnya adalah RKPD Tahun 

2024, sehingga sebaknya rumusan batasan pengertian disesuaikan. 

angka 8 kata h isingkat" (ubah menjadi "disebut. 

3.  Pasal 2 ayat 

a. huruf b, kc'i P'inci' n' dituIls dengun huruf awalan kecil. 

huruf c, kata "P nr1na" .ulis dengan hum! awalan kecil. 

4.  Pasal 3 ayat (1), otiap 1 nsa dalam rincian diawaN dengan huruf kecil, sesuai 
dengan angka 87 huruf c Lanipiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga 

penulisan !!BAr.'  diubah rnjadi "bab" 

2. BAR I 

NO HALAMAN U KA N/SA RA N/TANG G APA N 

1 BAB I Penulisan 'Li larij - U r 
Daerah" diuL rnenja 
Pemerintahari h s. 
Undang-Unda '"'ao' 

Penganti Unth L'nda' 

Undang-Unda' 
Hal ni juga b 
telah dilakuk 7Cr' 'hahfl 

diantaratan' k l  

digunakan pn 

Noruor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
jairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
hun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Homer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

nuRsnn peratllra'l perundang-undangan lain yang 
iri1nv pad" "eiyebutan pertama, dapat dibuatkan 

. s,i:1I :.  1 unt ii n:ompersingkatnya, yang akan 

2 BAB I hal 1.8 Dasar hukum 



NO HALAMAN MASUKAN/SARA 'ITANGGAPAN 

untuk tanda ba ricia setiap akhir dasar hukum diuhah menjadi tanda baca titik 
koma serta ditri'.hahkan kata dan" yang diletakkari di belakang dasar hukum 

kedua dan dasar hLikum terakhir. 

3 Naskah Ranc'jnn Poraturari Onnati diketik menggunakan paragraph dengan 
jarak 1 spasi, L-ins nrnrgin ais pHggir 'certis ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah r r ertas 'a bars hurvf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 

kertas ke hun ' 1cm, h 'as mar9H. kanan pinggir kertas ke hurufakhir 

2,5 cm, sesun •yan ketentaai;i angka 284a Lamp:ran II UU Nomor 13 Tahun 

2022. 

3. BAB II 

NO HALAMAN 

BAB II masato 
Dapat si&araE 

dilakukan di B1' 

Sehingga U' 
menyelesaik:. 
nasional yan 
serentak di 2' 

2 1. Data dan 
pasal 141 
a. Aspe' 

WHay 
Denmi 

b. Aspok 
Pernon 

c. Aspor 
Penn' 

d. Aspn 
Ekon 
Sum ho 

2. Indikator H 
sajikan n' 

Tabel 6 2 

Penyen 
2024 di 
kinerja p 
Umum cn 
Daerah 

Kabup 

4. BAB III 

'.IASL'A "7ARANTIANGGAPAN 

''nluasi dan Lb IV sasaran dan prioritas pembangunan 
pUma ca ia'i yang ci evatuasi dengan tindakan yang akan 

r"rnbulk: p hn"yrIr nnsi yang akan diapungkan dalam 

'i, nm kotn' 'san ruang gerak fiscal dan target 
mn beL. ;. ..rah cLsaiping beban pelaksanaan pilkada 

yang '. npaika" 'U Bob II agar Iengkap sesuai dengan 
rR'agni N . or 03 laliun 2017 yang terdiri dan 

"an P .9, n ordiri dan Karaktenistik lokasi dan 
'rip .c)h, Wlayah rawan Bencana, dan 

htoraan aryarakat, yang terciri dan Kesejahteraan dan 
omi ½hterr"q snsial, Seni Budaya dan Olahraga 

lord'' Ia i Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 

rm Penunjang Kemampuan 

WI: ii.. . nfrastuktur, IkIim Berinvestasi, 
lnnus 
."rah ',ocTh Sub Bab 2.1.3 Aspek Layanan Umum yang di 

I Li " jar tetEh m'nnga"modir seluruh indicator kinerja pada 

lndik'tcr K?nerja flrierah Terhadap Capaian Kinerja 

-'°'n Fe". '"'. '<abupaten Kepulauan Mentawai, 

diL sia I ten' " ketidaksesuaian antara indicator 
cv 'nasi pada sub bob 2.1.3. Aspek Pelayanan 

tor 'i''i pada "abel 6.2 Penetapan Indikator Kinenja 
nrtan Kineja P:yelenggaraan Urusan Pemerintahan 
a Mentnwai, 202. untok itu agar disesuaikan 

NO .HALAMAN 

1 Penyelarc 
bab III disar 
tema (polo' 
pelaksanan" 
Pemantap 
Dan Peni' 

2 Penyelan 
bab III diso 
tema tahr" 

\UUKP NIP '.Rt 'TANGGAPAN 

a an" ' jn: 'n e onomi dan kebijakan keuangan 

emual . keh akan keuangan tenhadap pencapaian 
holum r mnpak) tahun 2024 disamping juga memuat 

rin"'"n p...  rpl Rerdasarkan Potensi Unggulan 

- " ang 2erdaya Saing 

'1 a' n e; nomi dan kebijakan keuangan 
'moo "' ke .akari  kenongan terhadap pencapaian 
'q jug niomu. 1 polaksariaan Filkada 2024 sesuai 



NO HALAMAN 

dengan SLrA• 

900.1.9.1/i?'J 
KEGIATAH 
WAKIL B 
dimana hm. 
2024 

3 1. agarte'a 
men01' a' 
hibaF, 

2. untuk 
dokur" 
APBD T/. U 

PPAS e' 

3. Pem 
secr 
Undc' 
pegn'.' 

4. Mingg'.: 

manc 
pro pr 

5. BKK 
progL 
Tah'n 

4 SistemaY' 

sesuai d ...... 

beberap 
sebagai' 
Namun 
ketentun' 

2017, rrt 
sebagai 

BAB Ill 
3.1.Aral' 
3.2. Arah V 

dan me 
berikut: 
> Tab. 

> Tab 
Tabel T-C. 

5 Hal 111-14 s.d Ill-
27 

Sub BaY' 
Agar pin 
dilakukan 

keu an ga" 
dan meL 
regulasi-' 

6 Hal 111-24 Terdapi' 
Rp.860.Y 
sebagai n' 
Untuk tt I 
antara F' 

7 Hal 111-26 Tabel 
ProyeL.. 
Rencara 
penurLifla: 
Rp15.3'1 2 .€ 
Karena H,, 

.5 K,AN: RA N/TANG GA PAN 

\N 1•:ENTLP.E DALAM NEGERI NOMOR 
.L 2 JAN', 1AR1 2023 TENTANG PENDANEAAN 

JBEF""''. LN W.AKIL GUBERNUR, BUPATI DAN 
'J'ALI V. 'AN WAKIL WALl KOTA TAHUN 2024 
"rSI 42," nm7riv7-'n di tahun 2023 dan 60% di tahun 

akan pen' "n 'okasi anggaran belanja wajib dan 

lu sebnlu arkan belanja lain yang sepedi 
an bant dl 

,ien i" konistensi dan kesesuaian antara 

dan ,
n "inflrnfl  yaitLl RKPD, KUNPPAS dan 

''c itu jumlah aIokas belanja dalam RKPD dengan KUIAJ 
'a diupayn"n" ' '''umiliki deviasi yang tidak rasional 

'arus m belanja pegawai daerah 

', waktu .n sejak diterbitkannya Undang- 

2C:? 122) harus mengetatkan belanja 

sada1"' n belanja pegawai 

\ PPAS c'.J' 1  :12 '5 dJtetapkan, hendaknya semua 

program r:n' an lainnya sudah dihitung secara 

'harapk' k g program provinsi tidak hanya 

D Kabuj.. pul. ian Mentawai secara umum telah 

"lgri 80f2'7 ia jLldul bab dan sub bab dan 
'sti terco' 'r ilL. i sub bab tersebut telah tersaji 

i keser '' I ml 'ems dhngatkan bahwa sesuai 
n Peratttr ' ''it.. Dalarn Negeri Nomor 86 Tahun 

.PD sekurang-kurangnya disajikan 

'NOMI 01 '1 DAN KEUANGAN DAERAH 

mi Os":" 

'r',bel sok.rnnkirangnya dengan format sebagai 

2 

re nco' 'z"atan, belanja dan pembiayaan 

rasionr'' 'ur den sesuai dengan kemampuan 

1 mempro or1isi lingkungan strategis ke depan 

'i keun"' 'sa alu beberapa tahun terakhir serta 

be v ' di Tabel 3.6 Bab Ill 

a'' de"y'n Total pagu seluruh SKPD 

1 ab V 3C.7 't721 00. 
a!, "j c'ehingga terwujud konsistensi 

- Daerih Tahun 2021-2022 dan 

E R/. tabun 2024 jumlahnya mengalami 

:22: na pr jgunaan SILPA 2024 sebesar 
17O/. t .1 r norina belanja. 

igginn"n SILPA untuk penerimaan 



NO HALAMAN 

pembiayann 'U" 

ulang dan dir: Hi' 

sampai pen 
anggaran 
Kebijaka - 
Dalam ke ja n 
mi agar t 
v Men:. 

pe lay -' 

se b 
Pen 

V Bela" 
ale" 

keh' 

Be 'ii 
Tot. 
Poe 

V Be" 
da:j 

Selanj 'tn 
mengtlr 
terlebih 
bantuan 
Pada fl" 
belanja 
dan pe:ii.''' 
perhati in 
Kepuln'i: 
V d1c 

Pe' 
RK r 

Kembali d 
menjaga 
pengang 
alokasi L 
tidak me. 

10	 1. Arah 
explisit 
gini ra' 
memV 
2023 

2. Arah 
Permet 
a. Pric 

Ear!' 
Da 
Per 

8 

9 

UKA"SA NITANCr3APAN 

Ii PD F' bupaten Kepulauan Mentawai dihitung 
/ 'mbali sehingga nilainyawajardan masukakal. Jangan 
:'A dijadikan irstrumen untuk menyeimbangkan defitit 

'anal. 
r 1 

'aera' alar: KPD K hupaten Kepulauan Mentawai 

a yarg men 'kupi untuk pemenuhan target standar 
(SEM). Su sub kegiatan yang terkait dengan 

"pat dilihat nada kisil pemetaan Kemendagri 
ida Lampiran Permenr*igri 27/2021 tentang pedoman 
. 2022. 
5 Tahun ke Jepan d!lokasikan maksimal 30% dan 

'h. Sesuai 'akumen yang disampaikan saat mi 

awai tahun 2 24 mas berkisar sebesar 36,92% 

Rp217. 593. 264 .949 
Rp' '0.307.764.721 

36,92% 

tihun ke de"in minmal dialokasikan sebesar 40% 
,1ill. 

'utah Kabupaen Ker auan Mentawai agar tetap 
'n alokasi aiiggaran 'elanja wajib dan mengikat 
'nenganggarken bela a lain yang seperti hibah, 

keuangan. 
"0 ni sudal' terliha' arah kebijakan dan komitmen 

i pemenuh'n kebrY'.ihan penyelenggaraan pemilu 
'ntiun 2024. ''arena ml !, hal ni agar tetap menjadi 
'an bab V 7anca" an Akhir RKPD Kabupaten 

024. 
"'unan RKPD dan enja-SKPD dibantu dengan 

au dalam flIPD d'"tilahkan dengan penyusunan 

an. 

"erintah Kab' 'eaten °"iok untuk terus berkomitmen 
esesuaian antara Jokurnen perencanaan dan 
'UA/PPAS "an APL 0 TA. 2024. Untuk itu jumlah 
'Jengan KU / PPAS' nerta APBD terus diupayakan 

tijak rasional. 
ml yang disunin dih:''mapkan juga rnemuat secara 
'ang mampu r enjawa agar pertumbuhan ekonomi, 
skinan, tingk'l peng igguran serta 1PM tumbuh 
:asil evaluas tahun '22 dan proyeksi pada tahun 

Tahun 2024, cepenuhnya mengacu pada pasal 158 
O21 yang men 'atur: 
yang wajib d i menç"at serta prioritas utama dan 

Dermendagri '7 Tahur '020 tentang Pedoman teknis 
n daerah ma' a defini' 
belanja yar harus dikeluarkan dalam rangka 

-Jayanan dasa masyu'akat (dalam hal ni adalah 
"et Sandar Fe' 'yanan ,inimal; pada 6 Bidang yakni 
'sehatan, Pe rjaan [mum, Perumahan Rakyat, 
'etertiban urn' m, dan ' elindungan masyarakat dan 

it: belanja yanc dibutuhkan secara terus menerus dan 
L an  oleh per rintah 'aerah dengan jumlah yang 



NO HALAMAN 

1 Penyusu;' 

disertai dc 
2024 dap: 
dapat men 
selanjutny 

        

  

uKAN/SARAI;/TANG .\PAN 

-'V 

'a Kerja Pc .rintaha: Daerah Tahun 2024 untuk 

.1 serta asurni pencapuian, agar pada akhir tahun 
- nh tema peruhangunan elah tercapai atau tidak dan 
si untuk per' sunan F ana Pembangunan tahun 

        

-J 

NO HALAMAN 

1 Form 2 Konsisc' 
Tahun 2 
banyak 
ketidaksir' 
keteranc 

2 Form S Daftar kE 
dengan k 
tersebut 
table, a' 

rANG 4N 

• Ren rja Pemerintah Daerah 
Pci .aan 2 ab.Mentawai, dan table 

in bisa. 'persentasekan berapa 
H p'u -an sea dengan adanya kolom 

I pembangunan provinsi 
rinya, herharap ketidak sesuain 

• terangan pada format 
mt 

NO HALAMAN 

b. Prior 

Dae I 
Bela' 
untu' 

C. Prio: 
Daer. 

5. BAB IV 

UKANISARAN/TANGGAPAN 

perIuan setiap bulan daam tahun anggaran yang 
1 penjabaran lebih de'ail yakni belanja mengikat 
-kan belanja yang dibu ikan secara terus menerus 
"asikan oleh Femerinta! Daerah dengan jumlah yang 
-'erluan setinn bulan cV'dam tahun anggaran yang 
rti belanja peawai, beanja barang dan jasa 
Program dan Kegiatan terkait Vlsi dan Misi Kepala 
elayanan pemerintah 
-egiatan terkn' dengan' H  dan Misi yang diarahkan 
ngram priorito- pemba '' nan yang telah ditetapkan 
Program dan Kegiata diluar Vlsi dan Misi Kepala 

urnyanan pe'nrintah 

6. BAB V 

NO KALAMAN 

1 PadabaL 
berdasarn 
gunanya u. 
anggaran. 

7. BAB VI 

NO HALAMAN 

Untuk da' 
Penetapar 

Penyelen 
yang terfl 
seluruhn'; 
Capaian (fr 

2024 se' 

8. Form Lainnya 

"4N/SAR''"TANG ThAN 

'tan rekapitrh pagu rr j-masing opd yang dibagi 
-carena ada 0 'Ii menga •pu untuk beberapa Urusan) 

1 sejauh ma urusan tursebut di intervensi dengan 

KANISARI: j/TANGCAPAN 

{icatn' 1 targe - p tertuang pada Tabel 8.2 
iica L h Tc np Capaian Kinerja 

7ernorintaLt aerah ma kurun waktu 5 tahun 

5 \P'I Rn' Kabup -/Kota telah terakomodir 
7 :., i ndikat' 'inerja Daerah Terhadap 

--'n Urus Pemerir : ian Kabupaten/KotaTahun 
nnya' '-- F3ab II RKPD Tahun 2024 



IV' AN!\r.?TANGG 

 

      

ic pers. .tr riya dan t' olanja APBD 

Penca: i SPM Bi PendidikanTA2O24ada 
"i ada Fokasi an arannya, sub kegiatan 

n' a a".' rikan, k Iayanan SPM lainnya 

NO HALAMAN 

3 Form Iainnya Belanja 

4 Alokasi An 
sub keq 
menggar 
mohon lic: 

11. Lainnya 

NO HALAMAN 

Menincakl: 
Strategs 
Menindaki 
Kabupaten 
kesepakatz 
Pence'iaha 
LGBTn'apt 
Pelayr nan 
Pelayanan 
Perme"da 

2 Dalarn pen 
Menta'iai 
yang ded 
Iebihb kb 
untuk or 
dalam on 

I. Pc 
2. Per 
3. Pe' 

Mohon tis 
3 Angga' 'n 

Nomor 
Muda n 
dilakukan c 
Daerah. 

4 Untuk 
su mat 
kami bt 'i 
kewenai 

5 Kfta t: jr 

berha 
merup 
bisa 
diwilay 
yang ai d 
kerjasD fl 

6 Penur' 2' 

kegia n 
PerhLr uig 
Orgar F 
pengo! 
diIapc n 
dalarn 

  

'AIIC'JflANGC .N 

  

  

os 1 or 43 tab 22 tentang Koordinasi 
jgaraan janan Kepemudaan, 
omerintah vinsi dengan Pemerintah 

aN! ag lalu, d inkan untuk menjadikan 
flKPD paten Mentawai yakni 

obc'an HP )S dan Pemberantasan 
n Ia' aerinta da °ncapaian target Indeks 

sntunya ni Penyusunan RAD 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor : 005/ 443 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Wall Kota Solok 
Tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kota Solok Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth 
Wali Kota Solok 

di 
Solok 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Wall Kota Solok Nomor 000.7.2.4/227/Bappeda-2023 tanggal 15 
Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Solok Tahun 2024, 
bersama mi disampaikan hat-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wail Kota Solok tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Solok Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kota /Kota Tahun 2024 beserta 
pejabat dilingkup Pemerintah Kota Solok. 

2. Pemerintah Kota Solok segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 
2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hash fasilitasi sebagaimana tercantum 
datam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
BupatifWati Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupatifwali Kota tentang RKPD Kota /Kota Tahun 
2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) minggu 
setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu 
pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kota /Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalul 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) harm kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasfl fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oteh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan BupatilWali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUERNJR SUMATERA BARAT 
/7 

MAI-IYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pernbangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 443 NJ/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampalan Hash Fasiutasi Rancangan Peraturan WaD Kota Solok Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 

KOTA 5010K 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 
diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

I—S 

2.  

Dst... 

2023 
Bupati I Wall Kota  

(Nama Bupati / Wall Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantunikan dengan angka; 

2. Kolorn ml memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi dllsi dengan tanda cek (V) "YA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom ml dflsi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditmndakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom ml memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasH masukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/ 443 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 22 Juni 2023 
PERIHAL Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wall Kota Solok Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA SOLOK TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA SOLOK TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 17 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Wali Kota Solok kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Solok Nomor 000.7.2.4/227/Bappeda-
2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Solok 
Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemenintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hash Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembarigunan RKPD. 

Berita Acara (BA) basil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Solok, Lanipiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi 
Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertal indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Solok 
Tahun 2024. 

4. HaslI pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesual dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kota /Kota yang diatur dalam Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Fonmulir E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesualkan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalul pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rHI keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 

c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 



d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud ada!ah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani o!eh 
lnspektur oleh Inspektorat Kota Solok menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wall Kota Solok tentang RKPD Kota Solok Tahun 
2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Wall Kota Solok sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

1 Pasal 1 angka 4, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

2 Pasal 1 angka 6, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

3 Pasal 2, rumusan diubah menjadi: 
RKPD Tahun 2024 digunakan sebagai: 
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah; dan pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

4 Pasal 3, singkatan "APBD" agar dipanjangkan, karena tidak dicantumkan dalam 
Pasall. 

5 Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan 
nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, 
tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi Iainnya, nominal atau besaran 
rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, 
kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel. 

6 Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraph 
dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, 
batas margin bawab pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin 
pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke 
huruf akhir 2,5 cm, sesual dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 
13 Tahun 2022. 

2. BAR I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Bab I hal 1-4 Dasar hukum penyusunan: 
a. angka 4, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemenintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

b. angka 6, rumusan diubah menjadi: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 

angka 9, frasa "Republik Indonesia" dihapus. 



3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

11-40 Tabel 
mungkin 

No 

2.33 Persentase Penegakan Perda 
diperhatikan satuannya dengan urainnya 

label 2.33 
Persentase Penegakan Perda dan Perkada Tahun 

Uralan 

dan Perkada Tahun 

2020-2022 

2020-2022, 

2020 2022 
I nodal, I'erda dan Perkadayang me,nuatsanksi 7 7 7 
2 Junilab Perda dan Perkadaynrig n,einua1sank.sj yang 

dltcgakkan 
7 7 7 

3 Persentase Pi-rda tian Perkada yang ditegakkan 10031, 100% 100% 
4 lumlali SUE' dalarn penegakan Perda dan I'erkada r1a 

periyelenggaraaii Tibumtraninasyang ditetapkan 
I I I 

Junilals pelauggaran Perda dan Perkada 37 96 110 
6 Jumlala penyelesaian peIanaran Panda dan Perkada 37 96 110 
7 Porsentasepeocgakan Perdadan Pericada 100% 100% 100% 
Siambe, Ran/a 2024 fldnassanuan POIIP naw Pro/a kacasolok 

2 11-43 

No 

Tabel 2.37 

Capalaro Pelayanan DasarSub-Unasan Bencana 

JenlsPelayaaanDasar/Indlkstbyanan 

Kota Solok 2020-2022 

2020 2022 
1 Pelayanan Infornast rawalo bencana 

i,,dikaroc.,,,n,lob wurgn itamnng nien,pen,k'h 
Iona,,  in[nnnusi retnin bencano 

10% 000% 100% 

2 Peiaya,i.,., pericoga 'an dan kesiapstagaan tertoadap 
benoana 
badikowr:Jumluh warga :'cgam,eunp mernperok'I, 
!Qyunon pnrguhan dan kesiapsiogaan terhadop 
b.ncana 

66.67% 66,67% 100% 

3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 
tndikacar:j,,:ntoi, wacQa neqomyanp 'iiemperate/j 
Iaynnan nveta,aaoran than evcakvasi korhon hen raffia 

100% I 00% '00% 

mungkin 

' tkidan i'tn,nqautaflqaa !ne,,ra,,a bunch Knit, 5o'e* 

diperhatikan satuannya dengan indikatornya 

3 11-49 

ND 

lndikator Penyelenggaraan urusan 

IndIkator 

label 

lJrusan 

2.43 

Ketenagakerjaan Tahun 2020-2022 

2020 2022 
Beran pencart keria yang te,'da(thr 
yang dltenipatkan 

% 
64,94 56,62 47,02 

t3eran tenaga kerja yang 
inendapatkan pelatlhan berbasis 
kompetensi 

% 
- - 33,41 

3 
Persentase keglatan yang 
dilaksanakan yang mengacu ke 
rencana tenaga kerja 

96 
54,55 100 100 

Persentase Tenaga l(erja 
llersertiflkat Kompetensi 

°'' 
0,04 4,04 25,78 

l'nigkat I'roduktivftasTe,iaga Kerja per 
pekerja 

, 85819.459,40 8.976.578.913.53 

6 
Persentase Perusahaan yang 
menerapkan tata kelola keria yang 

75.33 2,92 4,06 

Poin 
Poin 
tinggi 

nomor 5 pada tahun 2021 mungkin ada kesalahan, mohon bisa diperbaiki 
nomor 6 adanya angka yang menajdi pertanyaan kenapa terjadi gap yang 
dan tahun 2020 ke 2021 mohon dijelaskan 

4 11-51 Tabel 2.44 
Pengangguran Terbuka di Kota Solok Menurut Pendidikan 

Tahun 2020-2022 

Pendidokan Tabun 
2020 2021 2022 

ISO 369 3.100 71 

SMP 246 5.413 189 

Sekoiah Menengab Atas (SMA)/Sekoiah 
Menegah Kejuruan (SMK) 

1.757 7.462 554 

Diplolna !/I!/llI/Akadenii 147 739 57 

Dipiorna IV / Universitas 443 1.451 630 

Jumlali 2.962 18.165 1.501 
Soother: Barton Pusat Statistik I(ow So/ok, 2023 

Apakah bisa di split data untuk sekoiah menengah atas berdasarkan SMA dan 
SMK?, ni perlu dilakukan tamatan apa yang menjadi pengganggur sehingga 
jelas intervensi yang akan dilakukan berdasarkan pendidikannya. 



4. BAB III 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Disarankan agar penyusunan RKPD dan Renja-SKPD dibantu dengan 
Penyusunan Pra RKA atau dalam SIPD diistilahkan dengan penyusunan 
RKPD/Renja dengan rincian 

5 Hal 111-19 Tabel 3.9 Realisasi Belanja Tahun 2020 s.d 2022 dan Target Belanja Tahun 
2023 s.d 2024 
Pada Tabel 3.9, terlihat besaran Belanja Pegawai tahun 2023 direnoanakan 
sebesar Rp281.134.051.637,00atau sekitar 40,46% dan Total rencana belanja 
sebesar Rp694.812.152.916,00. Sedangkan untuk proyeksi TA 2024 terlihat 
besaran Belanja Pegawai diasumsikan sama dengan TA 2023 sebesar 
Rp264.236.690.797,00 atau sekitar 57,01% dan proyeksi Belanja Daerah 
sebesar Rp463.485.474.087,00. Untuk itu diminta agar Pemerintah Kota Solok 
untuk mengupayakan menekan porsi belanja pegawai hingga maksimal 30% dan 
total belanja sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. 

6 Agar Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan: 
> Harus mengalokasikan belanja yang memadai untuk pemenuhan target 

standar pelayanan minimum (3PM). sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuhan 3PM dapat dilihat pada basil pemetaan Kemendagri 
sebagaimana tersaji pada Lampinan Permendagni 59/2021 tentang 
Penerapapan Standar 3PM. 

> Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan 20%. 
> Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan Fungsi 

Kesehatan 10% 
> Mengupayakan secara terstruktur untuk menekan Belanja Pegawai 

sehingga dialokasikan maksimal 30% dan alokasi Belanja Daerah. 
) Belanja Modal untuk infrastruktur pelayanan publik minimal dialokasikan 

sebesar 40% dan alokasi belanja daerah. 
> Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan 

pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomon 6 Tahun 2014 tentang 
Alokasi Dana Desa untuk Pemenintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dali 
Dana Penimbangan setelah dikurangi DAK. 

> Pemerintah Kota Solok agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi 
anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum 
menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan 
bantuan keuangan. 

Pada Rancangan Akhir RKPD mi belum terlihat arah kebijakan belanja yang 
mempnionitaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan 
pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal mi agar menjadi perhatian dan 
ditambahkan dalam narasi dalam Bab Ill dan bab V Rancangan Akhir RKPD Kota 
Solok Tahun 2024. 

7 Hal Ill-li dan 
Hal V-543 

Tendapat ketidakkonsistenan antara Bab Ill dengan Bab V yang terlihat dad nilai 
rencana total belanja tahun 2024 pada Tabel 3.5 (Hal 111.11) sebesar 
Rp463.485.474.08700, sementara total plafon belanja SKPD pada label dalam 
bab V (hal V. 543) berjumlah sebesar Rp456.939.054.920,00. Untuk itu tim 
penulis harus menjaga kesesuaian dan konsistensi antar Bab dalam RKPD dan 
memperbaiki keitidaksesuaian mi. 
Selanjutnya sistematika penulisan judul pada Bab V Rencana Kerja Pemenintah 
Daerah untuk disempurnakan menjadi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
sesual ketentuan dalam Lampiran Penaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017. 

8 Secara 
keseluruhan 

Kembali diingatkan agar Pemerintah Kota Solok untuk terus berkomitmen 
menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan 
penganggaran yaitu RKPD, KUNPPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah 
alokasi belanja dalam RKPD dengan KUN PPAS senta APBD terus diupayakan 
tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. 

9 Makro Ekonomi Daerah 

1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah 
menetapkan bebenapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD 
Tabun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indilcator. Pencapaian 12 indikator 
makno ni tentu merupakan akumulasi dan pencapaian dan 19 
kabupaten/kota yang ada di Sumatena Banat. Adapun target kontnibusi 
yang diharapkan dan Kota Solok untuk Tahun 2024 adalah sebagai 
benikut: 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

dan 

Indikator Makro Realisasi 
2022 

Outlook 
2023 

Target 
2024 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,60 4,59 5,00 
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta) 40,50 41,69 42,98 
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta) 63,19 68,93 73,63 
TingkatPengangguran Terbuka 
(TPT)(/o) 3,90 3,86 3,84 

Indeks Pembangunan Manusia (1PM) 79,23 79,49 79,95 
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun) 74,06 74,23 74,41 
Harapan Lama Sekolah (HLS) 
(Tahun) 14,34 14,42 14,49 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 
(Tahun) 11,35 11,44 11,42 

Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu) 11.153 11.313 11.479 
Tingkat Kemiskinan (%) 3,02 2,77 2,69 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribujiwa) 2,28 2,13 2,11 
Gini Ratio 0,288 0,287 0,286 

2. Dokumen RKPD Kota Solok Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu 
kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 
Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar 
angka prediksi tersebut penlu dijelaskan secara komprehensif dalam 
dokumen RKPD Tahun 2024. 

5. BAB IV 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKANISARAN/TANGGAp 

PENDANPAN 5PM TAHUN 2024 pada BAB V untuk kesehatan seharusnya 
disamakan dengan yang ada di form yang telah dibenikan 

2 Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 

1. Hasil evaluasi RAPBD Kota Solok Tahun 2023 menunjukkan adanya 
deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 
9,61%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD hanya 
sebesar Rp. 626.764.625.475, sedangkan dalam RKPD total anggaran 
sebesar Rp. 687.012.184,960. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi 
Rp. 694.812.152.916, sehingga deviasinya dan RPJMD menjadi 10,86%. 

2. Catatan evaluasi mi seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan 
RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kota Solok Tahun 2024 total 
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 456.939.054.920 sedikit berbeda 
dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPJMD 
sebesar Rp. 626.949.575.473. Jika dihhat deviasinya mencapai angka 
27,11%. Terdapat penurunan kinerja deviasi penganggaran 
RPJMD/RPD dan RKPD dan tahun 2023 ke Tahun 2024 ni. Diharapkan 
nilai deviasi anggaran mi tidak melebihi angka 15%. 

3 Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung 5PM 

1. Hasil evaluasi RAPBD Kota Solok Tahun 2023 menunjukkan proporsi 
penganggaran untuk 5PM Tahun 2023 berkisar 3,76% dan total RAPBD 
Tahun 2023. Angka mi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-
rata kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. 

2. Pemenuhan kebutuhan untuk 5PM diharapkan harus ditunjang dengan 
penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif 
tidakjauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%. 

3. Alokasi anggaran untuk pemenuhan 5PM Bidang Kebencanaan pada 
tahun 2023 hanya mencapai angka 29,17%, jauh di atas rata-rata 
provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan 
pendukung 5PM Bidang Kebencanaan dipertahankan setidaknya 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

mencapai angka 15% dan alokasi anggaran OPD yang menangani 
urusan Kebencanaan. 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASLJKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Form Khusus Alokasi Anggaran Mendukung Pencapaian SPM semua Bidang TA 2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan ml 
seharusnya akan menjadi indikator Iayanan dalam SPM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon mi bisa menjadi perhatian 
kita 

2 Form 2 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemenmntah Daerah 
Tahun 2024 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024 kota Solok, dan table banyak 
yang tidak singknon, mungkin bisa dipersentasekan berapa 
ketidaksingkronannnya agar diperhatikan rumus untuk bertambah dan 
berkurangnya. 

3 Form 3 Form 3 Daftar Indikator Kmnerja Penyelenggaraan Pemenmntah Daerah RKPD 
2024 ada kolom yang masih belum benisi 

4 Anggaran untuk paskibraka juga harus dimasukan sesuai dengan Perpres 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi 
Muda melalui Program Pasi.than Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka 
dilakukan oleh Dinas Kepemudaan di daerah dan beralih ke Badan Kesbangpol 
Daerah. 

5 Untuk urusan pendidikan dalam mendukung program unggulan provinsi 
sumatera barat dalam bidang penanganan sanitasi sekolah yang balk, tentunya 
kami berharap kota Solok bisa mendukung program ml sesual dengan 
kewenangannya untuk pendidikan dasar dan menengah pertama 

6 Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami 
berharap ada koloborasi antara pemermntah daerah, SMA dan SMK yang 
merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten 
bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada 
diwilayahnya, masih banyak yang yang harus dipenuhi untuk meningkatkan 
kualitas sekolah kita, kami berharap bantuan keuangan khusus yang telah 
diinisiasi oleh beberapa kabupaten/kota bisa menjadi perhatian bagi kota solok 

7 Penurunan Emisi GRK memang belum ada data nya kabupaten I kota namun 
kegiatan nya sudah ada, pada beberapa OPD antara lain, Pertanian,LH, 
Perhubungan, peternakan, PU (CK). Kegiatan itu berupa: Penggunaan Pupuk 
Organik, Pengelolaan UPO, Uji emisi pada kendaraan, operasi langit biru, 
pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ml yang nanti 
dilaporkan ke Provinsi melalui OPD terkait, yang nantmnya akan di masukan 
dalam mitigasi yang dilakukan daerah. 

08. Lamnnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAPI 

Arah Kebijakan Bidang lnfrastruktur/Catatan PraMusrenbang Provmnsi 

1. Pemermntah Kota Solok harus mengoptimalisasikan penanganan sampah 
di sumber dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di 
TPST sebelum diolah dan diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran 
penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesual dengan proyeksi 
timbuan sampah tahunan. 

2. Dan beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita 
acana Pra Musrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum 
dipenuhi yaltu: 



NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

Usulan Kegiatan 
Kesepakatan 

Anggaran pada Pra 
Musrenbang Prov 

Alokasi 

2024 
Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni 

260.000.000 110.250.000 

Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap 
Tumbuh dan 
Berkembangnya 
Permukiman Kumuh di Luar 
Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuiuh) Ha 

260.000.000 1.000.000 

Untuk itu agar Pemerintah Kota Solok meningkatkan alokasi anggaran 
dalam RKPD Kota Solok Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Berita 
Acara Pramusrenbangprov tahun 2024. 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 22 Juni 2023 

Nomor : 005/ 444 /Vl/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran : 2 (dua) berkas Wali Kota Padang Panjang 
Perihal Penyampalan Hash Fasilitash 

Rancangan Peraturan Wali Kota di 

Padang Panjang Tentang Rencana Padang Panjang 
Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang 
Panjang Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Wall Kota Padang Panjang Nomor B/000.7.2/176/BAPPEDA-
PPNI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kota 
Padang Panjang Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka 
di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Padang 
Panjang. 

2. Pemerintah Kota Padang Panjang segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Padang Panjang Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hash fasilitasi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan BupatilWali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

SUMATERA BARAT 

MAI-I VELDt 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pernbangunan Daerah 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 005/ 444 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 22 Juni 2023 
PERIHAL Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Tentang 

Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KOTA PADANG PANJANG 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Wall Kota  

(Nama Bupati / Wall Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi rnemuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolon, mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika rriasukan hasil fasihitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi dlisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom ml memuat halaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi rnemuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 005/ NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : Juni 2023 
PERIHAL Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA PADANG PANJANG TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wall Kota Padang Panjang tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 
19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Wali Kota Padang Panjang kepada Gubernur melalui Kepala 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wall Kota Padang Panjang Nomor 
B/000.7.2/176/BAPPEDA-PFTVI/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan 
Perkada tentang RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 66 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

BeritaAcara(BA)hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 20 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Padang Panjang. Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD 
menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Padang 
Panjang Tahun 2024. 

4. Hash pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesual dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E .35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesualkan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemenintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan HasH Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
Inspektur oleh inspektorat Kota Padang Panjang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Padang Panjang tentang RKPD Kota 
Padang Panjang Tahun 2023. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Padang Panjang sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melaiui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan 
penganggaran. 

8. Daftar sian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar sian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

H. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO .HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan 
angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 
2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

2 Pasal 1 angka 5 Istilah/pengertian/definsi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 
disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 
2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

3 Pasal 2 Penulisan "RKPD tahun 2024" diubah menjadi "RKPD Tahun 2024". 

4 Pasal 6 ayat (2) Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

5 Bab I, 1.2. 
Dasar Hukum 
Penyusunan 

Huruf d, disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6 Bab I, 1.2. 
Dasar Hukum 
Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum 
penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. 

2. BAB I 



3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Il-SO Persentase rumah tinggal berakses sanitasi Iayak tahun 2022 niencapai 8905%. 
Mohon angka capaian mi dipastikan kembali karena berbeda dengan data 
capaian SSK(86,18)danjuga BPS (77,42%). 

11-51 Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang ada kesalahan penulisan tahun 
perda RIRWI  tertulis Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang 
Panjang Tahun 2012-2022, seharusnya tahun 2012-2032. 

11-237 Layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air 
bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,86 persen tahun 2021. Data 
tahun 2022 sudah tersedia, tapi masih mengacu pada data tahun 2021, 
disarankan menggunakan data tahun 2022. 
Data BPS tahun 2021 capaian air minum Iayak 98,45% dan tahun 2022 capalan 
air minum iayak 98,09%. 
Data pada tabel 2.37 Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang 
Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian air minum tahun 2021 sebesar 8489 
dan capaian tahun 2022 sebesar 85,98 %. 
Ada perbedaan data antara tabel 2.37 dengan narasi halaman 1-237, dan juga 
dengan angka BPS. 
Mohon di pastikan kembali konsistensi data dan acuan data yang digunakan 

11-133 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Persentase Cakupan Pelayanan 
Air Limbah capaiannya 288,59%, mohon di periksa kembali apakah ada 
kesalahan dalam penulisan 

Salah satu permasalahan yang diangkat pada BAB II di urusan ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu belum optimalnya 
pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, 
baik aparatur maupun masyarakat 
Namun permasalahan mi tidak didukung dengan anggaran yang proposional di 
tahun 2024, disarankan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk 
mengatasi permasalahan. 
Selamn itu kegitanan Edukasi (KIE) Rawan Bencana KabupateniKota (Per Jenis 
Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar 
menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 
2023 yang ditindakianjuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota perihal 
penguatan kegiatan edukasi bencana 

4. BAB III 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Ill-i Judul Bab 
Agarjudul Bab III yang tertulis: 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, disempurnakan 
menjadi: 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

111-12 s/d 111-21 Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi Iingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

Ill-IC Tabel 3.3 
Agar pemerintah Kota Padang Panjang hati-hati dan Iebih cermat dalam 
memproyeksi target PAD tahun 2024, terutama pendapatan yang berasal dan 
Pendapatan Bunga/Pendapatan Giro karena kemungkinan potensi untuk 



NO HALAMAN MASUKANISARANJTANGGAPAN 

pendapatan bunga/giro tersebut tahun 2024 akan sanhgat terbatas akibat pola 
penyaluaran transfer ke daerah. Idle money di tahun 2023 dan 2024 relatif kecil 
bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

111-20 Tabel 3.4 
V Porsi belanja pegawai sebesar 53,52% dimana nilai mi relatif masih jauh dan 

yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana porsi 
belanja pegawai agar diturunkan secara bertahap menjadi setinggi-tinginya 
30% dan belanja. 

V Porsi belanja modal turun drastis di tahun 2024 bila dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Karena itu perlu diberikan penjelasan yang memadai 
terkait ha! mi serta agar dipertimbangkan untuk meningkatkan porsi belanja 
modal terutama untuk pemenuhan mnfrastruktur publik. 

Terdapat ketidakkonsistenan antara jumlah total belanja yang tertuang pada 
Tabel 3.4 sebesar Rp512.931.375.000,00 dengan Total Pagu SKPD tahun 2024 
sebesar Rp529.91 3.375.000,00. 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Penomoran label pada Bab IV ada yang berulang 

IV.4 Sasaran Meningkatnya pendapatan petani hutan tersajikan 2 kali (Tabel 4.1). 

IV.29 aid IV.66 1. Ditemukan perbedaan jumlah program yang disajikan pada table 4.7 dengan 
table 4.8. 

2. Ditemukan perbedaan indicator yang disajikan pada table 4.2 dengan table 
4.8 misalnya: 
> Rasio capaian prestasi keolahragaan 
> LPE Sektor penyediaan makan dan minum 

3. Ditemukan perbedaan target pada beberapa indicator seperti: 
> Angka PPKS 
> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 

Terkait dengan perbedaan informasi yang disajikan pada table 4.2, 4.7 dan 4.8, 
dirninta kepada PemKota Padang Panjang untuk men gecek dan memperbaiki 
perbedaan yang disajikan pada table tersebut. 

Penlu dicek kembali pengelompokkan sasaran "menurunnya masalah 
kesejahteraan social" pada Pnionitas Daerah 5 yaitu Meningkatkan kualitas 
infrastuktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANQGAPAN 

Pada table bab 5, beberapa indicator kegiatan ditemukan masih dirumuskan 
dalam kondisi yang ingin dicapai bukan dalam rumusan alat ukur misalnya pada 
kegiatan kepegawaian Perangkat Daerah dan kegiatan administrasi umum 
Perangkat Daerah dengan indicator (terlaksananya..., terpeliharanya...). Untuk 
indicator tersebut disarankan untuk diperbaiki. 

Perlu diperhatikan dan perbaiki kembali keterkaitan antara satuan target dengan 
indicator yang disajikan. Hal mi dikarenakan masih ditemukan perbedaan satuan 
target dan indicator 

Misalnya: lndikatornya persentase  tetapi targetnya 3 jenis 



7. BAB VI 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Pada table 6.3 Perlu diperhatikan dan perbaiki kenibali keterkaitan antara satuan 
arget dengan indicator yang disaikan. Hal ni dikarenakan masih ditemukan 

perbedaan satuan target dan indicator, Misalnya: 
Indikator Satuan Target 

Luas Kawasan Kumuh % 
Jumlah perumahan 
Jumiah warna Neqara % 
Tingkat waktu Respon Rate 
Jumlah % 
AngkaPPKS % 
Jumlah atlit berprestasi 2 prestasi 

Cek kembali indicator terkait urusan koperasi karena indicator yang disajikan 
masih dirumuskan dalam kondisi yang ingin dicapal 

8. Form Lainnya 

9. Lainnya 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 22 Juni 2023 

Nomor : 005/ 439 NI/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran : 2 (dua) berkas Bupati Dharmasraya 
Perihal Penyampaian Hash Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati di 

Dharmasraya Tentang Rencana Kerja Pulau Punjung 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Dharmasraya Nomor 000.7.2 /195/Bappeda-2023 tanggal 
16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2024, bersama ni disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Dharmasraya tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten 
Dharmasraya. 

2. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil 
fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan BupatilWali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling ama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Wali Kota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut 
ke aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

/ 

- 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalarn Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NO MO R 
TANGGAL 
RE RI HAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 439 IVI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN DHARMASRAYA 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TIN DAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
YA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Norrior 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Bupati Kabupaten  

(Nama Bupati / Bupati Kabupaten) 

Keterangan: 

1. Kohom ml memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi rriasukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasihitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolorn mi diisi dengan tanda cek (il) "TIDAK", jika masukan hasil fasihitasi TIDAK ditmndakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Koloni mi memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolorri mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hash masukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/ 439 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 22 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024 

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasihtasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 18 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Dharmasraya kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Dharmasraya Nomor 000.7.2 
/195/Bappeda-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir 
RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 10 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Dharmasraya Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan 
RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemenintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh lnspektorat Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Dharmasraya tentang RKPD Kabupaten 
Dharmasraya Tahun 2024. 

7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Dharmasraya sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar sian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

1 Ranperbup Dasar hukum "Mengingat": 
a. angka 3, rumusan diubah menjadi: ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

angka 6, ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Daerah", sesuai dengan 
angka49 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011. 

2 Pasal 1 angka 6, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPO Tahun 2024 adalah dokumen 
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

3 Pasal 2, kata "Rancangan" ditulis dengan awalan huruf kecil. 

4 Pasal 3, kata "Rancangan" pada kata "Rancangan PPAS", ditulis dengan huruf 
kecil. 

5 Pengundangan Setelah "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA", ditambahkan 
tanda baca koma, sesuai dengan angka 169 Lampiran II Undang-Undang Nomor 
12Tahun 2011. 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

BAB I, hall-i Nama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diubah menjadi "Pemerintahan 
Daerah' 

2 BAB I, hal 1-3 Dasar hukum penyusunan: 

1. angka 1, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485). 

2. angka 3, dihapus karena sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022. 



NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

3. angka 4, diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan. Serta pencantuman disesuaikan dengan hierarki 
dan kronologis penyusunan peraturan perundang-undangan. 

4. angka 11, rumusan diubah menjadi: ... sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. 

3 Sesuai dengan angka 27Cc Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan 
nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, 
tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran 
rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, 
kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel. 

4 BAB I hal 1.3 Terkait Hubungan Antar Dokumen, Dalam penyusunan RKPD Kab. 
Dharmasraya Tahun 2024 telah berpedoman pada Dokumen Perencanaan 
Pembangunan lainnya yaitu Dokumen RTRW, Dokumen RPD Kab. 
Dharmasraya, Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Dokumen RPJP dan 
RPJM Nasional, narasinya masih kurang disarankan untuk diuraikan dan 
dijelaskan, ditambahkan narasinya keterkaitan hubungannya RKPD dengan 
dokumen tersebut. 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN!TANGGAPAN 

BAB II - a Taboi E,TOI! t text ofspecifiecl s in d(ripnent.13 JunO.?, dan Pe,tumbuhan Penduduk Oh. rn,asraya 
Tahun 2018-2022 

sungaiRumbal 20.022 I 20.487 21.650 22.591 22.720 

2 24.254 L- 24,404 
,
Ka(oB00ar 26.373 27,387 27.457 

3 Asam Jujuhan 7.092 9.285 7.787 8.295 8.493 

4 

5 

6 

Koto 6&u . 28.637 . 29.331 

Kc1oSak 16.669 16.747 

Tiumai 10.597 11.217 

30.269 32.208 32.729 

- - 17.217 17.729 F 17.771 

12.813 13.993 13.295 

7 

8 

Padang Laweh 8.124 8.207 6.003 

Sibung 26.038 26.511 27.107 

6.335 

28.139 

6.472 

28.523 

9 Timpeh 14.532 15.359 16.293 17.252 17.457 

10 Pulau Punjung 39.509J 39.167 41.953 43.993 44,559 

II Sanbilan Kolo 12.807 13.577 8.737 9.143 9.325 

.Jumlah 208.581 214.202 216.202 226.265 228.801 

Peotumbuhan 1 1,16 2,69 0,89 4,65 1,12 

Mohon 

Sorb.,: nan Kepen&thjkan den Calsan SiI, Tfl.jn 2023 

delaskan/dinarasikan pertumbuhan penduduk kabupaten dharmasraya. 

2 BAB II - Tab.! Eao'1 No lent of spedfi&i st4e in curnent.I7 Pe,kembang.n NI!,? dan kontrlbna!PORBAONB 
Kabupa8on 08,m.xmya 9.8w, 20212022 

I 
-.

L.PwpnU.aM ' t 
LJWPo)Q3 

-4 &AK , 1 -t*tl .. *-Z21' fl2Cr*r' "z2I7 -20fl 
A Pnnen KS,ular.anda,Pe,*,r,an 95756444 3254812.97 *ThO*aM* 
B Pe,ntema, den Pwu3aian 606.873,43 794.206,48 6,20 6.49 

8,dioth Peoan 578.755,37 642.008,64 536 525 
Psadae Lstzikden6M 2363.55 241111 002 0.02 
Pen9sdea, k. Prgdax Sw'pak 
Untah den Dat' Uwq 

1.351,37 1 309.11 0,01 0,01 

F Kce,unnjsx 7591.651,46 1789501,38 14.90 14,63 
PecSgann Benarda' Ecgarx ReaS 
MoS den S,edn Mob 

7.500.824,47 7042.088,72 14,51 15.0€ 

H Trere1eni den Penada,oan 656 819,19 745 516,91 6,11 6.99 
I Pen5.d,a, *nas dan MSxan Mntann 103.850,46 24 327,77 

110021190 den KenIrlikea 740.759,73 045.952,39 6,89 6,92 
K lana Kaoe,n dan AenIand 254 98650 28285593 2,37 2,31 

P.S EelS 245.527,50 266.857,83 2,28 2.08 
1484 lana Penoahea' 2.11324 2 315,93 002 0,92 
0 Adninólieni Penie,i,tai, Pei1aMna, dan 

Jaridnan soael Waib 
740.943,31 908.32365 6.89 7.42 

P Mae penixldiken 340.047,45 385.68159 3,21 3,85 
0 lens Kuthabn dan Keglolan SodS 219.60177 239.53811 2,04 1,96 
9. 5, 1. U lana tabnon 88.696,30 904.773,97 0,82 0,86 

Kontribusi 
dipicu 
dilakukan 
memberikan 

Samba, OPS Kthjpdan Onanasnayc. I.hjn 2023 

untuk penyedian akmodasi 
karena posisi dharmasraya 

kegiatan-kegiatan 
dampak yanq besar 

pada 
yang bisa 

dan 

baqi dharmasraya 

makan 
daerah 
menjadikan 

minum, 
persinggahan, 

lapangan 

seharusnya lebih bisa 
untuk itu perlu 
usaha ni bisa 



NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

3 BABII-q 
0,395 

0,375 

0,355 

0,335 

0.3 15 

2010 1018 10113 2011 2022 

0,384 0,700 0,385 0,031 0,381 

-..- S,,maie,a laror COOS 0.307 2,301 0.300 0,171 

0.230 0.118 0,200 0.263 0.101 

Swnber BPS Kobpat Lrrranya Ia'u' 2023 

Narasi penjelasan dan Indeks Gini Ratio dibuat, agar tahu kenapa angka nya 
naik pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 

4 BAB II - p Ketimpangan pendapatan (Gini Rasio) agar dinarasikan untuk pelaksanaan 
di Dharmasraya 

5 BAB II - r Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) agar dinarasikan /jelaskan bagaimana 
prakteknya di Kabupaten Dharmasaraya. 

6 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar dinarasikan 
/jelaskan bagaimana prakteknya di Kabupaten Dharmasaraya. 

7 BAB II - uu Urusan Pemenintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Penlindungan 
Anak, belum menjelaskan terkait dengan kekerasan pada anak, banyak kejadian-
kejadian kekerasan terhadap anak balk fisik dan seksual, walaupun sedikit 
dibahas pads bagian Raslo Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pads 
halaman BAB II - vv 

8 ll.-r Fokus pencapaian RPJMD agar digabungkan saja ke dalam Aspek Pelayanan 
Umum sesual dengan Bidang Urusannya agar penulisan mengikuti Sistematika 
penulisan pada Permendagri No. 86 lahun 2017, yang terdini dan Aspek 
Pelayanan Umum, sesuai dengan bidang urusan yang terkait, terdiri dan Aspek 
Geografi dan Demografi, yang terdini dan Karakteristik lokasi dan wilayah, 
Potensi Pengembangan Wilayah, 'tJilayah rawan Bencana, dan Demografi, 
Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dali Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahnaga, Aspek 
Pelayanan umum yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan Penunjang, 
Aspek daya Saing Daerah yang terdini Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur, IkIim Beninvestasi, Sumber 
Days Manusia 

9 Data series pada Bab II ubtuk dapat diseragamkan tahunnya dan tahun 2018 — 
2011, dengan beberapa catatan sebagal berikut: 

10 ll-t Tabel 2.2 series data masih dan tahun 2019 — 2022, agar ditambahkan data 
tahun 2018 tentang Indeks Kepuasan Masyanakat 

11 Il-w Tabel 22 masib terdapat data yang kosong, agar dilengkapi data jumlah 
penduduk usia 3 — 6 tahun 

12 11.11 

ll-nn 

Tabel 11.46 dan 47, data yang disikan baru data cakupan permukiman Iayak huni 
dan cakupan ketersediaan rumah layak huni, sementara data dasarnya belum 
tenisi, agar data dasar dapat dilengkapi. Data mi dapat dicani dengan mengalikan 
persentase nya dengan luas wilayanh permukiman yang datanya sudah tersedia 
dan sama dengan data pada tahun 2021, demikian juga dengan data jumlah 
rumah layak huni di suatu wilayah kenja pada kurun waktu tertentu. 
Sama dengan di atas data ni jugs bisa diisi 

13 ll-z label 29 untuk data Rumah Tangga PHBS, secara persentase memang tenjadi 
peningkatan, namun secara nominal tenjadi gap yang cukup dan data tahun 2021 
dengan data tahun 2022, agar dapat dijelaskan tentang hal tersebut 

14 ll-y Tabel 27 disampaikan pada narasi bahwa terjadi fluktuasi tajam pada tahun 202, 
belum dijelaskan kenapa hal mi terjadi, agar data yang disampaikan dapat 
digunakan untuk kebijakan penganggaran yang akan datang. 

15 II.z Sama halnya dengan hal ll-y, pada tabel 29 dan narasi terlihat bahwa tenaga 
professional tenjadi penununan, agar dibeni keterangan dan analisa nya, agar data 
benmanfaat untuk kebijakan penganggaran ke depan 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

16 Icc label 34 untuk persentase Rumah Tangga PHBS dilihat dan persentase sudah 
menirigkat, dilihat dan jumlah rumah tangganya terjadi gap yang cukup tinggi, 
sehingga perlu dijelaskan kenapa terjadi penurunan rumah tangga dan 54159 
menjadi 47.088 rumah tangga 

17 lI-zz Dan data indeks kualitas Air, tenlihat bahwa terjadi penurunan indeks kualitas 
air, agar menjadi perhatian pemenintah Kabupaten Dharmasraya, dan apa upaya 
yang telah dilakukan, dan apa sudah ada program kegiatan yang mendukun 
kegiatan dimaksud 

18 ll-ccc Cakupan ketaatan usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan limbah satuannya dan 
data nya untuk dicross cek kembali, datanya karena gap datanya cukup tinggi 

19 ll-ppp selanjutnya untuk ditambahkan narasi pada tabel, agar data yang disampaikan 
dapat dimanfaakan sebagai data untuk pengambilan kebijakan, seperti pada 
urusan pemenintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, point c, d, e, f, g, baru 
tabelnya saja, belum ada narasi yang menjelaskan tentang tabel tersebut. 

20 Bab II. Untuk 
urusan Pangan 

Indikator Indeks Ketahanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan agar 
memperhatikan hasil pemetaan kerawanan dan keamanan pangan yang 
dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. 

21 Bab II. Urusan 
Pilihan 
Pertanian 

Agar memperhatikan rekomendasi dan Perda LP2B (Lahan Pembangunan 
Pertanian Berkelanjutan). 

4. BAB HI 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Makro Ekonomi Daerah 

1. Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah 
menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD 
Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator 
makro mi tentu merupakan akumulasi dan pencapaian dan 19 
kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Adapun target 
kontribusi yang diharapkan dan Kabupaten Dharmasraya untuk Tahun 
2024 adalah sebagai berikut: 

Realisasi Outlook Target Indikator Makro 
2022 2023 2024 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,28 4,40 4,84 
PDRB per Kapita ADHK (Rp. 
Juta) 

34,25 34,47 36,06 

PDRB per Kapita ADHB (Rp. 
52,12 55,85 59,65 

Tingkat Pengangguran Terbuka 623 5 77 5 30 (TPI) (%) 
Indeks Pembangunan Manusia 
(1PM) 72 30 7269 73 01 

Angka Harapan Hidup(AHH) 
(Tahun) 71,90 72,15 72,41 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 
(Tahun) 12,51 12,57 12,64 

Rata-Rata Lame Sekolah (RLS) 
(Tahun) 8,56 8,65 8,73 

Pengeuaran per Kapita (Rp. 
Ribu) 

11.650 11.817 11.991 

lingkat Kemiskinan (%) 5,56 6,27 6,20 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu 
jiwa) 15,08 15,25 15,13 

Gini Ratio 0,287 0,286 0,286 

2.  Dokumen RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 diharaplcan bisa 
mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup 
besar dan angka prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif 
dalam dokumen RKPD Tahun 2024. 



5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

1 BAB lVTabel 
4.7 

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah pada 4.7 Arah Program Prioritas 
Pembangunan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 disarankan untuk 
ditambahkan Pagu pe rmasing-masing Program untuk ke-8 Prioritas 
Pembangunan Kabupaten Dharmasraya. 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Konsistensi Pengangyaran Dalam Dokumen RKPD 

1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 
menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara 
RPJMD dan RKPD sebesar 7,85%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 
2023 dalam RPJMD hanya sebesar Rp. 1.011.674.900.000, sedangkan 
dalam RKPD total anggaran sebesar Rp. 932.306.488.016. Angka 
tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 1.075.129.518.876, sehingga 
deviasinya dan RPJMD menjadi 6,27%. 

2. Catatan evaluasi mi seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan 
RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 
total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.051.417.382.528 sedikit 
berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam 
RPJMD sebesar Rp. 1.037.192.310.000. Jika dilihat deviasinya 
mencapal angka 1,37%. Terdapat peningkatan kinerja deviasi 
penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dan tahun 2023 ke Tahun 2024 
mi. Diharapkan nilai deviasi anggaran mi tidak melebihi angka 15%. 

2 Penganggaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung 8PM 

1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 
menunjukkan proporsi penganggaran untuk 3PM Tahun 2023 berkisar 
2,08% dan total RAPBD Tahun 2023. Angka mi jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/Kabupaten di Sumatera Barat, 
yaitu 5,22%. 

2. Pemenuhan kebutuhan untuk 3PM diharapkan harus ditunjang dengan 
penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif 
tidakjauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%. 

3. Alokasi anggaran untuk pemenuhan 3PM Bidang Kebencanaan pada 
tahun 2023 hanya mencapai angka 6,39%, jauh dibawah rata-rata 
provinsi yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan 
pendukung 3PM Bidang Kebencanaan ditingkatkan setidaknya 
mencapai angka 15% dan alokasi anggaran OPD yang menangani 
urusan Kebencanaan. 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Form 2 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Peemrintah Daerah 
Tahun 2024 Dan Rpjmd Tahun Pelaksanaan 2024 Kabupaten Dharmasraya, 
Masih ditemukan indicator program yang menggunakan bahasa kondisi, 
contoh 
2.11. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup 
Program 2.11.03 
Program pen gendalian pencemarandan/Atau kerusakan Lingkungan Hidup 

Indikator: 
1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan 
yang memiliki potensi merusak lingkungan 
2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 
3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

4. Meningkatnya luas tutupan lahan 
Indikator sebagai alat ukur, yang mampu menjawab kinerja yg akan dicapai. 
Harus terukur, (SMART). Jangan gunakan bahasa kondisi (meningkatnya 
terlaksananya dsbnya). 
Gambaran indicator yang sama juga terjadi pada indicator program pada urusan 

2.11. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup 
2.12 Urusan pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan catata sipil 
2.13. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan masyarakat desa 
2.17. Urusan Pemerintah Bidang Koperasiusaha kecil dan menengah 
2.18.Urusan Pemerintah Bidang Penanaman modal 
2.19. urusan Pemerintah Bidang kepemudaan dan olah raga 
2.22. Urusan pemerintah Bidang Kebudayaan 
2.24. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan 

2 Form 2 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Peemrintah Daerah 
Tahun 2024 Dan Rpjmd Tahun Pelaksanaan 2024 Kabupaten Dharmasraya, dan 
tabel banyak yang tidak singkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa 
ketidaksi n kronan n nya. 

3 Form 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,84 target provinsi sementara dharmasraya 
menargetkan 4,5 Target 2024 lebih rendah dan target yang ditetapkan provinsi 
untuk Kab. Dharmasraya Penjelasannya 

4 Form 5 Penurunan Emisi GRK memang belum ada data nya kabupaten / kota namun 
kegiatan nya sudah ada, pada beberapa OPD antara lain, Pertanian,LH, 
Perhubungan, peternakan, PU (CK). Kegiatan itu berupa: Penggunaan Pupuk 
Organik, Pengelolaan UPO, Uji emisi pada kendaraan, operasi langit biru, 
pengelolaan limbah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan mi yang nanti 
dilaporkan ke Provinsi melalui OPD terkait, yang nnatinya akan di masukan 
dalam mitigasi yang dilakukan daerah. 

5 Form 
Khusus 

Alokasi Fungsi Pendidikan Tahun 2024 , Agar Disesuaikan Dengan Bab V Pada 
Table Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. 
Dharmasraya 
Tahun 2024. 

Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami 
berharap ada koloborasi antara pemenintah daerah, SMA dan SMK yang 
merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten 
bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada 
diwilayahnya, masih banyak yang yang harus dipenuhi untuk meningkatkan 
kualitas sekolah kita, kami berharap bantuan keuangan khusus yang telah 
dUnisiasi oleh beberapa kabupatenfkota bisa menjadi perhatian bagi kabupaten 
dharmasraya 

6 Form 
Khusus 

Tabel Alokasi Anggaran Kesehatan Tahun 2024 Dengan Table Lokasi Fungsi 
Pendidikan Tahun 2024, agar dilihat kembali adanya angka yang sama. 

7 Form 
Khusus 

Alokasi Anggaran Mendukung Pencapaian 5pm Bidang Pendidikan Ta 2024, 
Ada Beberapa Sub Kegiatan Yang Masih Kosong, Sub Kegiatan Itu Nantinya 
Akan Menggambarkan lndiaktor Yang Akan Dicapai 

8 Form 
Khusus 

Sama halnya dengan diatas untuk kesehatan,PU, Perumahan Rakyat, Bidang 
Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat masih ada yang 
kosong. 

9 Anggaran untuk paskibraka juga harus dimasukan sesuai dengan Perpres 
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi 
Muda melalul Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka 
dilakukan oleh Dinas Kepemudaan di daerah dan beralih ke Badan Kesbangpol 
Daerah. 

10 Form 
Lainnya. 

Untuk program pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, sesuai 
dengan Radiogram Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.4.5/7213/Bangda 
agar mengacu kepada sub kegiatan yang sudah ditagging Kepmendagri 050-
5889 Thn2021 Ttg Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi Kodefikasi 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 



9. Lainnya 

NO HALANIAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Arah Kebijakan 

2. Dan 

1. Pemerintah 
penanganan 
pengumpulan 
agar 
dengan 

Pramusrenbang 
ya 

Bidang lnfrastruktur/Catatan Pra Musrenbang Provinsi 

Kabupaten Dharmasraya harus mengoptimalisasikan 
sampah di sumber dengan melakukan pemilahan dan 
sampah di TPST sebelum diolah dan diproses di IRA. Untuk itu 

alokasi anggaran penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesuai 
proyeksi timbuan sampah tahunan. 

beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara 
terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi 

itu: 

Usulan Kegiatan 
Kesepakatan 

Anggaran pada Pra 
Musrenbang Prov 

Alokasi 
anggaran dalam 

RKPD 2024 
Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni 

2.694.263.450 0 

Untuk 
anggaran 
kesepakatan 

itu agar Pemerintah Kabupaten Dharmasraya meningkatkan alokasi 
dalam RKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024 sesuai dengan 

Berita Acara Pramusrenbangprov tahun 2024. 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 26 Juni 2023 

Nomor : 005/4571V1/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran 2 (dua) berkas Wall Kota Pariaman 
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Wali Kota di 

Pariaman Tentang Rencana Kerja Pariaman 
Pemerintah Daerah Kota Pariaman 
Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Wali Kota Pariaman Nomor 050.13/160/SetlBappeda-2023 
tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perwako RKPD Kota 
Pariaman Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagal berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wall Kota Pariaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Pariaman Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 
2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Pariaman 

2. Pemerintah Kota Pariaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pariaman 
Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi dltetapkan dan/atau paring lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasH fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupatifwalikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan tenima kasih. 

/BERNJJ BARAT 

7) 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalani Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TA N G GAL 
PER HAL 

SURAT GtJBERNUR SUMATERA BARAT 

050/457N1/P2EPD/Bappeda-2023 
26 .Juni 2023 
Penyampaian HasH Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 

MATRIKS PENVEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KOTA PARIAMAN 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TIN DAM LANJUT 

HAIAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 —8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Wall Kota  

(Nama Bupati / Wahi Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasilitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokunien RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom ml memuat halaman hash tindak lanjut yang sudab diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/457N1/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Kota Pariaman Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA PARIAMAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah cihterima secara Iengkap melalub aplikasi Sakato Plan pada tanggal 21 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitash dan Wali Kota Pariaman kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat WaD Kota Pariaman Nomor 

050.13/160/Set/Bappeda-2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan 
Perwako RKPD Kota Pariaman Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dbmaksud agar disesualkan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah: 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) basil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BAtanggal 9 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Pariaman Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi 
Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertal indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024: 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Pariaman 
Tahun 2024. 

4. Hash pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dhmaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rhl keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkaht perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
Inspektur oleh InspekIorat Kota Pariaman menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman tentang RKPD Kota Pariaman 
Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Wall Kota Pariaman sebagai bentuk implementasi 
mitigasi alas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Dasar hukum Mengingaf  angka 5. tanda baca titik diubah menjadi tanda baca 
titik koma, sesuai dengan angka 52 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. 

2 Frasa pembuka, disesuaikan dengan angka 99 dan angka 100 Lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011! dengan menambahkan kata "mi", sehingga menjadi: 
Dalam Peraturan Wall Kota mi yang dimaksud dengan: ... dst. 

3 Pasal 1 angka 5, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

4 Pasal 2, penulisan dan rumusan diubah menjadi: 
(1)RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah 

tahun 2024-2026. 
(2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pedoman: 
a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat 

Daerah; dan penyusunan rancangan KUA dan PPAS. 
5 Pasal 3: 

a. ayat (1)'  kata 'daerah" ditulis dengan awalan huruf kapital, karena sudah 
dicantumkan dalam Pasal 1. Kemudian pada akhir rumusan huruf f, 
ditambahkan kata dan" Serta pada akhir rumusan huruf g, ditambahkan 
tanda baca titik. 

ayat (2), rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Wall Kota ni. 

6 Pasal 4 dihapus, karena sudah dicantumkan dalam Pasal 3 ayat (2) 
Pasal 5, rumusan diubah menjadi: 

Pasal 5 
(1) Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
RKPD Tahun 2024. 

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi. 
a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024; 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

b. pengendaNan dan evatuasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024; 
dan evaluasi terhadap basil RKPD Tahun 2024. 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Bab I hal 1-6 Dasar hukum penyusunan: 
a. angka 2, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4266), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6485). 

b. angka 5, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

c. angka 19, singkatan 'PP' dipanjangkan. 
untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik 
koma serta ditambahkan kata 'dan" yang diletakkan di belakang dasar hukum 
kedua dan dasar hukum terakhir. 

2 Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraph 
dengan jarak 1 spasi. batas margn alas pinggir kertas ke bans huruf awal 8cm, 
batas margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin 
pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke 
huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 
13 Tahun 2022. 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

1 BAB II masalah evaluasi dan bab IV sasaran dan prioritas pembangunan 
Dapat diselaraskan antara capaian yang di evaluasi dengan tindakan yang akan 
dilakukan di BAB IV 
Sehingga thdak menimbulkan banyak opsi yang akan diapungkan dalam 
menyelesaikan masalah, mengingat keterbatasan ruang gerak fiscal dan target 
nasional yang menjadi beban daerah disamping beban pelaksanaan pilkada 
serentak di 2024 

2 Secara umum. pada Pub II Gambaran Umum Kondisi Daerah sudah sesuai 
dengan Aspek Fokus pada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan data yang 
disajikan sudah series 5 tahunan dan tahun 201 8 — 2022, namun untuk 
penyempurnaan bab II terdapat beberapa hal saran dan masukan antara lain 
sebagai berikut 

3 II —65 Pada tabel 2.27 angka ribuan, terketik titik koma, sehingga bisa menyebabkan 
kesalahan dalam menihaca angka 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

4 11-70 Untuk Tabel 2.32 untuk data 5PM bidang pendidikan, indikator sudah sesuai 
dengan datanya, narnun perlu ditambahkan target SPMnya, sehingga terlihat 
capaian 5PM pada tahun 2021 dan tahun 2022 serta penambahan kolom satuan 

5 II — 72 Penambahan narasi atau keterangan pada data yang trip (-) actual n/a not 
available, agar tidak terjadi salah penafsiran data, seperti pada tabel 2.34, data 
polindes dan tahun 2019 —2022, dan ditambahkan keterangan pada narasinya. 
Dan ditambahkan kolorn satuannya. 

6 II —81 Ditambahkan data target dan realisasi indikator, SPM Bidang Kesehatan 
sehingga terlihat capaiannya, serta ditambahkan satuan dan indikator SPM 
Bidang Kesehatan salah satunya seperti Jumlah ibu hamil yang mendapatkan 
pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, 
sehingga satuan yang digunakan dalam orang/jiwa untuk semua satuan dalam 
indikator SPM Bidang Kesehatan 

7 II — 72 Penambahan narasi atau keterangan pada data yang trip (-) atau n/a not 
available, agar tidak terjadi salah penafsiran data, se 

8 II —82 Untuk diperbaiki data pada tabel 2.56, karena masih terdapat banyak tanda strip, 
dan ditambahkan narasi untuk data yang nol atau not available. 

9 11-98 Pada Tabel 2.64 masil' terdapat data strip pada uraian abrasi pantai dan erosi, 
agar ditambahkan pada narasinya. 

10 II - 103 Tabel 2.71 untuk perkembangan indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa ditambahkan satuannya 

11 II -105 Tabel 2.74 untuk ditambahkan data indeks SPBE tahun 2020 — 2022, jika nol 
atau not available uituk dftambahkan narasinya terkat data tensebut. 

12 II - 117 Data tahun 2021, urituk tabel 2,86 drsesuaikan penulisan datanya setiap tahun, 
agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam membaca data, seperti pada data 
produksi perkanan tangkap sebesar 6.011, tapi pada tahun 2021 dibuat sebesar 
6.229,61, terdapat angka dua desimalnya. Maka biar memudahkan membaca 
dan tidak kesalahan dalam menganaflsa data, agar angka dua desimalnya 
dihapuskan saja. 

13 II - 126 Tabel 2.97 untuk ditarnbahkan narasi tentang jumlah PNS yang mengikuti 
pengembangan kompetisis n/a 

14 II -132 Tabel 2.103 Perekembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih 
menggunakan data tahun 2021, untuk ditambahkan data tahun 2022, karena 
data sudah dirilis olah BPS 

15 Dan paparan yang disampaikan oleh Kepala Badan, diketahui bahwa capaian 
indikator Makro Kota Pariaman sudah yang positif semua, dan di atas capaian 
Provinsi dan Nasional, untuk ietu tentu perlu kerja keras Tim Penyusunan RKPD 
Kota untuk menipertahan angka-angka tersebut, dengan menyusun 
perencanaan dan penganggaran berdasarkan gambaran umum dan evaluasi 
indikator kinerja sesuai dengan target dalam RPJMD Kota Pariaman 
Tabel-tabel untuk disempurnakan. baik urtuk penambahan satuan maupun untuk 
penyempurnaan data 

4. BAB III 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

1 Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan 
bab Ill disarankan unutk memuat arah kehijakan keuangan terhadap pencapaian 
tema (potensi unggulan belum nampak) tahun 2024 disamping juga memuat 
pelaksanaan Pilkada 2024 Pemantapan Stabilitas Perekonomian Daerah 
Berdasarkan Potensi Unggulan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 
Yang Berdaya Saing 

2 Penyelarasan temu dengan arah kehi1akan ekonomi dan kebijakan keuangan 
bab Ill disarankan unutk memuat arah kehijakan keuangan terhadap pencapaian 
tema tahun 2024 cflsamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai 
dengan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

900.1.9.1/435/SJ IANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANkAN 
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI SERTA WALl KOTA DAN WAKIL WALl KOTA TAHUN 2024 
dimana harus memenLihi porsi 40% pernbiayaan di tahun 2023 dan 60% di tahun 
2024 

3 1. agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan 
mengikat terlebih dahulu sebelum rnenganggarkan belanja lain yang seperti 
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 

2. untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara 
dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan 
APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan KUN 
PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang tidak rasional 

3. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah 
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tahun 2026) harus mengetatkan belanja 
pegawai jadi 30% Harus ada kiat nienurunkan belanja pegawal 

4. Minggu ke 2 Juli KUA PPAS sijdah harus dftetapkan, hendaknya semua 
mandatory spending. program nasonal dan lainnya sudah dihitung secara 
proporsionla pada RKPD 

5. BKK yang diajukan diharapkan mendukung program provinsi tidak hanya 
program Kab/Kota 
Tahun 2024 

4 Sistematika Bab Ill RKPD Kota Pariaman secara umum telah sesuai dengan 
Permendagri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa tabel yang 
mesti tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagaimana mestinya. 

Namun demikiani, dalam kesempatan mi terus dhngatkan bahwa sesuai 
ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017, maka sisternatika penulisan Bab HI RKPD sekurang-kurangnya disajikan 
sebagai berikut' 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai 
berikut: 
)- label 1-0.20. 

label 1-0.21. 
Tabel 1-0.22 

5 Hal III- 177 s.d 
111-184 

Sub Bab 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi ingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa ala beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

6 Hal 111-31 Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 
> Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar 

Rp610.001.960.639.00 atau naik sebesar Rp29.047.712.411,00 atau 5%. 
Agar proyeksi Pendapatan transfer mi dilakukan secara cermat. 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp6.300.000.000,00 
dimana nilainya lebih rendah dan tahun 2023. Untuk itu agar target pendapatan 
hibah benar-benar didasarkan pada potensi hibah yang sudah jelas dan pasti 
nilai besarannya. 

7 Hal 111-181 ) Proyeksi Total belanja Tahun 2024 di Bab Ill label 3.14 
Rp683.206.988.266. namun bila dilihat label dalam Bab V Ttidak terlihat 
total pagu indikatif seluruh SKPD, Untuk itu agar dilakukan penyempurnaan 
tabel tersebut dan nilainya harus konsisten dengan total belanja yang ada 
pada Bab ill dan disesuaikan dengan format yang terdapat pada Lampiran 
Permendagri 86 Tahun 2017. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Agar ditambahkan penjelasan untuk masing-masing rincian objek agar jelas 
peruntukkannya, terutama Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 

8 Kebijakan Belanja Daerah 
Dalam kebijakan Belanja Daerah dalam RKPD Kota Pariaman ni agar terus 
memperhatikan: 
v' Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar 

pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri 
sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman 
Penyusunan APBD TA. 2022, 

V Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 
alokasi Belanja Daerah. Sesual dokLlmen yang disampaikan saat ml 

kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 42,86% 

Belanja pegawal Rp292.795.430.008,00 
Total Belanja Rp683.206.988.256,70 
Persentase 4286% 

V Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% 
dan alokasi be?anja daemh. 

Selanjutnya agar Pemerintah Kota Paniaman agar tetap mengutamakan 
pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat tenlebih dahulu 
sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan 
bantuan keuangan. 
a. Pada Rancangan Akftr RKPD in belLim terlihat arah kebijakan dan 

komitmen belanja y- ng memprionitaskan pemenuhan kebutuhan 
penyelenggaraan pemik dan pemilukada serentak tahun 2024. Karena itu, 
hal mi agar menjadi perhatian dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Paniaman 
Tahun 2024. 

9 Kembafi dhngatkan agar Pemerintah Kota Paniaman untuk terus berkomitmen 
menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan 
penganggaran yaitu RKPD, 'UNPPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah 
alokasi belanja dalam RKPD dengan KU?] PPAS serta APBD terus diupayakan 
tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. 

5. BAB IV 

6. BAB V 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor : 005/ 441 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Pesisir 
Selatan Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 
Selatan Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Bupati Pesisir Selatan 

di 
Painan 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/0621/P2EPD-
BappedalitbangNll2023 tanggal 15 Juni 2023 periha! Permohonan Fasilitasi Rancangan 
Akhir RKPD Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka 
di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir 
Selatan 

2. Pemermntah Kabupaten Pesisir Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil 
fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan BupatilWali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling ama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasititasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Wali Kota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut 
ke aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUB7ERNQR SUMATERA BARAT 
7 
/ 7 U! 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalarn Negeri cq. Dirjen Bina Penibangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 441 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Feraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN PESISIR SELATAN 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 

TINDAK LANJUT 
HALAMAN KETERANGAN 

VA TIDAK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati I Bupati Kabupaten  

(Nama Bupati / Bupati Kabupaten) 

Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasihitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasihitasi ditindaklanjuti dalam 

dokurrien RKPD Tahun 2024; 

4. Kolorri ni dilsi dengan tanda cek (il) "TIDAK", jika masukan hasil fasihitasi TIDAK ditindaklanjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolorn mi rnemuat halaman hash tmndak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasH masukan fasihitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemermntah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/ 441 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL : 22 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasifitasi Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024 

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalul aplikasi Sakato Plan pada tanggal 
17 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Pesisir Selatan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 
050/0621/P2EPD-BappedalitbangNl/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi 
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

BeritaAcara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BAtanggal 16 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Pesisir Selatan Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan 
RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Pesisir Selatan Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang RKPD Kabupaten 
Pesisir Selatan Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesual dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan 
penganggaran. 

5. Daftar sian Fasilitasi RKPD Tahun 2024 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesual Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Pasal 1 angka 3, dihapus. Karena tidak digunakan berulang dalam pasal-pasal. 
Selain itu, dalam Lampiran, yang digunakan adalah frasa "Gubernur Sumatera 
Barat", sehingga tidak perlu ada batasan pengertian untuk "Gubernur". 

Hal mi sesuai dengan ketentuan angka 102 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 
2011. 

2 Pasal 1 angka 8, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, 

Karena kata/istilah yang digunakan dalam pasal-pasal adalah RKPD Tahun 
2024. 

3 Pasal 2, rumusan diubah menjadi: 
RKPD Tahun 2024 dadikan sebagai: 
a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat 

Daerah; dan 
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS. 

Hal mi sesuai dengan angka 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang 
menyebutkan bahwa setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil. 
Kemudian, sesuai dengan angka 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 
disebutkan bahwa penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah 
didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis 
dengan huruf kapital balk digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan 
maupun dalam lampiran, sehingga kata "Rancangan" tidak ditulis dengan awalan 
huruf kapital dan kata "daerah" ditulis dengan awalan huruf kapital. 

4 Pasat 3, kata "Rancangan" pada kata "Rancangan PPAS", ditutis dengan awalan 
huruf kecil. 

5 Pasal 4 ayat (1) hurufc, kata "daerah" ditutis dengan hurufawalan kapital. 

6 Pasal 6, rumusan diubah menjadi: Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 
2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setiap 3 (tiga) bulan. 

Hal ni sesual dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, 
penulisan nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak 
keuangan, tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau 
besaran rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca 
kurung, kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

7 Rumusan perintah pengundangan agar dipisahkan dan rumusan Pasal 8. 

8 Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 
2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 
2022. 

2. BAB I 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASLJKAN/SARANITANGGAPAN 

1 II - 16 Dan data dan grafik teriihat bahwa persentase jumlah penduduk laki-laki lebib 
banyak dan pada perempuan, namun pada narasi disebutkan bahwa jumiah 
penduduk perempuan lebih banyak dan penduduk laki, agar narasi disesuaikan 
dengan tampilan data dan grafiknya. 

2 11-24 Judul grafik dan narasi agar disesuaikan series data menjadi 2018 — 2022, 
karena di gratik dan narasi sudah 2018— 2022, namun judul tabel masih 2017-
2022, agar diperbaiki kembali 

3 II -34 Tabel 2.17 untuk diperhatikan kembali kualitas data yang disajikan, untuk 
indikator kinerja Gedung kesenian dan 1 menjadi 3, pada tahun 2020 menjadi 0, 
untuk ditambahkan keterangannya, begitu juga untuk penyelenggaraan festival 
seni dan budaya 

4 II -35 Pada tabel 2.18, untuk indikator kinerja jumlah kegiatan olah raga untuk 
ditambahkan narasinya, kenapa angka nya nol pada tahun 2021 dan nihil pada 
tahun 2022 

5 Penduduk rasio penduduk laki-laki dan perempuan, umur harapan hidup 
perempuan, umur harapan perempuan Iebih tinggi dan laki-laki, kira-kira program 
kegiatan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan 
kemungkinan analisa data, bahwa banyaknya laki-laki yang merantau 

6 BAB 11-29 Agar diperbaiki penulisan RPJMN 2016-2024 memnjadi RPJMN 2019-2024 

7 Mohon konfirmasi, Pada tabel 2.20, data apa yang digunakan, jika menggunakan 
data dan dinas Kesehatan provinsi, data yang kami dapat, berdasarkan data 
EPPBGM tahun 2020, prevalensi stunting Sumbar di angka 14,30% 

8 BAB 11-45 Narasi pada sub Bagian yakni Angka Partisipasi Murni" pada Alinea pertama, 
agar disempurnakan 

9 BAB 11-48 Narasi pada Alinea ketiga pada sub bagian Angka Kematian Ibu, agar 
disempurnakan yakni' Kab. Pessel mengalami tahun 2022 

10 Sumber data tabel agar dicantumkan dengan jelas 

11 BAB 11-56 Mohon konfirmasinya tenkait dengan jumlah pengangguran tingkat SMA, SMK 
dan Perguruan Tinggi 

12 BAB U -58 Mohon ditampilkan Jumlah KDRT pada tahun 3 tahun terakhir, berapa kasus... 
JUmlah Kekerasam Perempuan adalah  kasus 
Jumlah Kekerasan Anak adalah  kasus 
Apakah jumlah kasus mi adalah kasus yang tenlaporkan di dinas saja, apakah 
sudah masuk dalam pelaporan ke kepolisianatau masih ada kasus yang belum 
terlaporkan 

Masyarakat masih menganggap KORT dan Kekerasan Permepuan dan anak 
sebagai aib keluarga, agar ml mi tidak terjadi tentu penlu pendekatan kepada ninik 
mamak dan aiim ulama agar masyarakat dapat menginformasikan selama mi yan 
gmenjadi aib, padahal tidak 

13 BAB 11-66-67 Pada tabel 2.41 capaian kinerja kominnfo terdapat indicator sama tetapi capain 
pada tahun 2020 berbeda, mohon penjlasannya yakni pada indicator nomor 1 
dan indicator nomor 4 dan nomor 2 dengan 5 serta nomor 3 dengan nomor 6, 
mohon penjelasannya. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANrFANGGAPAN 

14 Tabel 2.17 pada halaman 34 kinerja kebudayaan, sama dengan tabel 2,47 
capaian kinerja kebudayaan, narasinya disampaikan selama tahun 2018-2022, 
tetapi data tahun 2018 dan tahun 2019 tidak ada 

15 BAB 11-72 Urusan perpustakaan, tabel 2,48, indicator kinerjanya menyatakanjumlah tetapi 
capaiannya berupa rasio yakni jumlah pengunjung perpustkaan pertahun, tetapi 
dibelakangnya di tambahkan persen. 

16 BAB 11-202 Urusan Pendidikan — Perrnasalahan 

Untuk permasalahan pada point 3 yakni melaksanakan 
Pendidikan/pembelajaran belum mengarah ke potensi/bakat yang dimiliki siswa 

Kita sangat mendukung sekali kepada Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat 
melakukan pemetaan terhadap siswa SMP, sehingga anak SMP yang tamat 
sudah dapat menentukan arah masa depannya dan jumlah pengangguran dapat 
tuntaskan. 

17 Disarankan untuk menyajika data terpilah terkait data kependudukan 
18 11-43 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tidak dijelaskan 

kenapa terjadi penurunan, 

19 APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk SMP dijelaskan alasan turun adalah 
banyak tamatan SMP yang masuk boarding school, kenapa itu alasannya, 
apakah tidak dikaji adanya tamatan yang memilih sekolah di tempat lain karena 
merasa ada yang Iebih balk? Kalau boarding scholl itu kan masih dalam daerah 
dan bisa dihitung juga karena tingkatannya disamakan dengan SMP atau SMA. 

20 Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami 
berharap ada koloborasi antara pemerintah daerah, SMA dan SMK yang 
merupakan kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten 
bisa memberikan perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada 
diwilayahnya, masih banyak yang yang harus dipenuhi untuk meningkatkan 
kualitas sekolah kita, kami berharap bantuan keuangan khusus yang telah 
dflnisiasi oleh beberapa kabupaten/kota bisa menjadi perhatian bagi kabupaten 
Pesisir Selatan 

21 11-57 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, belum menjelaskan terkait dengan kekerasan pada anak, banyak kejadian- 
kejadian kekerasan terhadap anak balk fisik dan seksual, walaupun sedikit 
dibahas pada bagian Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
Juga belum dijelaskan terkait dengan kondisi penanganan kota layak anak di 
Pesisir Selatan 

22 11-60 Tabel 2.34. 
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022 

Tabel 2.34. 
Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022 

No Tahun Jndikator Klneqa 
2020 2021 2022 * 

1 Indeks Kualitas Lingkungan 86.74 
7550 7794 Hidup (IKLH) Kab / Kota (sangat 

baik) 
(bk) (baik 

2 Persentase Pengelolaan Sampah 
di Wilayah Kab! Kota 

2149 23 14 2328 

3 Persentase Ketaatan 

Penanggunawab IJsaha 
dan/atau Kegiatan terhadap Izin 
Lingkungan Izin PPLH dan PUU 

6667 50 6667 

LH yang diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah Kab / Kota 

Beberapa Indikator Kinerja yang perlu di'elaskan satu persatu agar apa 
yang akan dilakukan pada tahun 2024 akan jelas 

23 Bab II. lndikator Indeks Ketahanan Pangan agar ditambahkan. 
U ntu k 
urusan 
F'angan 

24 Bab II. Menanibahkan indikator sarana dan prasarana yang difasilitasi 
Urusan 
Kelautan 
dan 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Perikanan 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKANJSARAN/TANGGAPAN 

Makro Ekonomi Daerah 

1. Rancangan Akhir RKPD Pravinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah 
menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD 
Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator 
makro ni tentu merupakan akumulasi dan pencapaian dan 19 
kabupaten/Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Adapun target 
kontribusi yang diharapkan dan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 
2024 adalah sebagai berikut: 

Indikator Makro Realisasi 
2022 

Outlook 
2023 

Target 
2024 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 4,02 4,03 4,66 
PDRB per Kapita ADHK (Rp. 
Juta) 

19,72 20,47 20,98 

PDRB per Kapita ADHB (Rp. 
Juta) 32,14 36,15 38,67 

Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) (%) 461 4,53 4,43 

Indeks Pembangunan Manusia 
(1PM) 70,84 71,04 71,16 

Angka Harapan Hidup (AHH) 
(Tahun) 71,25 71,41 71,59 

Harapan Lama Sekolah (HLS) 
(Tahun) 13,35 13,40 13,45 

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 
(Tahun) 8,43 8,50 8,57 

Pengeuaran per Kapita (Rp. 
Ribu) 9.686 9.825 9.969 

Tingkat Kemiskinan (%) 7,11 6,48 6,30 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu 
jiwa) 33,78 33,54 33,27 

Gini Ratio 0,246 0,243 0,242 
Dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 diharapkan bisa 
mengacu kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan 
Provinsi. Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dan angka 
prediksi tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD 
Tahun 2024 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

1 BAB IV-2 Narasi pada Tahun RPJMD Kabupaten Pesisir selatan 2016-2021 seharusnya 
tahun 2021-2026 

2 BAB VA RPJMD Provinsi tahun 2021-2026 

3 BAB V-S Mohon konfirmasi terkait dengan tujuan pembangunan Sumbar, jika mi 
menganibil dan Misi RPJMD maka narasi untuk Misi 1 adalah Mewujudkan 
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil, dan 
Berdaya Saing. 

4 BAB IV-21 Mohon konfirmasi terkait dengan prioritas arah kebijakan provinsi yang disajikan, 
sumber datanya dan mana, jika mengaju kepada RPJMD Provinsi, tentu arah 
kebijakannya banyak sekali, seperti yang tertera pada tabel 6.1 RPJMD Provinsi 

S Menindakianjuti kesepakatan Rakor Pemerintahan Provinsi dengan Kabuapten 
Kota di Kota sawablunto, di harapkan kepada Kabupaten Pesisir selatan untuk 
dapat membeni prioritas kegiatan untuk penaganan narkoba, HIV AID dan LGBT 

6 Mohon disampaikan sub kegiatan yang ditagging untuk stunting 



NO HALAMAN MASUKANJSARANITANGGAPAN 

7 Untuk sumber data tabel disarankan untuk dijelaskan sumberdatanya 

8 Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diharapkan 
adanya dukungan dali Pemerinta Kota 5010k dalam pencapaian target Indeks 
Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD 
Pelayanan Kepemudaan, karena mi juga masuk salab satu proritas didalam 
Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 

1. Hash evaluasi RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 
menunjukkan adanya deviasi perencanaan penganggaran antara 
RPJMD dan RKPD sebesar 20,99%, dimana alokasi anggaran untuk 
tahun 2023 dalam RPJMD sebesar Rp. 1.997.194.861.000, sedangkan 
dalam RKPD total anggaran hanya sebesar Rp. 1.578.023.619.291. 
Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 1.693.206.878.521, sehingga 
deviasmnya dan RPJMD menjadi 15,22%. 

2. Catatan evaluasi mi seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan 
RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kabupaten Pesismr Selatan Tahun 2024 
total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 1.457.875.477.598 sedikit 
berbeda dengan rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam 
RRJMD sebesar Rp. 2.093.406.913.000. Jika dilihat deviasinya 
mencapai angka 30,35%. Terdapat penurunan kinerja deviasi 
penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dan tahun 2023 ke Tahun 2024 
mi. Diharapkan nilai deviasi anggaran mi tidak melebihi angka 15%. 

2 Penganggaran untuk Programlkegiatan/Sub Kegiatan pendukung 5PM 

1. Hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 
menunjukkan proporsi penganggaran untuk 8PM Tahun 2023 berkisar 
13,39% dan total RAPBD Tahun 2023. Angka mi jauh lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan rata-rata kabupaten/Kabupaten di Sumatera Barat, 
yaitu 5,22%. 

2. Pemenuhan kebutuhan untuk 8PM diharapkan harus ditunjang dengan 
penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif 
tidak jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%, dan tersebar 
secara merata dan proporsional di setiap bidang 5PM. 

3. Alokasi anggaran untuk pemenuhan 5PM Bidang Kebencanaan pada 
tahun 2023 sudah mencapai angka 25,61%, jauh diatas rata-rata provinsi 
yaitu 14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan 
pendukung 8PM Bidang Kebencanaan dipertahankan setidaknya 
mencapai angka 15% dan alokasi anggaran OPD yang menangani 
urusan Kebencanaan. 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASUKANISARAN/TANOGAPAN 

1 Form 2.1 Form 2.1 banyaktidakiengkap, hash penjumlahandan operasionalnya, misal nya 
pada taebl aloaksi pendidikan , belum ada persentase dan APBD nya. 

2 Form Khusus ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN 5PM BIDANG SOSIALTA 
2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum tenisikan anggarannya, sub kegiatan mi 
seharusnya akan menjadi indikator layanan dalam SPM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada Iayanannya. Mohon mi bisa menjadi perhatian 
kita 



NO KALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

3 ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN 3PM BIDANG 
PENDIDIKAN TA 2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan mi 
seharusnya akan menjadi indikator Iayanan dalam SPM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon mi bisa menjadi perhatian 
kita 

4 ALOKJA.SJ ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN SPM BIDANG 
KESEHATAN TA 2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan mi 
seharusnya akan menjadi indikator Iayanan dalam 3PM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada Iayanannya. Mohon mi bisa menjadi perhatian 
kita 

5 ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN 3PM BIDANG PU TA 
2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan mi 
seharusnya akan menjadi indikator ayanan dalam 5PM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada Iayanannya. Mohon mi bisa menjadi perhatian 
kita 

6 ALOKASJ ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN 3PM BIDANG 
PERUMAF-IAN TA 2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan mi 
seharusnya akan menjadi indikator Iayanan dalam 3PM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada layanannya. Mohon ni bisa menjadi perhatian 
kita 

7 ALOKASI ANGGARAN MENDUKUNG PENCAPAIAN 3PM BIDANG 
TRANTIBUMLINMAS TA 2024 
Ada beberapa sub kegiatan yan belum terisikan anggarannya, sub kegiatan mi 
seharusnya akan menjadi indikator Iayanan dalam 5PM kalau tidak ada 
anggarannya tentu pasti tidak ada Iayanannya. Mohon mi bisa menjadi perhatian 
kita 

8 Form 2 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 Dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan, 
dan table banyak yang tidak singkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa 
ketidaksingkronannnya 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASIJKAN/SARANITANGGAPAN 

1 Hash review lnspektorat terhadap indikator yang tidak ada di RPJMD dan 
memunculkan indikator baru sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, 
disarankan agar tetap memenuhi target indikator RPJMD karena akan berpengaruh 
terhadap penyusunan laporan LKPJ, LPPD dan LAKIP Pemda. 

2 Agar konsisten dalam menampilkan tahun periode data karena ada yang S tahun dan 
ada yang 3 tahun. Disarankan agar konsisten dengan data series 5 tahun. 

3 Arah Kebijakan Bldang lnfrastruktur/Catatan PraMusrenbang Provinsi 

1. Pemermntah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengoptimalisasikan penanganan 
sampah di sumber dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di 
TPST sebelum diolah dan diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran 
penanganan sampah di TPST agar ditingkatkan sesuai dengan proyeksi 
timbuan sampah tahunan. 

2. Dan beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara Pra 
Musrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi yaitu: 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Kesepakatan 
Al k si an ara Usulan Kegiatan Anggaran pada Pra 

Musrenbang Prov da1a RKPD 2024 

Rehabilitasi Jaringan Irigasi 400.000000 300.000.000 
Permukaan 

Untuk itu agar Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meningkatkan alokasi 
anggaran dalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sesuai dengan 
kesepakatan Berita Acara Pramusrenbangprov tahun 2024. 

4 Usulan Pra Dukungan Kesepakatan Alokasi 
Musrenbang Prov KegiatanAPBD Anggaran pada anggaran dalam 

Kab/Kota Pra Musrenbang RKPD 2024 
Prov 

Rehabilitasi Jalan RehabilitasiJalan 400,000,000 1.600.195.881 
(Surantiah - Kayu Aro 3 KM 
Langgai (Kab. Pesisir 
Selatan) Rp. 
20.000.000. 000r 
Penyediaan Sistem Rehabilitasi 500,000,000 100.000.000 
Drainase Perkotaan Saluran Drainase 
Rp. 3.500.000.000,- Lingkungan 500 

Meter 
Jumlah Laporan 3,500000,000 96.036.004.530 
Hash Analisis 
Perencanaan dan 
Penyaluran Bantuan 
Keuangan 

Pembangunan Pembangunan 200,000,000 2.000.000.000 
Bangunan Perkuatan Bangunan 
Tebing (Batang Perkuatan Tebing 
Kambang Lengayang 
Kabupaten Pesisir 
Selatan Rp. 
1.500.000.000) 
Rehabilitasi Jaringan Rehabilitasi 200,000,000 300.000.000 
Irigasi Permukaan Jaringan Irigasi 
(D.l Koto Kandis Permukaan 
Kabupaten Pesisir Panjang Irigasi 
Selatan Rp. yang direhab 
2.500.000.000) 300 Meter (DI 

Solok Boyok) 
Rehabilitasi Jaringan Rehabilitasi 200,000,000 
Irigasi Permukaan Jaringan Irigasi 
(D.l Surantih Permukaan 
Kab. Pesisir Panjang Irigasi yang 
Selatan Rp. direhab 300 Meter 
2.500.000.000) (DlKoto Tarok) 

5 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Kegiatan Prioritas 
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup dengan Program Daerah adalah Pengelolaan Persampahan dan Kabupaten 
Pesisir Selatan telah mengakomodirnya dalam Rancangan RKPD 2024 dan 
diharapkan kepada Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat mengoptimalisasi 
penanganan sampah dengan pengurangan sampah dan sumber yang dilakukan di 
TPST sebelum diangkut ke TPA sehingga sampah yang diangkut ke TPA hanya 
berupa residu. 
Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat 
terus mengoptimalkan pengalokasian anggaran pemeliharaan dan pengoperasian 
TPST. 

6 Memprioritaskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan edukasi 
kebencanaan di satuan di seluruh jenjang pendidikan serta Penyusunan Peta Resiko 
Bencana 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 26 Juni 2023 

Nomor 005/456N1/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran : 2 (dua) berkas Wall Kota Payakumbuh 
Perihal Penyampalan Hash Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Wall Kota di 

Payakumbuh Tentang Rencana Kerja Payakumbuh 
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh 
Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Payakumbuh Nomor 050.13/159/BAPPEDA-KO/2023 
tanggal 19 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir Perkada Tentang RKPD Kota 
Payakumbuh Tahun 2024, bersama ml disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wall Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kota Payakumbuh Tahun 2024 pada tanggal 23 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadin oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Payakumbuh 

2. Pemerintah Kota Payakumbuh segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Payakumbuh Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hash fasilitasi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupath/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peratuian Bupati/Wali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan BupatilWali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provmnsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) hail keija atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 
7 N 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Penibangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TA N G GAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/456N11P2EPD/Bappeda-2023 
26 Juni 2023 
Penyampaian HasH Fasilitasi Rancangan Peraturan Wall Kota Payakumbuh Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN 1-JASIL FASILITASI RKPD 2024 

KOTA PAYAKUMBUH 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Wall Kota  

(Nama Bupati I Wali Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom ml memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hash fasilitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom ml diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hash fasilitasi TIDAK ditmndaklanjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom ml memuat halaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi rnemuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAI( 

ditindaklanjuti oleh Pernerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/456N1/P2EPD/Bappeda-2023 
26 Juni 2023 
Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA PAYAKUMBUH TAI-IUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wan Kota Payakumbuh tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggai 
19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Wali Kota Payakumbuh kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wali Kota Payakumbuh Nomor 
050.13/159/BAPPEDA-KO/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Akhir 
Perkada Tentang RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 16 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Payakumbuh Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi 
Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir daiam rancangan RKPD Kota 
Payakumbuh Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hash pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rUl keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hash review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
Inspektur oleh Inspektorat Kota Payakumbuh menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wall Kota Payakumbuh tentang RKPD Kota 
Payakumbuh Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Payakumbuh sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan 
penganggaran. 

8. Daftar sian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

U. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

I-i Sub bab 1.1 Latar Belakang agar di jelaskan juga bahwa Dokumen RKPD Tahun 
2024 yang disusun juga mempertimbangkan terhadap hasil evaluasi akhir 
periode RPJMD tahun 2017-2022. 

1-2 Pada paragraph kedua di sampaikan bahwa 
"Pada Tahun 2024, ada dua peristiwa besar berskala nasional yang akan 
memberi warna terhadap muatan RKPD, yaitu Rangkaian Pelaksanaan 
Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, 
Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondisi lain yang perlu 
mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2024, 
adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap 
perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kota Payakumbuh, 
sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 
2022' 

Disarankan untuk dirubah menjadi 
'Pada Tahun 2024, terdapat dua peristiwa besar berskala nasional dan global 
yang akan memberi warna terhadap muatan RKPD, yaltu Rangkaian 
Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak, sebagai pelaksanaan amanat Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil 
Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. Kondish lain yang 
perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 
2024, adalah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tidak 
dapat diprediksi sebelumnya, yang secara langsung akan berdampak pada 
perkembangan perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah 
Kota Payakumbuh. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Pada sub bab 1.2 Dasar Hukum Penyusunan agar di tambahkkan Perda Kota 
Payakumbuh tentang RPJMD 2017-2022 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGApAN 

Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan 
pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dan: 

a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdini dali Karaktenistik lokasi dan 
Wilayah, Potensi Pengennbangan Wlayah, Wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dan Kesejahtenaan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga 

c. Aspek Pelayanan umuni yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Penunjang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasiiitas Wilayah/lnfrastruktur, lklim Berinvestasi, 
Sumber Daya Manusia 

Pada sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum, agar pada masing-masing urusan 
menampilkan tabel capaian Indikator Kinenja Penyeienggaraan Pemenintah 
Daerah Urusan/fungsi yang mengacu pada Evaluasi Capaian lahun 2022 yang 
berpedoman pada: 

a. Tabel VIII.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2017-
2022 Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. 

b. label VliI.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (lKD) dan ndikator 
Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Kota Payakumbuh lahun 2023 — 2026 pada RPD Kota 
Payakumbuh Tahun 2023-2026. 

Pada Sub Bab 2.2.3.2. Aspek Peiayanan Unium agar di gabungkan dengan sub 
bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum, jika tetap ingin ditampilkan maka untuk 
dihindari duplikasi susbtansi antar sub bab. 
Kondisi saat ni indicator kinerja yang di sajikan Pada Sub Bab 2.2.3.2. Aspek 
Pelayanan Umum tidak persis sama dengan Tabel VI.3 Indikator Kinerja Daerah 
(IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2024 dan 
tidak persis sama dengan label Vlll.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) 
dan Indikator Kinenja Kunci (lKK) lerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan 
Urusan Pemenintahan Kota Payakumbuh Tahun 2023 — 2026 pada RPD Kota 
Payakumbuh Tahun 2023-2026, untuk itu agar disesuaikan kembali dan 
dipastikan seluruh tabel-tabel yang di sajikan sama persis jumlah dan indicator 
kinerjanya antara yang satu dengan yang lain. 
Pada Sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah, yang dijabarkan 
dengan sub bab 

a. Sub Bab 2,3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah, yang berisi permasalahan pada masing-masing 
urusan Pemerintahan Daerah dan 

b. Sub Bab 2.3.2 Penentuan Isu Strategis. 
Untuk itu, agar dalam penyusunan Sub bab 2.3 Permasalahan Pembangunan 
Daerah mempedomani sepenuhnya sub bab yang diatur dengan Permendagni 
Nomor 86 Tahun 2017 yang dijelaskan pada halaman 388 yakni 

a.	 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prionitas dan 
sasaran pembangunan daerah 
Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai pnionitas jika 
benhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD di 
tahun rencana serta prioritas lain dan kebijakan nasional/provinsi yang 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

bersifat mandatori. 
b. 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah 
Permasalahan pada bagian mi merupakan permasalahan pembangunan 
yang dibuat tiap urusan yang menyangkut iayanan dasar dan tugas/fungsi 
tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang 
menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang sertagambaran solusi 
yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam 
permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. 

Untuk itu, agar di tambahkan Sub bab Permasalahan daerah yang berhubungan 
dengan prioritas dan sasaran pembangunan. 
Pada sub bab 2.3.2. Penentuan isu Strategi, maka perlu di bedakan narasi antara 
permasalahan pembangunan dengan su Strategis, dengan mempedomani 
Permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa terdapat perbedaan antara 
perumusan permasalahan dengan isu strategis, yakni sebagai berikut: 

a. Pasal 163 bahwa Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat 
menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. 

b. Pasal 164 bahwa Isu strategis Daerah dirumuskan berdasarkan 
penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen 
rencana pembangunan Iainnya, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah dan Iebih 
lanjut di jelaskan bahwa Rumusan isu strategis Daerah harus dapat 
menggambarkan dinamika lingkungan eksternal balk skala regional, 
nasional, maupun mnternasional yang berpotensi memberi dampak 
terhadap Daerah 

c. Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, 
khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen 
pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, 
sehingga dan rumusan permasalahan yang telah düdentifikasi 
berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang 
dicapai saat ni dengan yang di rencanakan 

d. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah 
maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih 
berorientasi pads masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah 
saat ni, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat 
dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga 
dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan 
jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan 
yang signifikan 

Untuk itu disarankan, bahwa perumusan isu benar-benar memperhatikan 
suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah (belum menjadi masaiah) 

11-32 Urusan Pendidikan. Pada Tabel Il-3D, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota 
Payakumbuh Tahun 2018-2022, terdapat perbedaan dengan dengan data APK 
untuk jenjang pendidikan yang dirilis Kemendikbud. Diminta agar 
disinkronkan/dicek kembali karena tidak sesuai dengan APK Kemendikbud 
https://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/  
apkapmsekolah?kode_wilayah=086500&tahun=&tabs=paud 

11-99 Urusan Perpustakaan. Disampaikan bahwa Konsep pengembangan 
kepustakaan di Kota Payakumbuh mengambil prinsip "Literasi Menuju 
Kesejahteraan", prinsip mi mengupayakan peningkatan budaya baca di tengah 
masyarakat. Konsep Literasi untuk Kesejahteraan ni merupakan upaya 
penguatan literasi melalui transofrmasi perpustakaan berbasis inklusi sosial 
untuk kesejahteraaan. Jadi, dengan konsep mi perpsutakaan harus mempunyai 
paradigma perpustakaan insklusi yang memiliki dalmpak untuk kesejahteraan, 
dimana tidak hanya memberikan koleksi bacaan don manajemen pengetahuan, 
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juga Iebih banyak porsinya untuk transfer pengetahian. Perpustaakn sebagai 
ruang terbuka bagi masyarakat untuk saling berbagi pengalaman, belajar 
kontekstual, dan berlatih keterampilan kerja untuk peningkatan kualitas hidup. 
Disarankan Payakumbuh, bisa menjadi pioneer untuk mi, dan bisa 
menambahkan jika ada indikator pendukung konsep Literasi untuk Kesejehtaran 

misalnya jumlah perpustakaan ytang sudah menerapkan TPBIS, atau indikator 
lain yang relevan. 

11-53 Persentase penduduk berakses air minum tahun 2022 disampaikan 97,73% 
sementara data di aplikasi Sicalmers capaian air minum sebesar 9920% dan 
data BPS 98,83%. Mohon dipastikan kembali data yang digunakan. 
Dipertegas juga informasi yang disampaikan yaitu capaian akses air minum 
layak, sebagai indikator yang dipakai secara nasional. 

11-56 Persentase rumah tinggal berakses sanitasi tahun 2022 mencapai 98,91%. 
Mohon angka capaian ni dipastikan kembali karena berbeda dengan data 
capaian akses sanitasi di Sicalmers (9589%) dan juga BPS (87,10%). 
Mohon dipertegas juga informasi yang disampaikan yaitu capaian akses sanitasi 
layak, sebagai indikator yang dipakai secara nasional. 

11-57 Pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, poin 2 yakni 
tentang kawasan kumuh, terdapat kesalahan penulisan narasi, 
"Hal mi menjadikan luasan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh untuk 
akhir tahun 2022 adalah 0 Ha" 
Seharusnya 
"Hal ni menjadikan luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Payakumbuh 
untuk akhir tahun 2022 adalah 0 Ha" 

11-61 Tabel 11-80 Capaian Indikator Urusan Penanggulangan Bencana di Kota 
Payakumbuh tahun 2018-2022, terjadi peningkatan capaian signifikan pada 
Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap 
menghadapi bencana, dan tahun 2021 sebesar 14,89% menjadi 100% pada 
tahun 2022, mohon dipastikan lagi angka capaian mi. 

11-251 Dan tabelli-SO dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 persentase kelompok 
masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana sudah 
Sangat siap, namun dalam permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban 
Umum dan Perlindungan Masyarakat disebutkan pada poin d, Belum optimalnya 
pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam 
maupun kebakaran. 
Kondisi mi tidak konsisten dengan capaian pada tabel 11-80 

Il-Si Persentase kesesuaian pemanfaatan tata ruang ada kesalahan penulisan tahun 
perda RTRW, tertulis Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Padang 
Panjang Tahun 2012-2022, seharusnya tahun 2012-2032. 

11-237 Layanan infrastruktur air minum dimana cakupan layan penduduk terhadap air 
bersih Kota Padang Panjang baru mencapai 85,88 persen tahun 2021. Data 
tahun 2022 sudah tersedia, tapi masih mengacu pada data tahun 2021, 
disarankan menggunakan data tahun 2022. 
Data BPS tahun 2021 capalan air minum Iayak 98,45% dan tahun 2022 capaian 
air minum Iayak 98,09%. 
Data pada tabel 2.37 Capaian Pelayanan Air Minum Kota Padang Panjang 
Tahun 2018-2022 menunjukkan capaian air minum tahun 2021 sebesar 84,89 
dan capaian tahun 2022 sebesar 85,98 %. 
Ada perbedaan data antara tabel 2.37 dengan narasi halaman 11-237, dan juga 
dengan angka BPS. 
Mohon di pastikan kembali konsistensi data dan acuan data yang digunakan 
Di tabel IV-8 Program Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas 
Pembangunan dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program 
Arah kebijakan Peningkatan Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi Tahun 2024 
Terdapat beberapa program yang tidak sinkron dengan arah kebijakan, seperti 
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan 
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 
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Mungkin ada kesalahan penempatari dalam tabel, mohon di periksa dan 
diperbaiki 

Di tabel IV-8 Program Prioritas RKPD Tahun 2024 yang Mendukung Prioritas 
Pembangunan dan Keterkaitan Indikator Sasaran dengan Indikator Program 
Arab kebijakan Peningkatan Penyediaan Air Bersib Dan Sanitasi Tahun 2024 
Pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
Dengan indikator PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG TERLAYANI AIR 
MINUM PERPIPkAN, target yang ditetapkan adalah 91%, sementara pada bab 
II disampaikan Persentase penduduk berakses air minum tahun 2022 sebesar 
97,73%. Ada ketidaksinkronan data capaian tahun 2022 dengan target yang 
direncankan di 2024, mohon dianalisa lagi. 
Arah kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Berbasis Keluarga di tabel IV-
8 terdapat beberapa program yang tidak cocok dengan arah kebijakan, mohon 
diperbaiki. 

Pada tabel IV-8 juga terdapat double input program pada arab kebijakan yang 
berbeda, seperti Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Minum, 
Program Pengembangan Pemukiman, Program Pengeloiaan Dan 
Pengembangan Sistem Air Limbab dll. 
Secara normatif banyak terjadi double input pada tabel V-B, dikhawatirkan 
berpengaruh pada besaran pagu ketika dijumlahkan. 
Mohon di cek kembali 

Arab kebijakan Meningkatkan Kesiap Siagaan Menghadapi Bencana, Pada tabel 
IV-8, program yang tertulis adalah Program Pendaftaran Penduduk dengan 
indikator 
Persentase Dokumen Pendaftaran Kependudukan Yang Diterbitkan 
Dan OPD penanggungjawab Disdukcapil, mohon di perbaiki 
Pada tabel lV-8 mohon diperiksa kembali kesalahan-kesalahan dalam 
penempatan program, arab kebijakan dan OPD penanggungjawab 
Selain itu kegitanan Edukasi (KlE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar 
menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 
2023 yang ditindakianjuti dengan surat gubernur ke Bupatifwalikota perihal 
penguatan kegiatan edukasi bencana 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Perlu di sub bab 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Payakumbuh 
Tahun 2024, perlu di susun Arah Kebijakan ekonomi yang memuat secara explisit 
arab kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, 
tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran tumbub membaik dibandingkan hasil 
evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023 untuk pencapaian 
peningkatan kualitas 5DM yang ditunjukkan oleh 1PM 

111-35 Pada halaman 111-35, untuk Arah Kebakan Belanja Tahun 2024, sepenuhnya 
mengacu pada pasal 158 Permendari 86 Tahun 2021 yang mengatur: 

a. Prioritas I Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan 
Earmark 
Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi 
- Belanja wajib belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal mi adalah 
pencapalan target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni 
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, 



NO KALAMAN MASUKAN/SARANITANGGApAN 

ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan 
Sosial) 

- Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat 
adalah merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus 
dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa 

b. Prioritas II Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
Belanja program dankegiatan terkait dengan Vlsi dan Misi : yang diarahkan 
untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang teiah ditetapkan 

C. Prioritas Ill Belanja Program dan Kegiatan diluar Vlsi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

IV-20 Pada halaman IV-20 menyatakan bahwa Tema Rencana Kerja Pemerintahan 
Daerah Tahun 2024 yakni : "Peningkatan Kualitas 5DM dan Penguatan Ekonomi 
Masyarakat Untuk Pertumbuhan Inklusif Yang Berkelanjutan" untuk disertai 
dengan penjelasan serta asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat 
dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat 
menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun 
selanj utnya 

Pada Sub bab 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah Melalui Pendekatan Tematik, 
Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), menampilkan beberapa prioritas yakni 

a. Peningkatan Kualitas SDM yang Berkarakter 
b. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit 
C. Penangulangan Kemiskinan secara Terpadu 
d. Pengembangan Industri Kecil Menengah Unggulan melalui Kampung 

Rendang dan Kampung Tenun 
e. Penanggulangan dan Pengentasan Kawasan Kumuh Permukiman 
f Belakang Jadi Depan Melalui Penataan Kawasan Sepanjang Aliran 

Sungai Batang Agam 
g. Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
h. Festival Budaya Daerah (Payokumbuah Bagodang Festival) 
i. Revitalisasi nilai budaya (Kampuang Rumah Gadang) 

j. Percepatan Penurunan Angka Stunting 
k. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ 

Sustainable Development Goals (SDGs) 
I. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Untuk itu perlu di sinergikan dengan sub bab 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 
Kota Payakumbuh 2024 agar terkesan tidak berbeda dan berlainan, dan 
disarankan sebelum menampilkan priortas Pembangunan THIS agar terdapat 
narasi terlebih dahulu bbahwa priorotas pembangunan THIS mi merupakan 
penjabaran dan Priortas Pembangunan Kota Payakumbuh. 

IV-31 Pada Indikator Program Nilai Tingkat Kegematan Membaca Masyarakat, tertulis 
target indukator Kinerja 65000,00 %, diminta agar dicek kembali penulisan 
targetnya 
Pada table lV-1 telah disajikan tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026, akan 
tetapi masih ditemukan sasaran yang indikatornya masih belum cukup. Karena 
sasaran dan indicator ni sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana 
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Pembangunan Daerah. Perbaikan sasaran dan indicator mi dapat 
dipertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan kedepannya. 
Beberapa Saran perbaikan antara lain: 

Sasaran Indikator 
Meningkatnya pemberdayaan 
perempuan, perlindungan 
anak dan gender 

Indekse Pemberdayaan Gender (IDG) 

Call: Baru ada indicator yang mengukur 
pemberdaan gender dan Belum ada 
indicator yang men gukur pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak. 

Meningkatnya iklim usaha 
dan investasi di Kota 
Payakumbuh 

- 

Nilai Realisasi Investasi (Miliar Rupiah) 

Catt: Mengacu pada indicator sasaran 
yang ditetapkan Iebih tepatnya 
Men/n gkatnya Investasi di Kota 
Payakumbuh 

Meningkatnya pelayanan 
public yang Prima 

1. Indeks SPBE 
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (1KM) 

Dikarenakan kondisi yang diukur itu 
kualitas pelayanan public maka cukup 
diukur dengan 1 indicator yaitu Indeks 
Kepuasan Masyarakat (1KM) 

V-S Target indicator Nilai Evaluasi AKIP Kota di tahun 2024 ditargetkan A (8000). 
Untuk Predikat A dimulai pada angka > 80 atau minimal 80,01 (Permenpan 88 
Tahun 2021) 
Hal mi Perlu diperbaiki/disesuaikan kembali. 
Membandingkan table IV.8 dengan table IV.9 kami menemukan ketidaksamaan 
antara program yang mendukung prioritas yang sama pada kedua table tersebut. 
Hal ni perlu dicek kembali dan diperbaiki 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Pada Tabel Vl.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota 
Payakumbuh Tahun 2024, agar seluruh lndikator yang terkait dengan SPM harus 
mempunyai target 100% di tahun 2024 karena merupakan amanat Peraturan 
Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 
Pada Tabel Vl.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota 
Payakumbuh Tahun 2024 pada Bab VI RKPD Tahun 2024 agar dipastikan sama 
persis dengan Tabel VIII.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan 
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Kota Payakumbuh Tahun 2023 — 2026 pada RPD Kota 
Payakumbuh Tahun 2023.2026. 
Pada bab V, Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan 2 indikator untuk 
mengukur Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yaitu Nilai 
Evaluasi SAKIP dan Nilai 1KM. Perlu dicek dan diperbaiki kembali entrian pada 
Tabel Bab 5 karena belum semua OPO menyajikan kedua indicator tersebut 
untuk mengukur Program Penunjang Urusan Pemda. 
Perlu dicek kembali sub kegiatan yang indikatornya ditargetkan 0 dan 
anggarannya 0. 
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Perlu dilengkapi kembali sub kegiatan yang belum ada indicator dan target 
kinerjanya atau target kinerjanya tercatat 0, 

Masih ditemukan indicator kegiatan yang dirumuskan dalam kondisi yang ingin 
dicapai bukan dalam rumusan alat ukur misalnya pada V-li 3, V-li 5, V-121 dan 
V-122. Untuk indicator tersebut disarankan untuk di cek kembali dan diperbaiki. 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGApAN 

Evaluasi SPM Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal 
pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimai.Dari data pencapaian 
Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2022, masih banyak pelayanan 
dasar capaiannya dibawah 100%. Hal mi agar menjadi perhatian lagi untuk 
perencanan Tahun 2024. 

Review APIP dan lnspektorat telah di tanggapi dengan baik dengan adanya 
tanggapan/penjelasan, kelengkapan, revisi dan singkronisasi. 
Total Pagu perbandingan antara RPD dan RKPD, disini RKPD lebih tinggi dan 
RPD dan cukup signifikan gap nya. 

Ada 2 Program pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang 
memiliki target capaian tapi tidak memiliki pagu program: 
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat ->Target 3 
penghargaan 

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup -> Target 10 Kasus 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 26 Juni 2023 

Nomor : 005/453N1/P2EPDlBappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran : 2 (dua) berkas Bupati Lima Puluh Kota 
Perihal : Penyampalan HasH Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Lima di 

Puluh Kota Tentang Rencana Kerja Sarilamak 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima 
Puluh Kota Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor050/1021NllBapelitbang-LK12022 
tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kab. Lima 
Puluh Kota Tahun 2024, bersama ni disampaikan hat-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat tetah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 pada tanggai 22 Juni 2023 secara tatap muka 
di Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Lima 
Puluh Kota 

2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota segera melakukan penyempurnaan 
Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kabupaten Lima Putuh Kota Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa 
catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupatifwali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan BupatilWali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provmnsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tmndak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GURF{R S(JMATERA BARAT 

Y 
MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerab 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/453N1/P2EPD/Bappeda-2023 
26 Juni 2023 
Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang 
Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TIN DAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN VA TIDAK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 
diantaranya 

Peraturan Pemerintah 
Nornor 2 Tahun 2018; 

1' 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Wali Kota  

(Nama Bupati / Wall Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (il) "VA", jika masukan hasil fasilitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan basil fasilitasi TIDAK ditmndaklanjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki daiarn RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika basil masukan fasilitasi TIDAK 

ditindaklanjuti oleh Pemermntah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 SIJRAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR 050/453N1/P2EPO/Bappeda-2023 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL Penyampaian Hash Fashlitasi Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fashlitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 
16 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Lima Puluh Kota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Lima Puluh Kota Nomor 
050/1021N1/Bapelitbang-LK12022 tanggal 19 Juni 2023 perihal Fermohonan Fasilitasi 
Rancangan Akhir RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu: 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB Ill Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinenja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan 
RKPD menjadi Rancangan Akhbr RKPD, diantaranya: 

a. Kesepakatan sasaran dan prionitas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertal indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Lima Puluh Kota Tahun 2024. 

4. HasH pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E .35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. HasH review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi salah satu dasar pertimbangan 
dalam penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang RKPD 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. 

7. Matrik lindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasH reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Lima Puluh Kota sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan 
penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO KALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Konsiderans "Menimbang", kata "tahun" pada "tahun 2014"! ditulis dengan 
awalan huruf kapital. 

2. Dasar hukum oMengingat 

angka 5, frasa 'Berita Negara ... dst" dihapus, sesuai dengan angka 47 dan 
angka 48 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. 

3. Pasall: 

a. angka 4, rumusan diubah menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

angka 6 kata "disingkat" diubah menjadi "disebut" 
4. Pasal 2 ayat (3), frasa "dewan perwakilan rakyat daerah" ditulis dengan huruf 

awalan kapital. 
Hal mi sesuai dengan ketentuan angka 243 huruf g Lampiran II UU Nomor 12 
Tahun 2011: penulisan huruf awal dan kata, frasa atau istilah yang sudah 
didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, 
nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan 
Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam 
rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. 

5. Penandatanganan penetapan, nama pejabat yang menandatangani, ditulis tanpa 
gelar, sesuai angka 164 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 yang 
menyebutkan bahwa: 
Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundangundangan 
memuat: 
a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan; 
b. nama jabatan; 
c. tanda tangan pejabat; dan 
nama Iengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, 
golongan, dan nomor induk pegawai. 

6. Penandatanganan pengundangan, pada akhir rumusan "SEKRETARIS 
DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA', ditambahkan tanda baca koma, 
sesuai dengan angka 169 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. 



2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

BAB I hal 1-7 Dasar hukum: 
a. ditambahkan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah". 
untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik 
koma serta ditambahkan kata 'dan" yang diletakkan di belakang dasar hukum 
kedua dan dasar hukum terakhir. 

2 Naskah Rancangan Peraturan Bupati diketik menggunakan paragraph dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke hurufakhir 
2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 
2022. 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 BAB II masalah evaluasi dan bab IV sasaran dan pnionitas pembangunan 
Dapat sielaraskan antara capaian yang di evaluasi dengan tindakan yang akan 
dilakukan di BAB IV 
Sehingga tUdak menimbulkan banyak opsi yang akan diapungkan dalam 
menyelesaikan masalah, mengingat ketenbatasan ruang gerak fiscal dan target 
nasional yang menjadi beban daerah disamping beban pelaksanaan pilkada 
serentak di 2024 

2 II -29 Tabel 2.32 PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Dan Provinsi 
Tahun 2018-2022 (ribu rupiah) 
Belum ada narasi terkait dengan kenapa terjadi kenaikan, apa yang memicunya 

3 II -30 Begitupula apda Tabel 2.33 PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Lima Pulub 
Kota dan Provinsi Tahun 2018-2022 (ribu rupiah), narasinya sangat minim sekali. 

4 II -44 Grafik 2.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Th Menurut Kabupaten, 
Provinsi dan Nasional Tahun 2018 — 2022, mungkin bisa diperbaiki ada yang 
terpotong dan tampilannya 

5 II -64 Standar Pelayanan Minimum (5PM), kami lihat lima puluh kota ada beberapa 
5PM PU dalam agar dilihat kembali capaiannya dengan yang ada pada masing-
masing table 5PM dengan Narasi dan grafik 2.26 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKAN!SARANJTANGGAPAN 

Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan 
bab Ill disarankan unutk memuat arah kebijakan keuangan terhadap pencapaian 
tema (potensi unggulan belum nampak) tahun 2024 disamping juga memuat 
pelaksanaan Pilkada 2024 Pemantapan Stabilitas Perekonomian Daerah 
Berdasarkan Potensi Unggulan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia 
Yang Berdaya Saing 

2 Penyelarasan tema dengan arah kebijakan ekonomi dan kebijakan keuangan 
bab Ill disarankan unutk memuat arab kebijakan keuangan terhadap pencapaian 
tema tahun 2024 disamping juga memuat pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai 
dengan SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 
900.1.9.1143515J TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANIAAN 
KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN 
WAKIL BUPATI SERTA WALl KOTA DAN WAKIL WALl KOTA TAHUN 2024 



NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

dimana harus memenuhi porsi 40% pembiayaan di tahun 2023 dan 60% di tahun 
2024 

3 1. agar tetap mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib 
dan mengikat terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang 
seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 

2. untuk terus berkomitmen menjaga konsistensi dan kesesuaian antara 
dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu RKPD, KUNPPAS dan 
APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah alokasi belanja dalam RKPD dengan 
KUN PPAS serta APBD terus diupayakan tidak memiliki deviasi yang 
tidak rasional 

3. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah 
secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Tahun 2026) harus mengetatkan 
belanja pegawai jadi 30% Harus ada kiat menurunkan belanja pegawai 

4. Minggu ke 2 Juli KUA PPAS sudah harus ditetapkan, hendaknya semua 
mandatory spending, program nasonal dan lainnya sudah dihitung 
secara proporsionla pada RKPD 

5. BKK yang diajukan diharapkan mendukung program provinsi tidak hanya 
program Kab/Kota 
Tahun 2024 

4 Sistematika Bab Ill RKPD Kab. Lima Puluh Kota secara umum telah sesuai 
dengan Permendagri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa tabel 
yang mesti tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagaimana mestinya. 
Namun demikian, daiam kesempatan ni terus dHngatkan bahwa sesuai 
ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017, maka sistematika penulisan Bab Ill RKPD sekurang-kurangnya disajikan 
sebagai berikut: 
BAB Ill KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai 
berikut: 
> Tabel T-C.20. 
> Tabel T-C.21. 
Tabel T-C.22 

5 Hal Ill-B s.d 
111.27 

Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

6 Hal 111-24 label 3.13 Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 
2021 - 2025 tidak direncanakan alokasi SiLPA untuk TA 2024 dan 2025, 
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar menghitung kembali apakah benar 
SiLPA memang tidak akan dialokasikan. 

7 Hal 111-30 Total proyeksi belanja tahun 2024 sebesar Rp 1.228.298.345.192,00 belum 
konsisten dengan Total Pagu SKPD pada Tabel dalam Bab V sebesar 
Rp1 .641.534.768.168,00 

B Kebijakan Belanja Daerah 
Dalam kebUakan Belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota mi 
agar terus memperhatikan: 
V Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar 

pelayanan minimum (5PM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuha 5PM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri 
sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman 
Penyusunan APBD TA. 2022. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

v' Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 
alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat mi 
kebutuhan belanja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 58,41% 
Belanja pegawai Rp. 717.466.172.254,00 
Total Belanja Rp1 .228.298.345.192,00 
Persentase 5841% 

V Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% 
dan alokasi belanja daerah. 

V Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan 
pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Alokasi Dana Desa untuk Pemenintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dan 
Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. 

Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota agar tetap 
mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat 
terlebih dahulu sebelum menganggarkari belanja lain yang seperti hibah, 
bantuan sosial dan bantuan keuangan. 

Pada Rancangan Akhir RKPD mi sudah terlihat arah kebakan dan komitmen 
belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu 
dan pemilukada serentak tahun 2024. Karena itu, hal mi agar tetap menjadi 
perhatian dalam narasi dalam Bab Ill dan bab V Rancangan Akhir RKPD 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024. 

9 Kembaii diingatkan agar Pemerintah Kabupaten Solok untuk terus berkomitmen 
menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan 
penganggaran yaitu RKPD, KUNPPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah 
alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan 
tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. 

5. BAB IV 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Pada Bab V label Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana 
Kerja Pemenmntah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengelolaan 
Sumber Daya Air (SDA) dengan Indikator Program Persentase luas daerah 
irigasi dalam kondisi baik 79,92 % dengan pagu anggaran 0 namun form 2 pagu 
dana untuk program mi adalah Rp. 26.650.000.000 (mohon untuk croscek 
kembali) 

2 Pada V label Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Program Pengelolaan 
Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Indikator Program 
Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum 86,42 %,dengan 
pagu anggaran 4.100.000.000namun pada Form 2 pagu program Rp. 
9.548.100.000 (mohon untuk dicroscek kembali) 

3 Pada Bab V label Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Penataan 
bangunan gedung Persentase Bangunan Gedung yang layak 77 % dengan pagu 
masih nol namun pada Form 2 untuk program mi 32.696.940.000 (mohon untuk 
dicroscek kembali) 

4 Pada Bab V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program 
Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi 
mantap 59,95 % pagunya masih nol namun pada Form 2 pagu untuk program mi 
Rp. 164.110.600.000 (mohon untukcroscekkembali 

5 Pada V Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Program Pengembangan Jasa 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Konstruksi dengan indikator Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina 100 
% dengan pagu anggaran 460.786.000, namun pada Form 2 untuk Program 
pagu mi Rp. 1.303.336.000 (mohon untuk croscek kembali) 

6 BABV Tabels-2, 
Belanja untuk kelompok pertanian Iebih kurang 3 % dan total anggaran daerah, 
mungkin mi bisa dilihatkembali,karena di provinsi ada progul 10% untuk pertanian 
dan APBD 
Belanja OPD dinas Sosial 0,27 % mungkin bisa dilihat kembali, karena 
permasalahan sosial di daerah sangat komplek yangmembutuhkan intervensi 
pemerintah, apalagi sosial mi merupakan 5PM yang harus dilaksanakan 
Dan beberapa OPO lainnya yang mesti perhatikan, karena itu mesti dilihat 
kembali alokasi masing-masing OPD sesuai dengan prioritas yang telah buat 
untuk pelaksanaan tahun 2024 

Agar dilakukan pemeriksaan antara tabel 5-2 dengan tabel program sub kegiata 
dan pendanaan rencana kerja pemerintah daerah untuk melihat kesesuainya 
termasukjumlah dan totalnya. 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 Form 2 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan 2024 Kab. Lima Puluh Kota, dan 
table banyak yang tidak singkron, mungkin bisa dipersentasekan berapa 
ketidaksingkronannnya dan ben penjelasan sesual dengan adanya koloni 
keterangan. 

2 Form 5 Daftar keselarasan pencapian indikator kinerja makro pembangunan provinsi 
dengan kabupaten kota, ada ketidak sesuainnya, kami berharap ketidak 
sesuain tersebut bisa diberi keterangan sesuai dengan kolom keterangan pada 
format table, sehingga bisa dimengerti alasan perbedaan tersebut 

3 Form Iainnya Belanja pegawai agar di buat persentasenya dan total belanja APBD 
Pagu anggaran untuk total urusan pendidikan dan kesehatan belum terlihat. 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

PRAMUSRENBANG PROVINSI 
Kesepakatan Pra Musrenbang untuk dapat diakomodir dalam RKPD 2024, dengan 
rincian kesepakatan 

Usulan Pra Musrenbang 
Prov Dukungan Kegiatan APBD 

Kab./Kota 

Kesepakatan 
Anggaran pada 

Pra 
Musrenbangprov 

Rekonstruksi Jalan Panjang 
jalan yang dilakukan 
rekontruksijalan 12KM 

Rekonstruksi Jalan Panjang 
jalan yang dilakukan 
rekontruksijalan 5KM 

10,000,000,000 

Palupuh - Puagadih Koto 
Tinggi (Kab. Sijunjung - 
Kota Sawahlunto) 

Pemeliharaan Berkala Jalan 
Panjang Jalan yang Dilakukan 
Pemeliharaan Secara Berkala 
7KM Muaro - Talang Anau, 
Koto Tinqqi - SP.SEI. Dadok 

13,000,000,000 

Penggantian Jembatan 
Panjang jembatan yang 
diganti (Jembatan Titian 

Rekonstruksi Jalan (SP.SEI. 
Mangkirai - SEI. Mangkirai) 

10,000,000,000 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Sambung, Koto Tinggi 
Gunuang Omeh) 

Penyediaan Perlengkapan 

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 712,495,550 
Jalan di Jalan Provinsi Bts. Jumlah Perlengkapan Jalan di 

Payakumbuh - Suliki- Koto Jalan Kabupaten/Kota yang 

Tinggi Kota Payakumbuh - Tersedia ilOunit 

Kab. 50 Kota 

Pembangunan Sistem Pembangunan/Penyediaan 376,580,000 
Pengelolaan Air Limbah Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Domestik Terpusat Terpusat Skala Permukiman 
Peningkatan ,Jaringan Peningkatan Jaringan Irigasi 720.000000 
Irigasi Permukaan (Di Permukaan (D.I Emp Baru 
Batang Lampasi Kabupaten Nagari Koto Baru 
50 Kota Kota Payakumbuh) Simalanggang Kec. 

Payakumbuh) 
Perbaikan Rumah Tidak Perbaikan Rumah Tidak Layak 2,745,000,000 
Layak Huni dalam Kawasan Huni 
Permukiman dengan Luas 
10 (Sepuluh) Ha sampai 
dengan di Bawah 15 (Lima 
Belas) Ha 

2 Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 bahwa Kegiatan Prioritas 
Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 
Hidup dengan Program Daerah adalah Pengelolaan Persampahan dan Kabupaten 
Lima Puluh Kota adalah sala satu Kabupaten yang memanfaatkan TPA Regional 
Payakumbuh yang pada saat mi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui 
Kementerian Pekerjaan Umum sedang mempersiapkan persayaratan administrasi 
untuk Loan terkait dengan TPA Regional Payakumbuh. 
Konsep yang disung dalam konsep loan mi adalah pembangunan TPST dan 
Peningkatan TPA Regional. 
Untuk itu dimintakan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat mengoptimalkan 
penggunaan TPST yang ada sehingga sampah yang diangkut ke TPA Regional adalah 
residu. Untuk itu dimintakan kepada Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 
mengoptimalkan peanggaran terhadap pemeliharaan dan pengoperasian TPST serta 
untuk menganggarkan Rp. 1,4 Milyar sesuai dengan kesepakatan sharing apabila dana 
loan tidak disetujui. 

3 Memprioritaskan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan edukasi 
kebencanaan di satuan di seluruh jenjang pendidikan serta Penyusunan Peta Resiko 
Bencana 

4 Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor43 tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis 
Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Menindaklanjuti hasil rapat 
Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kota 
Sawahlunto yang lalu, disarankan untuk menjadikan kesepakatan tersebut menjadi 
prioritas di RKPD Kabupaten limapuluh kota yakni Pencegahan Peredaran Narkoba, 
Penyebaran HIV AIDS dan Pemberantasan LGBTarapkan adanya dukungan dan 
Pemerinta Kota Solok dalam pencapaian target lndeks Pelayanan Kepemudaan (lPP) 
salah satunya melalui Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan, karena mi juga 
masuk salah satu proritas didalam Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 

5 Dalam penanganan stunting, kami meeberikan paresiasai kepada kabupaten limapuluh 
kota yang sangat baik dalam penanganannya, tentunya kedapan bisa Iebih baik lagi 
untuk bisa mencapai angka yang telah ditetapakan secara nasional untuk 
penurunannya, untuk kami mengharapkan agar Kabupaten limapuluh kotadalam 
penanganan stunting memprioritaskan yakni 

1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pangan Lokal 

2. Pengadaan Antropometri 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan di Posyandu 

Mohon disampaikan tagging kegiatan untuk percepatan penurunan stunting 

6 Anggaran untuk paskibrakajuga harus dimasukan sesuai dengan Perpres Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui 
Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka. Paskibraka dilakukan oleh Dinas 
Kepemudaan di daerah dan beralih ke Badan Kesbangpol Daerah. 

7 Untuk urusan pendidikan dalam mendukung program unggulan provinsi sumatera barat 
dalam bidang penanganan sanitasi sekolah yang baik, tentunya kami berharap 
kabupaten sijunjung bisa mendukung program mi sesuai dengan kewenangannya 
untuk pendidikan dasar dan menengah pertama. 

8 Kita tahun bahwa adanya kewenangan di urusan pendidikan, namun kami berharap 
ada koloborasi antara pemerintah daerah, SMA dan SMK yang merupakan 
kewenangan provinsi namun tidak ada masalah kalau kabupaten bisa memberikan 
perhatian terhadap mutu SMA dan SMK yang ada diwilayahnya, kami mengucapakan 
terima kasih kepada kabupaten Sijunjung yang sudah komit dalam mendukung mi, 
tentunya kami berharap untuk seterus kerjasama mi bisa berjalan dengan baik 

9 Penurunan Emisi GRK memang belum ada data nya kabupaten / kota namun kegiatan 
nya sudah ada, pada beberapa OPD antara lain, Pertanian,LH, Perhubungan, 
peternakan, PU (CK). Kegiatan itu berupa: Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan 
UPO, Uji emisi pada kendaraan, operasi langit biru, pengelolaan limbah dan lain 
sebagainya. Kegiatan-kegiatan mi yang nanti dilaporkan ke Provmnsi melalui OPD 
terkait, yang nantinya akan di masukan dalam mitigasi yang dilakukan daerah. 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 26 Juni 2023 

NJomor 005/4521V1/P2EPDfBappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran 2 (dua) berkas Bupati Pasaman 
Perihal : Penyampalan F-lash Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati di 

Pasaman Tentang Rencana Kerja Lubuk Sikaping 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pasaman Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Pasaman Nomor 050/417/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 
20 Juni 2023 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Pasaman 
Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-ha; sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Pasaman tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Pasaman Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten 
Pasaman. 

2. Pemerintah Kabupaten Pasaman segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hash 
fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasU fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupatifwalikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

G1BERt4UNR SUMATERA BARAT 
/ 

MAHYELOI 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I : SURAT GUBERN(JR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/452N1/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL :26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN PASAMAN 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (5) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 
diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1-8 

2.  

Dst 

2023 

Bupati / Wali Kota  

(Nama Bupati / Wali Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi dmisi dengan tanda cek (V) "VA", jika rnasukan hasH fasiiitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda cek () "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditmndakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halaman hash tmndak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi rnemuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil rriasukan fasihitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalarn RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 050/452/VI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGGAL :26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara engkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 21 .Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Pasaman kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Pasaman Nomor 
050/417/P2EPD/Bappeda-2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Mohon Fasilitasi Rancangan 
Perkada RKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

BeritaAcara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BAtanggal 21 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Pasaman Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD 
menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya: 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Pasaman Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPO tentang Rancana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 



b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 

c. Perubahan kondisi mendasarterkait bencana alam danlatau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hash review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh Inspektorat Kabupaten Pasaman menjadi sarah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Pasaman tentang RKPD Kabupaten 
Pasaman Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan basil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Pasaman sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan daiam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKANJSARANffANGGAPAN 

Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan 
angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke hurufakhir 
2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

2 Dasar Hukum 
"Mengingat" 
angka 6 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 4 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor ); 

3 Konsideran 
"Menimbang' 

Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomon 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

4 Pasal 3 ayat (1) 
huruf b 

Kata "memeuat" diubah menjadi "memuat". 

5 Ditambahkan 
Pasal 6 baru, 
sehingga Pasal 
selanjutnya 
menyesuaikan 

Pasal 6 
(1) RKPD Tahun 2024 dapat diubah apabila berdasarkan basil pengendalian 

dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan 
perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 

(2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
6 Bab I, 1.2. 

Dasar Hukum 
Penyusunan 

Angka 1 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagal berikut: 
Undang—Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 
Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di 
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 
Angka 4 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang—Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 
Angka 9 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6402); 
Angka 14 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
Nomor....) 

Angka 15 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 
Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun .... Nomor ....) 
Angka 16 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
16. Peraturan Menteri Dalani Negeri Nornor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun .... Nomor ....) 
Angka 19, Apakah tidak ada tambahan Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasamannya. 
Angka 20, Apakah tidak ada (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman 
Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 

Nomor ...). 
Angka 21, Apakah tidak ada tambahan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pasamannya. 
Angka 22, angka 23 dan angka 24, Apakah tidak ada Lembaran Daerah 
Kabupaten Pasaman 
Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 

Nomor ...). 
7 Bab I, 1.2. 

Dasar Hukum 
Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan dalam Landasan Hukum 
penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. 

2. BAB I 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar Iengkap sesuai dengan 
pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dan  



NO HALAMAN MASUKAN/SARANTANGGAPAN 

a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dan Karakteristik lokasi dan 
Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dan Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olabraga 

C. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Pen u njang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas vVilayah/Infrastruktur, IkJim Berinvestasi, 
Sumber Daya Manusia 

Indikator kinerja daerah pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di 
sajikan per urusan agar telah mengakomodir seluruh indicator kinerja pada label 
6.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 

Kondisi saat mi masih terdapat ketidaksesuaian antara indicator kinerja per 
urusan yang dievaluasi pada sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum dengan 
indicator kinenja pada label 6.2. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pasaman 
lahun 2024, untuk itu agar dapat disesuaikan kembali sub bab 2.1.3. Aspek 
Pelayanan Umum beserta narasinya antara lain urusan Pendidikan, urusan 
Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Urusan Pariwisata (untuk di 
perhatikan juga pada urusan/fungsi lainnya) 

Pada sub bab 2.2.2. Evaluasi lerhadap Capaian Indikator Kmnerja Utama, agar 
di narasikan per misi sehingga Analisa yang dilakukan dapat menjadi input untuk 
perumusan permasalaan pembangunan tingkat daerah 
Pada Sub bab 2.2.3. Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Daerah terjadi 
pengulangan dengan bab-bab sebelumnya, untuk itu agar dapat ditinjau kembali 
dan disesuaikan agar tidak terjadi tumpeng tindih penjelasan 
Pada sub bab 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Pnioritas 
dan Sasaran Pembangunan, telah ada narasi permasalahan, namun belum ada 
hubungan dengan target-target pada masing-masing Prioritas 2022 yang telah di 
susun pada RKPD 2022, antara lain: 

a. Prioritas 1. Mengmntegrasikan Nilai-Nilai Keagamaan kedalam Kegiatan 
Pemerintahan dan Kehidupan Masyarakat, dengan 
- Penumbuh kembangan pendidikan keagamaan di sekolah dan 

lembaga pendidikan Keagamaan 
- Gerakan 1000 lahfidz 
- Himbauan Shoiat (Subuh) Berjamaah 
- Menjadikan Islamic Center sebagai pusat kegiatan keagamaan di 

kabupaten Pasaman 
- Memakmurkan mesjid di seluruh Kabupaten Pasaman melalui 

pengaktifan remaja masjid dan majelis taklim 
- Asma'ul husna untuk semua tingkat pendidikan formal 
- Peningkatan kapasitas serta pemberian insentif Imam, Mubaliq, Guru 

TPQ/MDTA 
b. Prioritas 2. Meningkatkan Peran Tokoh Adat Dalam Pelestarian Adat 

Istiadat Dan Budaya, dengan focus: 
- Peningkatan peran lembaga adat melalui Peningkatan Kapasitas 

Pemangku Adat 
- Fasilitasi, koordinasi dan ketersediaan sarana prasarana adat 
- pelestarian peninggalan sejarah, cagar budaya, seni dan kebudayaan 

nagari 
c. dan prioritas lamnnya. 
Untuk itu disarankan disajikan evaluasi terhadap prioritas pembangunan 
tahun 2022 sebagai bahan rumusan permasalahan yang akan diangkat pada 
RKPD lahun 2024 

Pada sub bab 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintah Daerah, yang disajikan dengan label 2.123. Identifikasi 
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, terdapat kolom 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

RPJMD dan RKPD, untuk itu di sarankan diganti dengan permasalahan pokok 
dan akar permasalahan 

Pada sub 2.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024 disajikan 
beberapa isu strategis yang bersumber dan permasalahan pembangunan yang 
di tampilkan pada sub bab sebelumnya, untuk itu perlu di perhatikan dan 
mempedomani Permendagri nomor 56 Tahun 2017 bahwa terdapat perbedaan 
antara permasalahan dengan isu strategis, yakni sebagai berikut 

a. Pasal 163 bahwa Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat 
menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah. 

b. Pasal 164 bahwa Isu strategis Daerah dirumuskan berdasarkan 
penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen 
rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah dan lebih 
lanjut di jelaskan bahwa Rumusan isu strategis Daerah harus dapat 
menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, 
nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak 
terhadap Daerah 

c. Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, 
khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen 
pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, 
sehingga dan rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi 
berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang 
dicapai saat mi dengan yang di rencanakan 

d. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah 
maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis Iebih 
berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah 
saat mi, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat 
dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga 
dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan 
jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan 
yang signifikan 

Untuk itu disarankan, bahwa penumusan isu benar-benar memperhatikan suatu 
kondisi yang berpotenasi menjadi masalah (belum menjadi masalah) 

11-69 Data dan Sicalmers dan EHRA untuk tahun 2022 capaian air minum layak di 
Kabupaten Pasaman adalah 83,30% dan sanitasi layak sebesar 64,67% 
Sedangkan data BPS untuk capaian air minum layak sebesar 7577% dan 
sanitasi layak sebesar 42,81%. 
Pada narasi BAB II halaman 11-69 disampaikan capaian akses air minum layak 
dan akses sanitasi Kabupaten Pasaman sampai tahun 2022 adalah 82,46 % dan 
52,46 %. Data mi berbeda dengan data sicalmers dan BPS, mohon dipastikan 
lagi sumber data yang dipakai. 

11-189 Peraturan yang disebutkan dalam narasi 
Sarana prasaran air minum merupakan standar pelavanan minimal vanq 
ditetapkan melalui Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018, sehinuqa sektor air 
minum dan sanitasi harus memenuhi ketentuan menqenal ienis dan mutu 
pelavanan dasar" 
agar diganti dengan Permendagri nomor 59 tahun tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Ill-i ,Judul Bab 
Agarjudul Bab Ill yang tertulis: 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, disempurnakan 
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menjadi: 
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 

111-5 sld 111-6 3.1.3. Kondisi dan Arahan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Pasaman 
Narasi terkait penjelasan proyeksi perekonomian Pasaman Tahun 2024 sangat 
minim dan porsinya kurang berimbang dengan porsi penjelasan kondisi 
perekonomian daerah masa lalu. Karena itu disarankan untuk menambah 
bahasan dan narasi terkain proyeksi perekonomian tahun 2024 

111-6 s/d 111-23 Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi Iingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada 

111-6 Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara explisit arah kebijakan 
yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat 
kemiskinan, tingkat pengangguran serta 1PM tumbuh membaik dibandingkan 
hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023 
Pada sub bab 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Daerah, maka agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk sepenuhnya 
mengacu pada pasal 158 Permendari 86 Tahun 2021 yang mengatur: 

a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan 
Earmark 

Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi 
- Belanja wajib belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal mi adalah 
pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni 
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, 
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan 
Sosial) 

- Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, dan penjabaran Iebih detail yakni belanja mengikat 
adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus 
dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa 

b. Prioritas II: Belanja Program dan Kegiatan terkait Vlsi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
Belanja program dankegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan 
untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan 
pada Bab VI pada label 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu 
Indikatif 

Agar dipmndahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I 
c. Prioritas Ill : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala 

Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
111-8 label 3.4 

I	Agar memperbaiki tabel 3.4 dengan mempedomani judul tabel dan format 
tabel sebagaimana 1.0-20 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data 
series pendapatan adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 dan 
proyeksi 2024-2025. 

/ Agar dipertimbangkan untuk Pendapatan yang belum ada ketetapannya 
pasti sebaiknya dikeluarkan dan perhitungan seperti pendapatan tranfer 
khusus dan pemerintah pusat (OAK) dan Pendapatan hibah. 

Agar pemerintah Kabupaten Pasaman hati-hati dan lebih cermat dalam 
memproyeksi target PAD tahun 2024, terutama pendapatan yang berasal dan 
Pendapatan Bunga/Pendapatan Giro karena kemungkinan potensi untuk 
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pendapatan bunga/giro tersebut tahun 2024 akan sanhgat terbatas akibat pola 
penyaluaran transfer ke daerah. Idle money di tahun 2023 dan 2024 relatif kecil 
bile dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

111-14 Tabel 3.6 
IAgar memperbaiki tabel 3.6 dengan mempedomani judul tabel dan format 

tabel sebagaimana T.C-21 lampiran Permendagri 86/2017. penyajian data 
series belanja adalah realisasi 2021 -2022, tahun berjalan 2023 dan proyeksi 
2024-2025. 

IPorsi belanja pegawai sebesar 45,14% dimana nilai mi relatif masih tinggi 
dan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dimana 
porsi belanja pegawai agar diturunkan secara bertahap menjadi setinggi-
tinginya 30% dan belanja. 

V Belanja modal lahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan, 
karena itu disarankan untuk meningkatkan belanja modal terutama untuk 
infrastruktur palayanan publik. 

Total belanja di label 3.6 pada Bab Ill agar nilainya menjadi acuan bagi total 
alokasi pagu SKPD di Bab V. 

111-19 Tabel 3.8 
I	Agar memperbaiki tabel 3.8 dengan mempedomani judul tabel dan format 

tabel sebagaimana T.C-22 lampmran Permendagri 86/2017. penyajian data 
series pe,biayaan daerah adalah realisasi 2021-2022, tahun berjalan 2023 
dan proyeksi 2024-2025. 

Agar nilai penggunaan SILPA dihitung secara cermat sesuai dengan 
kemampuan nil daerah. 

111-22 Pada Paraghraf akhir halaman 111-22 terdapat kebutuhan belanja prioritas 
Pemenmntah Daerah di tahun 2024 yang akan direncanakan, disarankan 
dimasukkan pada kebijakan belanja daerah, jangan dinarasikan secara terpisah 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKANISARAN/TAN(3GAPAN 

IV-21 Pada Halaman IV-21 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 
2024 yaitu: "Percepatan Pembangunan Sektor Strategis untuk Pertumbuhan 
Ekonomi yang lnklusifdan Berkelanjutan", maka diharapkan tema yang disusun 
disertai dengan penjelasan serta asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 
2024 dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan 
dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun 
selanjutnya 
Penyajian Misi 3 pada table 4.1 (meningkatkan...) dan 4.2 (mewujudkan 
peningkatan...) berbeda. Perlu di reviu dan diperbaiki. 
Terdapat perbedaan antara sasaran yang disajikan pada table 4.7 dengan label 
4.2. Pada table 4.7 disajikan 18 sasaran sementara pada table 4.2 disajikan 13 
sasaran. Diminta untuk di cek kembali dan diperbaiki 

lV-30 Pada Tabel 4.3 Persandingan Prioritas Pembangunan dengan 
Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Pasaman Tahun 2024, 
disampaikan permasalahan urusan pekerjaan umum diantaranya 
Belum seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman yang terlayani akses air minum 
(84%), dan Masih rendahnya akses sanitasi di Kabupaten Pasaman (59%) 
Data capaian yang disampaikan dalam tabel mi berbeda dengan data capaian 
pada narasi di halaman II -69 

Arah kebijakan flskal tahun 2024 adalah menjaga kualitas belanja agar efisien, 
produktif bagi percepatan infrastruktur, dengan artian lebih luas untuk percepatan 
mi tidak ada pembangunan infrastruktur baru, lebih kepada penyelesaian 
pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan. 
Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), Pelatihan 
Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar menjadi prioritas dan 
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ditambahkari anggarannya sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB 
bulan Mei 2023 yang ditindaklarijuti dengan surat gubernur ke Bupati/walikota 
perihal edukasi bencana 

6. BAB V 

7. BAB VI 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capalan Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 
yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Pasaman telah terakomodir 
seluruhnya pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap 
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman 
Tahun 2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD 
Tahun 2024 
Target tahun 2024 Indikator kinerja Tingkat Produktivitas tenaga kerja 
ditargetkan n.a. Terhadap kondisi mi dimmnta untuk diperbaiki 

8. Form Lainnya 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Review APIP dan Inspektorat telah di tanggapi dengan baik dengan adanya 
tanggapan/penjelasan, kelengkapan, revisi dan singkronisasi 
Jawaban tentang kesesuaian pencantuman target kinerja sasaran dan program 
dalam rancangan akhir RKPD tahun 2023 dengan RPJMD 2021-2026 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/ 437N1/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal : Penyampaian HasH Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Wall Kota 
Sawahiunto Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto 
Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Wall Kota Sawahlunto 

di 
Sawahiunto 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Wall Kota Sawahiunto Nomor 050/185/Barenlitbangda-Swl/2023 
tariggal 15 Juni 2023 perihal Fasilitasi RKPD Kota Sawahiunto Tahun 2024, bersama mi 
disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wall Kota Sawahlunto tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kota Sawahlunto Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 
2024 beserta pejabat dilingkup Pemermntah Kota Sawahlunto, 

2. Pemerintah Kota Sawahlunto segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahiunto 
Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provmnsi ditetapkan dan/atau paling ama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hash fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupatifwalikota dan mengunggah (upload) file Peraturan BupatifWali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUBERNUR SUMATERA BARAT 

/ 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NO MO R 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 437 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Fenyampalan Hash Fasilitasi Rancangan Feraturan Wall Kota Sawahlunto Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahiunto Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KOTA SAWAHIUNTO 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 
diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

.7 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Wali Kota  

(Nama Bupati / Wali Kota 
Keterangan: 

1. Koiorri ni memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom ni memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hash fasihitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi dhisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

S. Kolom mi memuat halaman hasil tmndak lanjut yang sudah diperbaiki dalarn RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hash masukan fasilitasi TIDAK 

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 

NOMOR 
TA N G GAL 
PERIHAL 

SLJRAT GUBERNIJR SUMATERA BARAT 

050/ 437 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Wall Kota sawahlunto Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahiunto Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA SAWAHLUNTO TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wan Kota Sawahlunto tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 
18 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Wali Kota Sawahlunto kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wall Kota Sawahlunto Nomor 
050/185/Barenlitbangda-Swl/2023 tanggal 15 Juni 2023 perihal Fasilitasi RKPD Kota 
Sawahlunto Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaltu 

BAB I Pendahuluan: 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB Ill Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BAtanggal 20 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Sawahlunto Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi 
Rancangan Akhir RKPD, diantaranya: 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota 
Sawahlunto Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas nil keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2023; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemenintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasarterkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Penierintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dirnaksud ada!ah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh lnspektorat Kota Sawahlunto menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wali Kota Sawahlunto tentang RKPD Kota 
Sawahiunto Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hash reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Wall Kota Sawahiunto sebagal bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang saiah satu area intervensinya adaiah perencanaan dan 
penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN!TANGGAPAN 

1.  Konsiderans "Menimbang", huruf "t" pada kata "tahun 2023", ditulis dengan 
awalan huruf kapital 

2.  Pasal 1 angka 7, kata "disingkat" diubah menjadi" disebut" 
3.  Pasal 4 ayat (2), rumusan diubah menjadi: tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wail Kota mi. 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

BABI, hal. I-i 
(Paragraf I) 

Pengacuan agar disesuaikan dengan angka 272 Lampiran II UU 12/2011, 
sehingga rumusan diubah menjadi: Perencanaan pembangunan daerah 
merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui 
urutan pilihan, yang mehbatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu 
tertentu di Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal I anyka 22 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemenintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemenintah 
Daerah. Untuk teknik pengacuan agar: gunakan frasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat 

2 Bab I, hail-i 
(Paragraf 3) 

Penulisan peraturan perundang-undangan serta pasal yang diiningi nomor, ditulis 
dengan awalan huruf kapital (hal mi juga berlaku untuk rumusan-rumusan 
lainnya). Sehingga rumusan diubah menjadi: salah satu dokumen perencanaan 
pembangunan yang diwajibkan adaiah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD). Hal mi sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermntahan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang 
menyebutkan bahwa dokumen perencanaan daerah terdiri atas Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD). 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

3 BAB I hal 1-2 
(paragraph 5) 

Kata "instruksi" ditulis dengan awalan huruf kapital. 

4 BAB I hal 1-4 Dasar hukum "Mengingat": 

angka 2, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional danfatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). 
Angka 3, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87! 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). 

Angka 8, rumusan diubah menjadi: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856). 
Angka 9, ditambahkan rumusan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran 
Negara. 
Atau dalam hal tidak akan dicantumkan frasa "Lembaran Negara" dan 
"Tambahan Lembaran Negara", maka rumusan "Lembaran Negara" dan 
"Tambahan Lembaran Negara" yang tercantum dalam dasar hukum pada Bab I, 
dihapus, agar sinkron. 

Angka 14 dan angka 19, frasa "Republik Indonesia" dihapus. 
Angka 15, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender Di Daerah. 

Angka 18, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 
Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah. 

5 Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan 
nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, 
tunjangan, insentif, disinsentif dan remunerasi Iainnya, nominal atau besaran 
rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, 
kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel. 

6 Hal. 1.8 Hubungan RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 dengan RTRW Kota Sawahlunto 
Tahun 2012-2032 yang masih mengacu pada RTRW Kota sawahlunto 2012-
2032, hal mi sangat berpengaruh dan berdampak pada informasi aspek geografis 
dan demografis yang keliru dalam penetapan Rencana Pembanguan Daerah. 



3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

11-16 Tabel 2.11 Data Penduduk Berdasarkan .Jenis Pekerjaan Kota Sawahlunto 
Tahun 2022, pada nomor 7 (agama dan kepercayaan tidak termasuk jenis 
pekerjaan, agar diperhatikan kembali) 

2 11-18 Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut KabupatenfKota Di Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2018 —2022 Terlihat kota sawahiunto dalam rentang 5 
tahun terakhir menunjukan peringkat 5 terendah di sumbar, dan mi menjadi hal 
yang perlu menjadi perhatian, untuk itu potensi-potensi yang selama mi menjadi 
penyumbang PE di sawahiunto perlu dilakukan perubahan-perubahan 

3 11-26 Laju Inflasi Kota Sawahiunto Dengan Menggunakan Laju Implisit PDRB 
Menurut Lapangan Usaha dan Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 

Mn&ut lapagan huM 

No lapanga Unhs 2011 2019 2020 2021 2022 

I Pcrtanian. Kfhulanan dan Pvrikm,an 1.02 '.23 -0,44 -1,27 
2 Perlimibangan dan PciggaIian -0,44 4,54 -18,65 ...I5S2.1. }' 
3 ................ .............. Induslri Pengotahin I 30 262 391 I6 44  

4 Penidaan Lisirik dan Gas 0,33 7,06 1,12 0,69 _________ 
PCflIdiiJi Air Pengelolaafl Sa,n3h Ejmbah 

327 3 15 020 112 - 

Salah satu masalah daerah adalah tingginya inflasi 

4 11-56 Kota Sawahlunto yang mempunyai Luas Kawasan Hutan yang merupakan 

kewenangan Dishut Provinsi yaitu seluas 1.521.260 Ha (36,21%) dan tolal luas 
hutan di Provinsi Sumatera Barat,, data mi agar diperhatikan kembali 

5 11-57-11-58 Tidak perlu dijelaskan terkait dengan narasi madu lebah, kalau mau jelaskan 
dampak dan budidaya Iebah tersebut yang memberikan pendapatan bagi 
masyarakat 

6 11-79 Tabel 2.76 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 
(%), banyak indikatornya yang tidakterpenuhi, seharusnya nilainya 100% 

7 Pada Bab II, untuk keseragaman data sudah series 5 tahun, mulai dan tahun 
2018 — 2022, namun masih terdapat beberapa tabel dan narasi yang perlu 
diperbaiki. 

8 11-36 Tabel 2.20 data nya 5 tahun dali 2017— 2022, namun data tahun 2018 nya tidak 
ada, agar dilengkapi series data menjadi 2018 —2022 

9 11.61 label 2.43 data agar dilengkapi menjadi tahun 2018-2022 

10 11-66 Judul tabel 2.51 belum sesuai antara judul dengan isi, agar disesuaikan judul 
tabel dengan si tabel, termasuk narasi tabel disesuaikan dengan series data 

11 11-56 label 2.56, agar ditambahkan data tahun 2018, agar series data sama menjadi 
5 tahun 

12 11-69 Tabel 2.56 untuk dilengkapi dengan data tahun 2018, agar series data menjadi 
tahun 2018-2022 

13 11.87 Tabel 2.87 data tahun 2022, agar diperbaiki atau dicek lagi data raslo dokter per 
satuan penduduk menjadi 0,0063, agar satuannya sama dengan data tahun 
sebelumnya menjadi per seribu jiwa. 

Kepadatan penduduk di Kota Sawahiunto setiap tahun mengalami peningkatan 
dan 226,36 pada tahun 2018 menjadi 242,87, trend mi menunjukkan bahwa 
jumlah penduduk Kota Sawahlunto akan bertambah setiap tahunnya. Dlihat dan 
data jumlah kelahiran, jumlah kematian, penduduk datang dan pindah, terlihat 
bahwa jumlah kelahiran iebih tinggi, dan jumlah pendukuk pindah Iebh tinggi dan 
penduduk dating. Hal mi menunjukkan bahwa pertambahan penduduk 
disebabkab oleh kelahiran, dikurangi jumlah penduduk pindan dengan penduduk 
yang datang. 

Jika dibandingkan dengan data di Bidang pendidikan, terlihat bahwa angka 
melanjutkan pada tingkat SMP pada tahun 2021 sebesar 101,97 menjadi 73,80 
pada tahun 2022, hal mi disebabkan oleh banyaknuya anak SD/MI yang 
melanjutkan sekolah di luar Kota sawahlunto dan narasi halaman 11-77. Dan 
beberapa data tersebut, maka terdapat beberapa hal penlu menjadi perhatian 
bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto antara lain sebagai benikut: 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

• Banyaknya kelahiran dan banyaknya penduduk usia SD di Kota 
Sawahlnto,maka sesuai dengan tujuan terwujudnya SDM yang berkualitas 
dan berkarakter dalam rangka meningkatkan PM, maka Pemko Sawahiunto 
perlu lebih fokus pada program pemberdayaan perempuan melalui Sekolah 
Ibu Teladan (Silo) di Kota Sawahlunto dan melakukan pendidikan yang 
berkarakter di PAUD dan SD. 

• Perlu diklarifikasi kembali data penduduk pindah dan datang ke Dinas 
Dukcapil, bagaimana kondisi data yang sebenanrya, untuk mengantisipati 
fenomena perkembangan penduduk di Kota Sawahiunto saat mi, dengan 
banyaknya penduduk yang pindah dibandingkan dengan penduduk yang 
datang, namun kepadatan penduduknya mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 
Tahun 2017, maka sistematika penulisan Bab III RKPD Kota Sawahlunto 
sekurang-kurangnya disajikan sebagai berikut: 
BAB Ill KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

dan menyajikan Tabel-Tabel sekurang-kurangnya sebagai berikut: 
> label T-C.20. 
> Tabell-C.21. 
> Tabel T-C.22 

Untuk itu agar: 
> Judul Bab Ill (hal Ill-i) disempurnakan menjadi: BAB Ill KERANGKA 

EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
Agar menyempurnakan dan memperbaiki penyajian tabel-tabel pada Bab iii mi 
sesuai dengan format yang diamanatkan dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 
2017. Beberapa hal yang belum sesuai dengan Permendagri 86/2017 yaitu 

2 Hal 111-20 s.d 
111.23 

Disarankan agar Tabel realisasi dan proyeksi disesuaikan dengan format T-C. 
20, 21 dan 22, cukup dengan menyajikan realisasi dan proyeksi dan TA 2021 s.d 
2025 . Belum menyajikan data proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
tahun n~1 (tahun 2025). 

3 Hal Ill-li s.d 
111.23 

Terkait dengan penyajian pada angka 1 di atas, maka uraian Kebijakan 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, juga disajikan setelah masing-
masing tabel 

4 Hal 111-21 Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Kota Sawahiunto Tahun 2023 s.d Tahun 2024 

Pada Tabel 3.9, terlihat besaran Belanja Pegawai tahun 2023 direncanakan 
sebesar Rp 277.189.695.573,00 atau sekitar 40,43% dan Total rencana belanja 
sebesar Rp685.569.241.298,00. Untuk itu diminta agar Pemerintah Kota 
Sawahlunto untuk terus berkomitmen menekan secara konsisten porsi belanja 
pegawai hingga maksimal 30% dan total belanja sebagaimana diamanatkan 
dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. 

5 Hal 111-22 s/d Ill- 
23 

Kebijakan Belanja Daerah 
Dalam kebijakan Belanja daerah, telab dinarasikan bahwa dalam RKPD Kota 
Sawahlunto telah memperhatikan 
• Pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan 

dasar serta urusan pilihan 
• Harus mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target 

standar pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuha SPM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri 
sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang 
pedoman Penyusunan APBD TA. 2022. 

• Belanja Pegawai untuk S Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 
alokasi Belanja Daerah. 

• Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% 
dan alokasi belanja daerah. 



NO HALANIAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan 
pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 
10% dan Dana Perinibangan setelah dikurangi DAK. 

Pada Rancangan Akhir RKPD ni belum terlihat arah kebijakan belanja yang 
memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan 
pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal mi agar menjadi perhatian dan 
ditambahkan dalam narasi dalam Bab Ill Rancangan Akhir RKPD Kota 
Sawahiunto Tahun 2024. 

6 Kembali dDngatkan agar Penierintah Kota Sawahiunto untuk terus berkomitmen 
menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan 
penganggaran yaltu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah 
alokasi belanja dalam RKPD dengan KUA/ PPAS serta APBD terus diupayakan 
tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. 

7 Makro Ekonomi Daerah 

Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah 
menetapkan beberapa indikator makro yang mengacu kepada RPJMD 
Tahun 2021-2026 untuk 12 (dua belas) indikator. Pencapaian 12 indikator 
makro ni tentu merupakan akumulasi dan pencapaian dan 19 
kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat. Adapun target kontnibusi yang 
diharapkan dan Kota Sawahiunto untuk Tahun 2024 adalah sebagal berikut: 

Realisasi Outlook Target Indukator Makro 
2022 2023 2024 

Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,98 4,09 4,80 
PDRB per Kapita ADHK (Rp. Juta) 44,30 45,77 47,27 
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta) 66,10 73,95 80,26 
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 
(%) 5 00 4 90 4 82 

Indeks Pembangunan Manusia (1PM) 73,73 74,07 74,52 
Angka Harapan Hidup (AHH) (Tahun) 70,40 70,43 70,49 
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun) 13,42 13,55 13,66 
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 
(Tahun) 10,43 10,59 10,76 

Pengeuaran per Kapita (Rp. Ribu) 10.537 10.688 10.845 
Tingkat Kemiskinan (%) 2,27 2,07 2,02 
Jumlah Penduduk Miskin (Ribujiwa) 1,39 1,38 1.37 
Gini Ratio 0,314 0,313 0,312 

Dokumen RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 diharapkan bisa mengacu 
kepada angka yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Provinsi. 
Jika terdapat perbedaan atau deviasi yang cukup besar dan angka pnediksi 
tersebut perlu dijelaskan secara komprehensif dalam dokumen RKPD Tahun 
2024 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANJTANGGAPAN 

1 Tabel 4.1. tersedia kolom Tujuan,Sasaran,lndicator kinerja,Definisi 
Operasional,KondUsi awal, target tahun 2024-2026, kondisi akhir. Dan tabel tidak 
terlihat target capaian untuk tahun 2023, sementara untuk laporan kinerja tahun 
2023 juga diperlukan pengukuran antara target dan capaian tahun 2023. 
Disarankan untuk ditambahkan target capaian tahun 2023 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANJTANGGAPAN 

1 Konsistensi Penganggaran Dalam Dokumen RKPD 

F-lash evaluasi RAPBD Kota Sawahiunto Tahun 2023 menunjukkan adanya 
deviasi perencanaan penganggaran antara RPJMD dan RKPD sebesar 
7,98%, dimana alokasi anggaran untuk tahun 2023 dalam RPJMD hanya 
sebesar Rp. 596.894.440.000, sedangkan dalam RKPD total anggaran 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

sebesar Rp. 644.525.458.210. Angka tersebut dalam RAPBD menjadi Rp. 
699.405.458.367 sehingga deviasinya dan RPJMD menjadi 17,17%. 
Catatan evaluasi mi seharusnya terdapat perbaikan dalam penyusunan 
RKPD Tahun 2024. Dalam RKPD Kota Sawahiunto Tahun 2024 total 
kebutuhan anggaran sebesar Rp. 673.684.237.932 sedikit berbeda dengan 
rencana kebutuhan anggaran Tahun 2024 dalam RPD sebesar Rp. 
669.390.848.954. Jika dilihat deviasinya mencapai angka 0,64%. Terdapat 
peingkatan kinerja deviasi penganggaran RPJMD/RPD dan RKPD dan 
tahun 2023 ke Tahun 2024 mi. Diharapkan nilai deviasi anggaran mi tidak 
melebihi angka 15%. 

2 Penganygaran untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pendukung 5PM 

• Hasil evaluasi RAPBD Kota Sawahiunto Tahun 2023 menunjukkan proporsi 
penganggaran untuk 5PM Tahun 2022 berkisar 3,42% dan total RAPBD 
Tahun 2023. Angka mi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata 
kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu 5,22%. 

• Pemenuhan kebutuhan untuk 5PM diharapkan harus ditunjang dengan 
penganggaran yang memadai dengan proporsi anggaran yang relatif tidak 
jauh berbeda dengan rata-rata provinsi, yaitu 5,22%. 

• Alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM Bidang Kebencanaan pada tahun 
2023 hanya mencapal angka 9,35%, jauh dibawah rata-rata provinsi yaitu 
14,75%. Untuk itu agar alokasi pendanaan untuk kegiatan pendukung SPM 
Bidang Kebencanaan ditingkatkan setidaknya mencapai angka 15% dali 
alokasi anggaran OPD yang menangani urusan Kebencanaan 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANANGGAPAN 

FORM 1 Tujuan 3 
Sasaran: Meningkatnya Kontribusi sektor Industri dan perdagangan Persentase 
Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%). 
Indikator: Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB. 
Target RPJMD/RPD 73,85 sementara target RKPD 14,94, Apa alasannya 
sehingga perubahan pencapain target menurun drastis. 

2 Tujuan4 
Indikator: Indeks RB target 56. 
Capaian saat mi 55,68 (CC) Untuk Reformasi Birokrasi , ada kebijakan nasional 
terhadap pelaksanaan RB yang harus ditindaklanjuti oleh Kementrian, lembaga 
dan pemerintah daerah. Dimana reformasi birokrasi tidak hanya menyelesaikan 
masalah hulu tetapi juga hilir. Untuk hulu terkait pengelolaan pemerintah. 
lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52Tahun 2022 tentang Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa 
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. 
Pada lampiran dijelaskan beberapa hal yg harus diperhatikan dalam 
penyususunan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2024-2026 
dan salah satunya memperhatikan Adanya Kebijakan nasional 
Bertolak dan hal tersebut, salah satu kebijakan nasional yang harus dUkuti oleh 
kementrian/lembaga dan pemerintah daerah adalah "Mempertajam 
Pelaksanaan Reformasi 8irokrasi".Untuk menjalankan reformasi birokrasi 
harus dilihat dan double Track problem hulu dan problem hum. 
Problem hulu, masih dirasakan 

1. Birokrasi belum kolaboratif 
2. Tranformasi Digital yang belum optimal 
3. Penyederhanaan struktur dan mekanisme kerja baru yang belum tuntas 
4. Integnitas penyelenggaraan pemerintah yang masih menghadapi kendala 
5. Budaya birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan 

baik. 

Problem Hilmr 
1. Hasil pelaksanaan program-program pegentasan kemiskmnan belum 

sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANANGQAPAN 

2. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi 
3. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan public 
4. Dampak inflasi yang terkendali. 

Maka untuk mempercepat permasalah telah dicanangkan RB Tematik dan 
peresmian 26 Mar Pelayanan Publik (MPP) pada tanggal 5 Desember 2022 oleh 
Wakil Presiden, yang diikuti dengan perubahan Road Map RB nomor 25 tahun 
2020 tentang Road Map RB Nasional, menjadi Road Map RB nomor 3 tahun 
2023 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 Tentng Road Map Reformasi Birokrasi 
Nomor Tahun 2020-2024. 

Untuk tujuan dan sasaran dapat menggunakan referensi peraturan 
menteri pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 3 tahun 
2023. Sebagal bahan pertimbangan diberi gambaran dirumuskan tujuan dan 
sasaran RB untuk daerah seperti yg disarankan kementrian PAN dan RB 
sebagai berikut; 
TUJUAN 
Mewujudkan birokrasi yang bersih efektif dan berdayasaing mendorong 
pembangunan nasional dan pelayanan public dengan indicator" Indeks RB" 
SASARAN 

NO RB SASARAN INDIKATOR 
GENERAL Terciptanya 

tata keloia 
pemerintahan 
digital yang 
efektif, Iincah 
dan kolaboratif 

• Indeks SPBE 
• Capaian akuntabilitas kinerja 
• Capaian akuntabilitas keuangan 

Terciptanya 
budaya 
birokrasi 
BerAKHLAKde 
ngan ASN yang 
professional 

• Employer Branding ASN 
• Indeks BerAKHLAK 
• Nilai survey penilaian integritas 
• Nilai Survey Kepuasan 

masyarakat 

2. RB Tematik Mempercepat 
pengentasan 
kemiskinan dan 
mendorong 
daya saing 
Indonesia 
dengan 
penyelesaian 
masalah tata 
kelola 

• Penurunan tinqkat kemiskinan 
• Peningkatan realisasi investasi 
• Tinqkat pengendalian stunting 
• Indeks transformasi digital 
• Laju inflasi 

Tingkat penggunaan PDN 

ebagai persandingan 
Alokasi Anggaran mendukung pencapaian 5PM Bidang Pekerjaan Umum 
• Kebijakan Prioritas Nasional untuk Pembangunan Persampahan, 

Kebencanaan tidak dimasukkan kedalam 8PM, yg dimasukkan hanya jenis 
layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum dan pengolahan air 
limbah domestic 

• Bagaimana komitmen Kota Sawahiunto terhadap penganggarannya ( 
pengeloiaan, upaya pengurangan dan untuk TPST harus dianggarkan) 

• Dengan anggaran yang kecil terkait dengan pengelolaan air limbah dan air 
Sapyig  bisa diusukan 

3 Form 2.1 

10. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Arah Kebijakan Bidang lnfrastruktur/Catatan Pra Musrenbang Provinsi 
• Pemerintah Kota Sawahlunto harus mengoptimalisasikan penanganan sampah di sumber 

dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah di TPST sebelum diolah dan 
diproses di TPA. Untuk itu agar alokasi anggaran penanganan sampah di TPST agar 
ditingkatkan sesuai dengan proyeksi timbuan sampah tahunan. 

• Dan beberapa usulan kegiatan pendukung yang terdapat dalam berita acara 
Pramusrenbang terdapat beberapa usulan kegiatan yang belum dipenuhi yaitu: 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANc3GApAN 

Usulan Kegiatan 
Kesepakatan Anggaran 
pada Pra Musrenbang 

Provinsi 

Alokasi anggaran 
dalam RKPD 2024 

Pembangunan Prasarana 
Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 

340000000 48.076.000 

Perluasan SPAM Jaringan 
Perpipaan di Kawasan 
Perkotaan 

900.000.000 0 

Untuk itu agar Pemerintah Kota Sawahiunto meningkatkan alokasi anggaran dalam 
RKPD Kota Sawahiunto Tahun 2024 sesuai dengan kesepakatan Berita Acara 
Pramusrenbangprov tahun 2024. 

2 Bidang Keciptakaryaan, Kota Sawahiunto disarankan untuk memasukkan dalam RKPD 
Penyusunan Studi EHRA Tahun 2024 
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KOTA BUKITTINGGI 

********************************************************************* 



GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/ 442 N!/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Wali Kota 
Bukttinggi Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Bukttinggi 
Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth 
Wall Kota Bukttinggi 

di 
Bukittinggi 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Wali Kota Bukttiriggi Nomor 007.2/132/Bappelitbangda tanggal 16 
Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 
2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wali Kota Bukttinggi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Bukttinggi Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 
beserta pejabat dilingkup Pemermntah Kota Bukittinggi. 

2. Pemerintah Kota Bukttinggisegera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukttinggi 
Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan pahng lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling ama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
BupatifWalikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

q,UZERNkyR SUMATERA BARAT 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN 1 

NOMOR 
TANGGAL 
PER IHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

005/ 442 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wall Kota Bukttinggi Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukttinggi Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KOTA BUKITTINGGI 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 

TINDAK LANJUT 
HALAMAN KETERANGAN 

VA TIDAK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 —8 

2.  

D st.. 

2023 

Bupati / Wali Kota  

(Nama Bupati / Wall Kota) 

Keterangan: 

1. Kolom ni mernuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom ni memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasihitasi; 

3. Kolom ni diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasihitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom ml diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hash fasihitasi TIDAK ditindakianjuti 

dalani dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kohom mi mernuat hahaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebhh lanjut, jika hash masukan fasihitasi TIDAK 

ditindaklanjuti oleh Pemermntah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

0051 442 NI/P2EPDIBappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampalan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Wall Kota Bukttinggi Tentang 
Rencana Kerja Pemerintab Daerah Kota Bukttinggi Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA BUKTTINGGI TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA BUKTTINGGI TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Wall Kota Bukttinggi tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalul aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Wall Kota Bukttinggi kepada Gubernur melalul Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wall Kota Bukttinggi Nomor 
007.2/132/Bappelitbangda tanggal 16 Juni 2023 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang RKPD Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesualkan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeni Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB Ill Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Benita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 13 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Bukttinggi. Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi 
Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertal indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Bukttinggi 
Tahun 2024. 

4. HasH pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteni Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalul pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rhl keuangan dan kebutuhan belanja daenah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemenintahan daerah dan pengelolaan keuangan daenah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh Inspektorat Kota Bukttinggi menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Wall Kota Bukttinggi tentang RKPD Kota Bukttinggi 
Tahun 2023. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasH reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Bukttinggi sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggarari. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN!TANGGAPAN 

Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan 
angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 
2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

2 Ranperkada, 
Pasal 4 ayat (2) 

Penulisan "evalusasi" diubah menjadi "evaluasi". 

3 BAB I, 1.2. 
Dasar Hukum 
Penyusunan 

Angka 3 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubflk Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

-4 Pada point 1 disebutkan "Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota 
Bukittinggi Tahun 2024 berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian target 
kinerja tahun pertama pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 yang 
mulai dUmplementasikan pada RKPD Tahun 2024 dan mempedomani target 
kinerja pada tahun 2024 sebagai implementasi tahun kedua serta program 
prioritas daerah", agar diganti menjadi 

Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024 
berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian target kinerja tahun pertama 
pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 -2026 yang mulai dumplementasikan 
pada RKPD Tahun 2022 dan mempedomani target kinerja tahun berjalan yakni 
tahun 2023 sebagai implementasi tahun kedua serta program prioritas daerah" 



NO 1-IALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

1-4 Pada point 1, terkait penyusunan Rancangan awal, maka disarankan agar di 
tambahkan bahwa dalam proses penyusunan racangan awal dilakukan 
konsultasi public guna memperoleh masukan dan saran sebagai masukan dan 
penyempurnaan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2024 

1-5 Pada point 2, agar tahapan Forum Konsultasi Publik dihilangkan karena masuk 
dalam tahapan penyusunan rancangan awal 

I-S Pada point 2, pada tahapan Penyusunan rancangan RKPD, point a untuk diganti 
dan Rancangan Awat Renja Perangkat Daerah menjadi dengan rancangan 
Renja Perangkat daerah yang telah diveritikasi sebagaimana diamanatkan pada 
ayat (1) Pasal 133 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rancangan Renja 
Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota 
untuk diverifikasi dan perlu ditambahkan tahaan penetapan setelah tahapan 
Penyusunan rancangan Akhir RKPD 

1-8 Pada Sub bab Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi 
Tahun 2024, agar Iebih dinarasikan 

1-9 Sub Bab 14.2 Tujuan pada point 1 agar digati dengan Vlsi Misi serta Program 
Priorotas Walikota dan wakil walikota diganti dengan visi misi serta Program 
Prioritas RPJMD Kota Bukittinggi 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar Iengkap sesuai dengan 
pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dan 

a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dan Karakteristik lokasi dan 
wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dan Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga 

c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Penunjang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/J nfrastruktur, IkIim Beninvestasi, 
Sumber Daya Manusia 

Indikator kinerja daerah pada Sub 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan 
per urusan agar telah mengakornodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6. 2 
Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 — 2024, kondisi saat mi 
masih terdapat indicator-indikator kinerja pada tabel 6-2 yang belum terakomodir 
capaiannya pada sub bab 2.1.3. untuk itu agar dapat dilengkapi pada Sub Bab 
Fokus Layakan Urusan Pemenintahan, yakni 

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
b. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
c. Dan urusan /fungsi Iainnya 

11-24 Mohon penjelasan Iebih Ianjutterkaitdengan indicator AKI danAKB, karenatidak 
sama dengan tabel sebelumnya 

11-50 Pada tabel 2.44 Pengangguran terbuka menurut Pendidikan tahun 2020-2022, 
disarankan untuk memecah antara SMA dengan SMK, sehingga akan kelihatan 
mana yang Iebih besar pengangguran antara SMA dan SMK, sebagaimana kita 
ketahui selama mi SMK adalah penyumbang terbanyak dalam pengangguran. 
Pengangguran sangat berkaitan sekali dengan kegiatan yang di Dinas 
Pendidikan yakni Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, diharapkan 
kepada sekolah untuk dapat memetakan siswanya sesuai dengan minat, bakat 
dan kreativitasnya 



4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

111-4 Arah Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara explisit arah kebijakan 
yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat 
kemiskinan, tingkat pengangguran serta 1PM tumbuh membaik dibandingkan 
hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023. 

111-64 Agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk sepenuhnya mengacu pada 
pasal 158 Permendari 86 Tahun 2021 yang mengatur: 

a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan 
Earmark 
Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi: 
- Belanja wajib belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal mi adalah 
pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni 
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, 
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan 
Sosial) 

- Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat 
adalah : merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus 
dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa 

- Priortitas Utama : untuk didefinisikan dengan Iebih detail apakah 
program unggulan, apakah agenda/prioritas 

- Earmark disarankan dihilangkan 
b. Prioritas II: Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala 

Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
Belanja program dankegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan 
untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan 
pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Oisertai Pagu 
Indikatif 
Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I 

c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 

111-44 s/d 111-69 Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi Iingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

111-64 Tabel 3.34 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2021 -2025 
> Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar 

Rp555.567.320.000 atau naik sebesar Rp 84.819.073.916,00 atau 18,02%. 
Agar proyeksi Pendapatan transfer mi dilakukan secara cermat. 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp14.820.000.000,00 
dimana pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada dianggarkan. Untuk itu agar target 
pendapatan hibah benar-benar didasarkan pada potensi hibah yang sudah jelas 
dan pasti nilai besarannya. 

111-67 Terdapat perbedaan jumlah Total belanja di Tabel 3.35 Bab Ill 
(Rp.688.958.929.378,63) bila dibandingkan dengan Total pagu seluruh SKPD 
sebagai mana Tabel dalam Bab V (Rp1.069.880.150.857,00). 



NO KALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Untuk itu agar dilakukan penghitungan ulang sehingga terwujud konsistensi 
antara Bab Ill dan Bab V. 

111-69 Tabel 3.36 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 -. 2022 dan 
ProyeksilTarget Tahun 2023 - 2025 
Rencana penggunaan SILPA untuk tahun 2024 jumlahnya mengalami kenaikan 
dan target tahun 2023. Rencana penggunaan SILPA 2024 sebesar 
Rp32.833.592.154,20 atau 4,77% dan total rencana belanja. 

Karena itu, diminta agar rencana penggunaan SILPA untuk penerimaan 
pembiayaan tahun 2024 pada RKPD Kota Bukittinggi dihitung ulang dan 
dirasionalkan kembali sehingga nilainya wajar dan masuk akal. Jangan sampai 
penggunaan SiLPA dijadikan instrumen untuk menyeimbangkan defitit anggaran 
secara tidak rasional. 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANJTANGGAPAN 

IV-16 Tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yaitu: 
"Transformasi sektor ekonomi unggulan yang terintegrasi, inklusif dan 
berkelanjutan", maka diharapkan tema yang disusun disertai dengan asumsi 
pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi apakah tema 
pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan evaluasi untuk 
penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya. 

Pada Bab IV ditemukan ketidakselarasaran target pada indicator kinerja yang 
sama yaitu indicator Nilai SAKIP. 
Pada table 4.1 disajikan target indicator Nilai SAKIP dalam bentuk Predikat. 
Sementara itu pada table 4.2 ditampilkan target indicator dalam angka. Untuk 
Predikat A dimulai pada angka > 80 atau minimal 80,01 (Permenpan 88 Tahun 
2021) 
Hal mi Perlu diperbaiki/disesuaikan kembali dengan menetapkan target dalam 
predikat dan angka. 

Terdapat indicator sasaran yang disajikan pada table 4.1 tetapi tidak muncul 
pada table 4.3 yaitu indicator sasaran 5.14 yang indikatornya Persentase 
penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku... 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Pada Tabel 5. 1 Tematik Pembangunan daerah Tahun 2024 dan Kegiatan 
Prioritas perlu di selaraskan dengan 4.1.5. Prioritas Pembangunan Kota 
Bukittinggi, dan disarankan tabel 5.1. dimasukan sebagai bagian dan sub bab 
4.1.5. Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi 

Pada table bab V ada kolom target akhir periode renstra OPD tapi masih belum 
diisi targetnya. Rata-rata yang terisi pada kolom tersebut baru satuan saja. 
Terhadap kondisi in Kota Bukittinggi diminta untuk melengkapinya. 

Ada indicator Nilai SAKIP yang ditargetkan A-. Perlu dicek kembali dan 
diperbaiki. 

Untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Bab V (table rencana kerja OPD) 
yang belum disajikan indicator kinerjanya, Perlu dicek kembali dan dilengkapi 
indicator kinerja dan target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. 



7. BAB VI 

NO HALAMAN MAStJKAN/SARANITANGGAPAN 

1 Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada label 8.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggiyang tercantum pada 
Bab VIII RPJMD Kota Bukittinggi telah terakomodir seluruhnya pada tabel Tabel 
6. 2 Indikator Kinerja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 — 2024 serta juga 
terakomodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024 

8. Form Lainnya 

NO HALAMAN MASUKANISARANITANGGAPAN 

Pada form Belanja Pegawai, agar diperbaiki data dengan menampilkan data Gaji 
dan Tunjangan Tenaga Pendidik (Guru), Tenaga Kependiidikan dan ASN diluar 
Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan 
dan ASN diluar Tenaga Kesehatan 

9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKANJSARANITANGGAPAN 

Kota Bukittinggi sudah menjadikan Stunting menjadi salah satu prioritas di RKPD 
2024. Arah kebijakan untuk stunting yakni pemberian PMT Lokal, pengadaan 
Antrometri, sanitasi sekolah dan Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang 
ada di posyandu mohon disampaikan apa saja sub kegiatan dan berapa 
anggaran untuk stunting 

Disarankan untuk menambahkan data tentang KDRT, Kekerasan terhadap 
perempuan dan kekerasan terhadap Anak dan juga penyelesaian kasusnya 

Dan juga untuk memperbanyak sosialisasi kemasyarakat akrena selama 
masyarakat merasa KDRT, kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah aib 
keluarga, ada rasa malu dan taku untuk melaporkannya ke pihak yg berwenang. 

Menindaklanjuti hasil rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Kota Sawahiunto yang lalu, disarankan untuk menjadikan 
kesepakatan tersebut menjadi prioritas di RKPD Kota Bukittinggi yakni 
Pencegahan Peredaran Narkoba, Penyebaran HIV AIDS dan Pemberantasan 
LGBT 

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022 tentang Koordinasi 
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, diharapkan 
adanya dukungan dan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pencapaian target 
Indeks Pelayanan Kepemudaan (IPP) salah satunya melalui Penyusunan RAD 
Pelayanan Kepemudaan, karena mi juga masuk salah satu proritas didalam 
Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 

Kebijakan Belanja terkait dengan penanganan Covid 19 sudah tidak relevan lagi 
dan sebaiknya dihapus 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor : 005/ 438 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihaf Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Solok 
Selatan Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 
Selatan Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Bupati Solok Selatan 

di 
Padang Arc 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Bupati Solok Selatan Nomor 050/140N1/Bappeda - 2023 tanggal 
16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Solok 
Selatan Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Solok 
Selatan. 

2. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil 
fasUitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ml. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provmnsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juh 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1(satu) buah Peraturan BupatilWali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provmnsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kenja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
BupatilWalikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

JBERtkUR SUMATERA BARAT 

MAI-IYELOI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

005/ 438 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati 5010k Selatan Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN SOLOK SELATAN 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukuni 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati / Wall Kota  

(Nama Bupati I Wall Kota) 

Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyenipurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi dlisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hash fasititash ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom ml diisi dengan tanda cek V) "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditmndaklanjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Koloni mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil rnasukan fasilitasi TIDAK 

ditindaklanjuti oleh Pemermntah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 

NOMOR 
TANGOAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

005/ 438 IVI/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Fenyampaian Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap me!a!ui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Solok Selatan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Solok Selatan Nomor 
050/140N1/Bappeda -2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir 
RKPD Kabupaten solok Selatan Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hash Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten 5010k Selatan Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan 
RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya: 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertal indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Solok Selatan Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 (Formulir 
E .35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rUl keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hasil Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh Inspektorat Kabupaten Solok Selatan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang RKPD Kabupaten 
Solok Selatan Tahun 2023. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Solok Selatan sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar sian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASIJKAN/SARANITANGGAPAN 

I Hal I, Dasar 
Hukum 
Mengingat 
angka 4 

Angka (4), frasa "(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);" 
agar dihapus. 

2 Hal 3, Pasal 5 
ayat (2) 

Penulisan "peraturan" diubah menjadi "Peraturan". 

3 Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan 
angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 6 cm, batas 
margin bawah pinggir kentas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke hurufakhir 
2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

1.1 Penulisan "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenintahan 
Daerah" disempurnakan menjadi"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemenintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja Menjadi Undang-Undang". 

2 1.1 Selain itu penyusunan RKPD juga berpedoman Pada: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemenintahan Daerah; 
d. Penaturan Menteni Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Kodefikasi, Klasifikasi Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah 



NO HALAMAN MASUKANJSARANITANGGAPAN 

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

dst. 
4 1.7 Penulisan "Permendagri 86 Tahun 2017" disempurnakan menjadi"Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017. 
5 1.8 Pada Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen, agar di tambahkan narasi 

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat dan Renstra Perangkat Daerah 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Masih terdapat data yang belum terisi pada tabel 2.27, 2.31, 2.44, 2.49, dan 2.59 
Ketidatersediaan data ni agar dikoordinasikan dengan OPD dan pihak terkait 

2 Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar Iengkap sesuai dengan 
pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dan: 
a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dali Karakteristik lokasi dan 

Wilayah, Potensi Pengembangan wilayah, wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dan Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga 

c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Penunjang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, IkIim Berinvestasi, Sumber 
Daya Manusia 

3 11.41 Data capaian Cmi Ratio Provinsi Tahun 2022 sebagaimana di tampilkan pada 
Gambar 2.10. Perbandingan Indek Cmi Kabupaten Solok Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2018-2022 dan Gambar 2.11. 
Penbandingan Indek Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 
2022, untuk diperbaiki, yang tercatat pada Ranperkda RKPD Kab Solok Selatan 
sebesar 0,329 seharusnya 0,292. Begitupun dengan trend gini ratio Provinsi dan 
tahun 2018 ad 2022 juga mengalami kesalahan, untuk itu agar diperbaiki. 

4 11.49 sd 11.106 1. Indikator kinerja daerah pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang 
di sajikan per urusan di Bab II yang dimulai 11-49 harus telah mengakomodir 
indikator kinerja serta target kinerjanya dengan yang di tampilkan pada Bab 
VI. Tabel 6-2 Indikator Kmnerja Kunci (IKK) Kabupaten Solok Selatan Tahun 
2024-2025. 

2. Hampir seluruh urusan dan fungsi terdapat perbedaan antara Tabel 6-2 
dengan Uraian pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum, untuk itu agar 
seluruh indicator kinerja serta target pada Tabel 6-2 harus terakomodir pada 
Sub Bab 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 

Untuk dapat dipastikan bahwa indicator yang tertuang pada Tabel 8.3. 
Penetapan Indikator Kinerja per Urusan Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan 
Tahun 2021-2026 yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah 
terakomodir pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten Tahun 2024 serta juga 
terakoniodir evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024 

2 11-70 Pada Tabei 2.21, Perkembangan Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018-202, 
secara umum menyajikan indikator terkait perempuan dan gender saja, namun 
terkiat perlindungan anak masih belum Iengkap misalnya terkait Capaian 
Kabupaten Layak Anak, di halaman II . 131 kemudian tiba tiba muncul 
perniasalahan Rendahnya pencapaian Kabupaten Layak Anak . Diminta agar 
menyesuikan data KLA di Bab II sebagai pendukung munculnya permasalahan 
di Halaman 11.131. 



NO KALAMAN MASI.JKANISARAN/TANGGAPAN 

3. 11.123 Untuk melihat keberhasilan kinerja daerah dalam mencapai standar minimal 
pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada 
masyarakat, maka ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2021 tentarig Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Dari data pencapaian 
Indikator Standar Pelayanan Minimum Tahun 2022, masih banyak pelayanan 
dasar capaiannya dibawah 100%, terutama Pendidikan dan Kesehatan. Hal mi 
agar menjadi perhatian lagi untuk perencanan Tahun 2024. 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

111.31 Masih tidak sinkron antara BAB Ill dan BAB V tentang tentang proyeksi belanja 
V.295 Pada bab Ill, Proyeksi APBD tahun 2024 untuk Pendapatan adalah Rp 

830.302.085.691 dan Belanja adalah Rp 864.090.398.326 masih defisit sebesar 
Rp 33.788.312.635 sementara pada BAB V tabel 5.1 Rencana program dan 
kegiatan OPD jumlah pagu indikatif adalah Rp 940.462.424.499 

2 111.17 s/d 111.35 Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 
Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada. 

3 111.17 s/d 111,35 Agar Dokumen RKPD yang disusun memperhatikan: 
> Harus mengalokasikan belanja yang memadai untuk pemenuhan target 

standar pelayanan minimum (3PM). sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuhan 5PM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri 
sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman 
Penyusunan APBD TA. 2022. 

> Porsi belanja untuk pemenuhan Iayanan fungsi pendidikan 20%. 
> Porsi belanja untuk pemenuhan layanan fungsi pendidikan Fungsi 

Kesehatan 10% 
> Mengupayakan secara terstruktur untuk menekan Belanja Pegawai 

sehingga dialokasikan maksimal 30% dan alokasi Belanja Daerah. 
> Belanja Modal untuk infrastruktur pelayanan publik minimal dialokasikan 

sebesar 40% dan alokasi belanja daerah. 
> Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan 

pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Alokasi Dana Desa untuk Pemenintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dan 
Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. 

> Pemenintah Kabupaten Solok Selatan agar tetap mengutamakan 
pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu 
sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial 
dan bantuan keuangan. 

Pada Rancangan Akhir RKPD mi belum terlihat arah kebijakan belanja yang 
mempnionitaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu dan 
pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal mi agar menjadi perhatian dan 
ditambahkan dalam narasi dalam Bab Ill dan bab V Rancangan Akhir RKPD 
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024. 

4 111.33 Terdapat ketidakkonsistenan antara Bab Ill dengan Bab V yang terlihat dad nilai 

V.295 rencana total belanja tahun 2023 pada Tabel 3.9 (Hal 111.33) sebesar 
Rp864.090.398.326,00 sementara total plafon belanja SKPD pada Tabel dalam 
bab V (hal V. 295) berjumlah sebesar Rp940.462.424.498,00. Untuk itu tim 
penulis harus menjaga kesesuaian dan konsistensi antar Bab dalam RKPD dan 
memperbaiki keitidaksesuaian mi. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

5 111.9 Pada Tabel 3.1. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024, perlu di koreksi judul 
kolom RPJMD di ganti dengan RPJMN 

6 111.35 Terkait angka 1 di atas, beberapa hal yang belum sesual dengan Permendagri 
86/2017 yang perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh Pemerintah Kabupaten 
Solok Selatan: 
)	 Penyajian realisasi dan proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

belum dipisahkan. 
>	 Belum menyajikan data proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

tahun n+1 (tahun 2025). 
Penyajian realisasi dan proyeksi Belanja daerah belum diuraikan berdasarkan 
kelompok, jenis objek. Pada tabel 3.9 belanja masih disajikan nilai kumulasinya 
saja. Proyeksi Beianja Tahun 2024 yang belum tersaji secara rind mi diduga 
karena Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyusun Rencana Belanja TA. 
2024 belum didukung dengan kertas kerja yang memadai berdasarkan Rencana 
Anggaran Belanja, Standar Harga Satuan, Analisis Standar Belanja yang 
berlaku. Nilai pagu sub kegaiatan diduga masih bersifat kira-kira dan belum 
terukur secara ilmiah. Untuk itu disarankan agar penyusunan RKPD dan Renja-
SKPD dibantu dengan Penyusunan Pra RKA atau dalam SIPD dUstilahkan 
dengan penyusunan RKPD/Renja dengan rincian. 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

V.44 Target kemantapan jalan kabupaten tahun 2024 ditargetkan sebesar 4769%, 
sementara capaian di tahun 2022 sudab di angka 48,19 %. Agar disesuaikan 
antara target dengan kondisi capaian atau mohon ditambahkan narasi jika target 
mi mengikuti target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. 

2 IV.45 Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana di 
targetkan 38%. Anggaran untuk pelayanan informasi rawan bencana hanya Rp 
30.000.000,-. 
Sesuai arahan wakil gubernur pada acara Forum PRB pada Bulan Mei 2023 dan 
dipertegas dengan surat gubernur ke bupati/walikota agar edukasi kebencanaan 
diperkuat dan di tingkatkan. Merujuk hal tsb disarankan target Persentase jumlah 
masyarakat yang memperoleh layanan informasi bencana lebih ditingkatkan lagi 
didukung dengan peningkatan anggaran. 

3 Pada Bab IV terdapat 2 indikator program yang belum tepat. Hal mi perlu 
disempurnakan kembali. Misalnya 
Program: Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 

4 Indikator kinerja: Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian 

Program Pengembangan kapasitas dan daya saing olahraga 

4 lndikator kinerja: Terfasilitasinya kegiatan Tour de Singkarak 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 V.74 PROGRAM PENGELOLEAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 
dengan anggaran sebesar 3,6 milyar namun target nya hanya 9 rumah tangga, 
disarankan agar dipertimbangkan lagi proporsi anggaran dengan target. 

2 Kegiatan penyusunan Strategi Sanitasi kabupaten (55K) Solok Selatan belum 
terlihat dalam dokumen RKPD, sebagaimana kita ketahui 53K selcarang menjadi 
salah satu RC dalam OAK Sanitasi, disarankan agar penyusunan 55K 
dianggarkan pada tahun 2024 agar implementasinya bisa dilakukan di tahun 
2025. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

3 Tabel 6.3 Indikator Standar Pelayanan Minimum Pelayanan Publik targetnya 
semua 100%, mohon dikoreksi kembali karena pada BAB sebelumnya sudah 
ada juga target 5PM dalam bentuk masing-masing kegiatan dengan angka target 
yang berbeda. Seperti target air minum Iayak, sanitasi layak, penyediaan rumah 
Iayak huni dli. 

4 Masih terdapat isian kolom 12 dan 13 pada Tabel 5 Bab V yang belum terisi 
jika hal mi disebabkan oleh kendala teknis SIPD maka OPD diminta untuk 
menyisir I mencek kembali sebelum ditetapkannya Perbup RKPD 

5 Hal V. 294 Agar mencermati kembali rencana belanja sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi 
di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah pada SKPD Kantor Kesbangpol agar jumlah alokasi anggaran untuk 
mendukung penyelenggaraan Pilkada/Pemilu di TA 2024 dianggarkan sesuai 
kebutuhan dan untuk tahun 2025 tidak lagi dialokasikan angaran untuk pemilu 
dan pilkada mi. 

6 Beberapa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan belum disajikan indikator kinerja dan 
targetnya. Untuk kondisi di atas kami minta Kab.Solok Selatan untuk mengecek 
kembali dan melengkapi indikator kinerja yang belum tersaji. 

7. BAB VI 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANJTANGGAPAN 

I Vl.2 Pada hal Vl.2, disajikan target nilai SAKIP tahun 2025 ditargetkan BB (85). Untuk 
nilai 85 predikat Nilai SAKlPnya sudah A. Perlu dicek dan disempurnakan 

2 Target indikator Nilai SAKIP pada hal Vl.2 berbeda dengan Hal Vl.10 (perlu di 
cek kembali) 

3 Indikator 5PM ditargetkan 100% tapi beberapa indicator ditetapkan dalam jumlah 
(hal Vl.11-Vl.12). Perlu di cek kembali dan disempurnakan indicator 5PM 
tersebut 

8. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN!TANGGAPAN 

Bab II secara 
keseluruhan 

Perlu diwujdukan konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2022 
dengan permasalahan/isu strategis pada RKPD 2024. Pada Rancangan Akhir mi 
belum terlihat bahwa seluruh permasalahan hasil evaluasi menjadi 
permasalahan pembangunan, serta Belum ada isu strategis tertulis secara 
eksplisit . Padahal, rumuskaniah Isu strategis minimal berasal dan beberapa 

sumber berikut yakni Permasalahan pembangunan dalam RPJMD, 
Permasalahan pembangunan hasil 

evaluasi RKPD, Arah kebijakan RPJMDIRPD, dan Arah kebijakan RKP $ Untuk 
itu disarankan agar kembali memperhatikan dan menganahsa penyajian 
permaslaahan yang sudah disusun, dan diminta untuk meiengkapi isu 

strategisnya. 

2 Kebijakan 
Penurunan 
Prevelansi 
Stunting 

Telah disusun form matrik ALOKASI ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN 
PENURUNAN PREVALENSI STUNTING TAHUN 2024 dengan total anggaran 
Rp.24.167.372.350. Dflingatkan kembalim untuk terus memperhatikan, 
merencanakan sebaikbaiknya dan mengevaluasi setiap rupiah anggaran yang 
ditujukan untuk penanganan stunting in Karena sebagaimana arahan Presiden 
dalam waktu-waktu terakhir ni, harus tepat sasaran dan tepat guna. Apalago 
untui menurunkan capaian prevelensi stunting menajdi 14 % di Tahun 2024 
memeriukan upaya keras dan semua pihak. 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/440 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati Tanah 
Datar Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Bupati Tanah Datar 

di 
Batusangkar 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Tanab Datar Nomor 050/266/Bappeda&Litbang-2023 
tanggal 16 JunE 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah 
Datar tentang RKPD Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provirisi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 pada tanggal 20 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemermntah Kabupaten Tanah 
Datar. 

2. Pemermntah Kabupaten Tanah Datar segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan basil 
fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matniks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) basil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

Gt1BERMJR SUMATERA BARAT 
7 \\ \ 

MAN ELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Menteri Dalarn Negeri cq. Dirjen Bina Pernbangunan Daerah 



LAMPIRAN I 

NO MO R 
TAN OGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

005/ 440 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASIL FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN TANAH DATAR 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TINDAK LANJUT 

HALAMAN KETERANGAN 
VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 

Bupati I Wali Kota  

(Nama Bupati / Wali Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom ml memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Koloni ml mernuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom ni diisi dengan tanda cek (V) "YA", jika masukan hash fasilitasi ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hash fasilitasi TIDAK ditmndakianjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom ml memuat halaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolorn mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hasil rriasukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalarn RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BAR.AT 

NOMOR : 005/ 440 /Vl/P2EPDfBappeda-2023 
TANGGAL : 22 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 
Tentang 

HASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI lANAI-I DATAR TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara lengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 16 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Tanah Datar kepada Gubernur melalul Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Tanah Dater Nomor 
050/266/Bappeda&Litbang-2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Tanah Datar tentang RKPD Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAB IV Sasaran dan prionitas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tanggal 9 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemenintah 
Kabupaten Tanah Datar Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD 
menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya: 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2024. 

4. Hash pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hash pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Formulir 
E35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rHI keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemenintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasarterkajt bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hasil review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
Inspektur oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Datar menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupath Tanah Datar tentang RKPD Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2023. 

7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindaklanjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Tanah Datar sebagai bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Ranperkada, 
Pasal 1 angka 4 

Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya 

disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. 

2 Pasal 5 ayat (1) Penulisan Tahun 2023' diubah menjadi Tahun "2024". 

BAB I, Dasar 
Hukum 
Penyusunan 

Angka 2 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485). 

Angka 5 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

Angka 10, agar rumusan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
927), dihapus 
Atau dalam hal tidak dicantumkan frasa "Berita Negara" seperti pada angka 
11 s.d angka 16, agar disbnkronkan untuk dicantumkan sesuai dengan angka 
10. 

Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan 
angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2o11 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

I-B Pada Sub Bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen pada halaman 1-8, agar di 
narasikan Hubungan RKPD dengan dokumen Iainnya dan diuraikan denganjelas 
masing-masig hubungannya seperti antara RKPD Kabupaten dengan RP.JPD 
Kabupaten, RKPD Kabupaten dengan RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten 
dengan RPJMN, RKPD Kabupaten dengan RPJMD Provinsi, RKPD Kabupaten 
dengan RKP, RKPD Kabupaten dengan RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten 
dengan Renstra dan Renja Perangkat Daerah serta dokumen lainnya 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar Iengkap sesuai dengan 
pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dan 
a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dan Karakteristik lokasi dan 

Wilayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dan Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga 

c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Penunjang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang terdiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, lklim Berinvestasi, Sumber 
Daya Manusia 

11-44 s/d 11-89 Indikator kinerja daerah path Aspek Pelayanan Umum yang di sajikan per 
urusan di Bab II pada sub bab2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemenintah Wajib 
yang dimulai pada halaman 11-44 sampai dengan Halaman 11-89 agar telah 
mengakomodir seluruh indicator kinerja pada Tabel 6-2 Target Indikator Kinerja 
Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar 
Tahun 2024, kondisi saat ni masih terdapat indicator-indikator kinenja pada tabel 
6-2 yang belum terakomodir capaiannya pada sub bab 2.1.3.1. Fokus Layanan 
Urusan Pemerintahan untuk itu agar dapat dilengkapi pada Sub Bab Fokus 
Layakan Urusan Pemerintahan, yakni 

a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
b. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
c. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 
d. Urusan Tenaga Kerja 
e. Urusan Pangan 
f. Urusan Pertanahan 
g. Urusan Lingkungan Hidup 
h. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
i. Urusan Perhubungan 
j. Urusan Penanaman Modal 
k. Urusan Persandian 
I. Urusan Perpustakaan 
m. Urusan Paniwisata 



4. BAB IH 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

111-21 Pada halaman 111-21, Arab Kebijakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara 
explisit arah kebijakan yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini 
ratio, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta 1PM tumbuh membaik 
dibandingkan basil evaluasi tahun 2024 dan proyeksi pada tahun 2023 

2. Hal 111-22 s/d 
1.38 

Sub Bali 3.2 Arab Kebijakan Keuangan Daerah 

Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi Iingkungan strategis ke depan 
dan melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta 
regulasi-regulasi yang ada, 

3. Hal 111-23 Judul label 3.8 Realisasi dan Proyeksi / Target Pendapatan Tahun 2021-2024 
belum konsisten dengan judul masing-masing kolom di tabel tersebut dimana di 
bans pertama setiap kolom memaparkan data Tahun 2021-2025. karena itu agar 
Judul Tabel Disempurnakan. 

111-28 Pada halaman 111-28 agar arah kebijakan belanja daerah diminta untuk 
sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendari 86 Tahun 2021 yang 
mengatur: 
a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan 

Earmark 
Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi: 

- Belanja wajib: belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan 
pelayanan dasar masyarakat (dalam hal mi adalah pencapaian target 
Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, 
Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, 
dan pelindungan masyarakat dan Sosial) 

- Belanja mengikat : belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup 
untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, 
dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat adalah : merupakan 
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan 
oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa 

Priortitas Utama untuk didefinisikan dengan lebih detail apakah program 
unggulan, apakah agenda/prioritas 

- Earmark disarankan dihilangkan 
b. Prioritas II : Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala 

Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
Belanja program dankegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan 
untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan 
pada Bab VI pada label 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertai Pagu 
I ndikatif 
Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I 

c. Prioritas III : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 

4. Hal 111-30 Judul Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Tahun 2021-2024 belum 
konsisten dengan judul masing-masing kolom di tabel tersebut dimana di bans 
pertama setiap kolom memaparkan data Tahun 2021 -2025. karena itu agar Judul 
Tabel Disempurnakan. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

5.  Hal 111-30 Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Tahun 2021 -2024, 

Penyajian proyeksi belanja TA. 2024 belum tersaji secara sistematis dimana 
dalam tabel mi rincian belanja belum terurai secara baikdan masih banyak kolom 
dan bails yang kosong. Agar mi disempurnakan. 

6.  Hal 111-30 Total proyeksi belanja tahun 2025 sebesar Rp 1.404.559.578.221,31 belum 
konsisten dengan Total Pagu SKPD pada Tabel dalam Bab V sebesar 
Rp1.578.093.941.713,74 

7.  Hal 111-36 Tabel 3.10 Realisasi dan Proyeksi ITarget Pembiayaan Daerah Tahun 2021-
2025 
Rencana penggunaan SILPA pada tahun 2024 sebeser Rp299.644.834.535,15 
dimana rencana SilPA tahun 2024 ml tidak realistis karena jauh lebih tinggi dan 
realisasi SilPA Tahun 2021, 2022 dan target 2023. Karena itu, diminta agar 
rencana penggunaan SILPA untuk penenmaan pembiayaan tahun 2024 pada 
RKPD Kabupaten Tanah Datar dihitung ulang dan dirasionalkan kembali 
sehingga nilainya wajar dan masuk akal. Jangan sampai penggunaan S1LPA 
dijadikan instrumen untuk menyeimbangkan defitit anggaran secara tidak 
rasional. 

8.  Kebijakan Belanja Daerah 
Dalam kebijakan Belanja daerah dalam RKPD Kabupaten Tanah Datar mi agar 
terus memperhatikan: 
V Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar 

pelayanan minimum (SPM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan 
pemenuha 5PM dapat dilihat pada hasil pemetaan Kemendagri 
sebagaimana tersaji pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman 
Penyusunan APBD TA. 2022. 

V Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 
alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat mi 
kebutuhan belanja pegawai athun 2024 masih berkisar sebesar49,61% 

Belanja pegawai Rp762.617.910.223 
Total Belanja Rp1 .537.360.367.807 
Persentase 49,61% 

V Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar 40% 
dan alokasi belanja daerah. 

V Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dialokasikan sesuai ketentuan 
pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa, yaitu paling sedikit 10% dan 
Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK. 

V 

Selanjutnya agar Pemenmntah Kabupaten Tanah Datar agar tetap 
mengutamakan pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat 
terlebih dahulu sebelum menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, 
bantuan sosial dan bantuan keuangan. 

Pada Rancangan Akhmr RKPD mi sudah terlihat arah kebijakan dan komitmen 
belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu 
dan pemilukada serentak tahun 2024. karena itu, hal mi agar tetap menjadi 
perhatian dalam narasi dalam Bab Ill dan bab V Rancangan Akhir RKPD 
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024. 

5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 lV-24 Pada Halaman IV-24 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 
2024 yaitu: "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik 
melalui Program Unggulan Daerah', maka diharapkan tema yang disusun 



NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 dapat dievaluasi 
apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat menjadi bahan 
evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun selanjutnya 
Pada tabel 4.11 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyandingkan prioritas 
RKPD dengan sasaran yang ada di RPJMD dengan Program dan indicator 
kinerjanya 

IV-29 Masib ditemukan indicator kinerja yang kurang tepat karena tidak memenuhi 
criteria indicator yang spesifik, terukur karena dirumuskan dalam kondisi yang 
ingin dicapai (meningkatnya, terlaksananya, terfasilitasi, tersusunnya, 
terselenggaranya) bukan ukuran/indicator. Dikarenakan indicator tersebut 
adalah indicator program yang sudah tertuang dalam RPJMD maka diminta 
untuk mengecek kembali kesesuaian indicator program tersebut. 
Misalnya: 

1. Program penyuluhan pertanian (Indikator: Meningkatnya SDM para 
penyuluh pertanian dan para petani). 

2. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan (Indikator: 
Meningkatnya pengolahan dan produktivitas serta pemasaran 
perikanan). 

Program peningkatan daya tank destinasi pariwisata (Indikator: Meningkatnya 
daya tank objek wisata unggulan. 

IV-55 sld IV-67 Beberapa sasaran yang disajikan pada table 4.12 berbeda dengan yang 
disajikan pada table 4.4 contohnya pada: 

1. Sasaran2Misi1 
2. Sasaran 3 Misi 3 
3. Sasaran 2 Misi 5 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKANJSARAN/TANGGAPAN 

Pada Tabel 5.1 Target Capaian Program Unggulan Tahun 2024, disarankan agar 
indicator kinerja dan target yang dirumuskan masih dalam Iingkup indicator 
kinerja tujuan, sasaran, kinerja sektor/per urusan, program, kegiatan dan sub 
kegiatan 
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAA.N 
RUANG, sub kegiatan rehabilitasi jalan dengan indikator panjang jalan yang 
direhabilitasi, targetnya 0 km dengan pagu indikatif Rp 400.000.000,- . Agar 
diperbaiki disesuaikan target dengan anggaran. 
Pada sub kegiatan Rehabilitasi Jembatan, dengan indikator panjang jembatan 
yang dilakukan rehabilitasi, target tahun 2024 sepanjang 1 cm dengan pagu 
indikatif Rp 1.000.000,-. Disarankan agar disesuaikan dengan kebutuhan, jika ni 
merupakan strategi untuk mengikat kegiatan, agar di tetapkan target dan 
anggaran yang wajar dan Iayak. 

PROGRAM PENGELOLAA,N DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 
pada sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah 
Terpusat Skala Permukiman dengan indikator Jumlah Rumah Tangga yang 
Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala 
Permukiman, target tahun 2024 sebanyak 200 rumahtangga, namun pagu 
indikatif yang direncanakan sebesar Rp 1.000.000,-. Disarankan agar besaran 
proporsi anggaran disesuaikan dengan target. 

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG pada sub kegiatan 
Peningkatan F'eran Masyaralcat dalam Penataan Ruang dengan indikator Jumlab 
Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat, target 
tahun 2024 adalah 20 dokumen dengan pagu indikatif Rp 0,-. Disarankan pagu 
indikatif disesuaikan dengan target. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

Pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang 
dimunculkan pada BAB II antara lain 
(1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah 
rawan air dan 
(2) Belum optimalnya cakupan Iayanan air limbah perkotaan dan perdesaan. 
Namun dalam penganggran di RKPD tahun 2024, program pengelolaan dan 
pengembangan sistem air minum serta program pengelolaan dan 
pengembangan sistem air limbah justru mengalami pengurangan pagu anggaran 
dan rencana awal di RPJMD tahun 2024 mencapai 78% walaupun besaran 
targetnya masih sama. 
Diasarankan jika kondisi mi dianggap sebagai permasalahan agar konsisten 
dengan rencana penanganannya yang didukung anggaran sesuai kebutuhan. 
Disarankan pagu anggaran 2024 tidak mengalami pengurangan karena kondisi 
capaian tahun 2022 saja masih jauh di bawah target, dan mi merupakan SPM 

salah satu permasalahan yang diangkat pada BAB II di urusan ketentraman, 
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu belum optimalnya 
pelaksanaan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, 
baik aparatur maupun masyarakat 
Namun permasalahan mi tidak didukung dengan anggaran yang proposional di 
tahun 2024, disarankan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan untuk 
mengatasi permasalahan. 
Selain itu kegitanan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis 
Bencana), Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan 
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana agar 
menjadi prioritas sesuai arahan wakil gubernur pada acara forum PRB bulan Mei 
2023 yang ditindaklanjuti dengan surat gubernur ke Bupatifwalikota perihal 
penguatan kegiatan edukasi bencana 

Mengingatkan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang sekarang 
menjadi salah satu syarat DAK sanitasi, disarankan penganggaran untuk 
kegiatan penyusunan SSK tahun 2024 dan jika ikut pendampingan implementasi 
SSK dan provinsi/pusat pada tahun 2024, agar disiapkan anggaran untuk tenaga 
fasilitator. 

V-2 Pada tabel 5.1 muncul sasaran strategis yang berbeda dengan Bab IV. Sehingga 
sasaran strategis yang ada pada dokumen mi merupakan gabungan dan sasaran 
yang ada di Bab IV dan V. Perlu dicek kembali terkait sasaran tersebut. 

7. BAB VI 

NO HALAMAN MASUKANISAR.ANITANGGAPAN 

Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada label 8.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok yang 
tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Solok telah terakomodir seluruhnya 
pada tabel 6.2 Bab VI RKPD Kabupaten 1ahun2024 serta juga terakomodir 
evaluasi capaiannya pada Bab II RKPD Tahun 2024. 
Seluruh indicator kinerja pada label 6-2 Target Indikator Kinerja Daerah Sebagai 
Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten lanah Datar Tahun 2024 agar 
seluruhnya terakomodir pada sub bab 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan 
Pemerintahan 
Beberapa indicator yang disajikan pada table 6.1 ditemukan ketidakselarasan 
antara indicator dengan target. Indikator yang disajikan dalam jumlah tetapi 
target ditetapkan dalam F'ersentase. Diminta untuk diperbaiki 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor : 005/ 447 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal : Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Wall Kota 
Padang Tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Padang 
Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Wali Kota Padang 

di 
Padang 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Wali Kota Padang Nomor 000.7/41-BUNl/2023 tanggal 15 Juni 
2023 perihal Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kota Padang Tahun 2024, bersama mi 

disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Wali Kota Padang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota 
Padang Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 
beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kota Padang 

2. Pemerintah Kota Padang segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
BupatifWali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang 
Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan BupatilWali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUERN SUMATERA BARAT 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN 1 

NOMOR 
TANGGAL 
PERIHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 447 Nl/P2EPD/Bappeda-2023 
22 Juni 2023 
Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan WaD Kota Padang Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024 

MATRIKS PENYEMPURNAAN HASh FASILITASI RKPD 2024 

KOTA PADANG 

NO 
NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 
TIN DAK LANJUT 

I-IALAMAN KETERANGAN VA TIDAK 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

7 1-8 

2.  

Dst... 

2023 
Bupati / Wali Kota  

(Nama Bupati I Wall Kota 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Koloni mi memuat narasi niasukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 path saat 

pelaksanaan fasiiitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi diisi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hash fasihitasi TIDAK ditindakianjuti 

daiam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halaman hasil tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hash masukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 

NOMOR 
TA N G GAL 
PER IHAL 

SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

050/ 447 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
22Juni 2023 
Penyampalan Hash Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kota Padang Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024 

HASIL FASILITASJ 
RANCANGAN PERATURAN WALl KOTA PADANG TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KOTA PADANG TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasfiltasi terhadap Rancangan Peraturan Wall Kota Padang tentang RKPD Tahun 2024 berdasarkan 
persyaratan yang telah diterima secara Iengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 19 Juni 2023. 
Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dhmaksud dengan beberapa catatan 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Wall Kota Padang kepada Gubernur melalul Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Wall Kota Padang Nomor 000.7/41- 
BUNI/2023 tanggal 15 Juni 2023 penihal Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kota Padang 
Tahun 2024. 

2. Rancangan akhhr RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesualkan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAG I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

BAG IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

GAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAG VII Penutup. 

3. Berita Acara HasH Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musnenbang RKPD dhmaksud adalah BA tanggal 16 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah Kota 
Padang Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan RKPD menjadi 
Rancangan Akhhr RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan priorhtas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertal indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Padang 
Tahun 2024. 

4. HashI pengendalian dan evaluash perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

HasH pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 86 Tahun 2017 (Formuhr 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesualkan dalam Gab V 
RKPD tentang Rencana Kenja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rHI keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulash dan kebijakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

HasH review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani oleh 
lnspektur oleh lnspektorat Kota Padang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan WaD Kota Padang tentang RKPD Kota Padang 
Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hash reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Wali Kota Padang sebagal bentuk implementasi 
mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi dan 1 area 
penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara lengkap. 

HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

1 Dasar hukum "Mengingat" angka 8, dihapus. 

2 Pasal 1 angka 8, penyebutan "RKPD" diubah menjadi"RKPD Tahun 2024", 
sesuai dengan yang digunakan dalam pasal-pasal. Sehingga rumusan diubah 
menjadi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya 
disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 
1 (satu) tahun. 

3 Pasal2, kata "tahun' ditulis dengan awalan hurufkapital. 

4 Pasal 2 huruf b, kata "Rancangan' ditulis dengan awalan huruf kecil. 

S Pasal 3, kata "Rancangan' pada kata "Rancangan PPAS" ditulis dengan awalan 
huruf kecil 

6 Pasal 4 ayat (2), rumusan diubah menjadi: RKPD Tahun 2024 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dan Peraturan Wall Kota mi. 

7 Pasal 5: 
a. ayat (1), rumusan diubah menjadi: Wali Kota melalul Bappeda melakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024. 
ayat (2), penulisan 'Pengendalian" dan "Evaluasi" pada setiap rincian ditulis 
dengan awalan huruf kecil, sesuai dengan angka 87 huruf c Lampiran II UU 
Nomor 12 Tahun 2011. 

8 Rumusan perintah pengundangan dipisahkan dan ketentuan Pasal 8. 

9 Sesuai dengan angka 270c Lampiran II UU Nomor 13 Tahun 2022, penulisan 
nominal atau besaran rupiah suatu penghasilan, gaji, honorarium, hak keuangan, 
tunjangan, insentif, dismnsentif dan remunerasi lainnya, nominal atau besaran 
rupiah tersebut harus ditulis dengan kata atau frasa dalam tanda baca kurung, 
kecuali nominal atau besaran rupiah yang dimuat dalam tabel. 

10 Naskah Rancangan Peraturan Wali Kota diketik menggunakan paragraph 
dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, 
batas margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir 2,5 cm, batas margin kin 
pbnggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke 
huruf akhir 2,5 cm, sesuai dengan ketentuan angka 284a Lampiran II UU Nomor 
13 Tahun 2022. 



2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

Bab I hat I-I Penulisan "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah" diubah menjadi"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang". 
Hal mi juga berlaku untuk penulisan peraturan perundang-undangan lain yang 
telah dilakukan perubahan. 

2 Bab I hal 1-9 Dasar hukum penyusunan: 
a. angka 7, ditambahkan rumusan "Tambahan Lembaran Negara", karena dasar 

hukum penyusunan yang lain dicantumkan Lembaran Negara dan Tambahan 
Lembaran Negara. 

b. angka 10, rumusan diubah menjadi: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. 

untuk tanda baca pada setiap akhir dasar hukum diubah menjadi tanda baca titik 
koma serta ditambahkan kata "dan" yang diietakkan di belakang dasar hukum 
kedua dan dasar hukum terakhir. 

3. BAB II 

NO HALAMAN . MASUKAN/SARAN/TANGQApAN 

11-605 pada Perangkat Daerah penanggungjawab yaitu Inspektorat diketahui belum 
ada aiokasi anggaran untuk Tahun 2024. Hal mi tidak sesuai dengan Surat 
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Des 2022 
penihal Penguatan lnspektorat Daerah Dalam Pengawasan PemeRintah Daerah 
yang mengamanatkan bahwa dalam rangka penguatan lnspektorat Daerah 
Kepala Daerah diminta mengalokasikan anggaran pengawasanberdasarkan 
besaran persentase dan total belanja daerah sesuai Peraturan Menteri Dalan 
Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah. Alokasi anggaran tersebut salah satunya 
untuk mendukung penguatan sumber daya manusia pengawasan berupa 
memberikan pelatihan berkelanjutan bagi Auditor dan P2UPD minimal 120 jam 
per tahun. 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN MASUKANISARANJTANGGAPAN . 

Secara umum Sistematika Bab Ill RKPD Kota Padang secara umum telah sesuai dengan 

Permendagri 86/2017 dimana judul bab dan sub bab dan beberapa tabel yang 
mesti tercantum pada sub bab tersebut telah tersaji sebagaimana mestinya. 

Namun demikian, dalam kesempatan ni terus diingatkan bahwa sesuai ketentuan 

dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka 
sistematika penulisan Bab III RKPD sekurang-kurangnya disajikan sebagai 
benikut: 

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

32. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

dan menyajikan Tabei-Tabel sekurang-kurangnya dengan format sebagai berikut: 
> Tabel T-C.20. 
> label T-C.21. 
> labelT-C.22 

2.  Hal 111-43 s.d 

111-77 
Sub Bab 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

Agar prognosis terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan 
dilakukan secara cermat, rasional, terukur dan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah dengan memproyeksi kondisi lingkungan strategis ke depan dan 

melihat kondisi kinerja keuangan masa lalu beberapa tahun terakhir serta regulasi-
regulasi yang ada. 

3.  Hal 111-31 Tabel 3.34 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Padang Tahun 
2021 - 2025 

> Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar 
Rp1 .503.060.678.000,00 atau turun sebesar Rp(18.030.941.000,00 )atau 

1,18%. Agar proyeksi Pendapatan transfer mi dilakukan secara cermat. 
> Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp3.528.000.000,00 

dimana nilainya sama dengan tahun 2023. Untuk itu agar target pendapatan 

hibah benar-benar didasarkan pada potensi hibah yang sudah jelas dan pasti 
nilai besarannya. 

4.  Hal 111-89 dan 

Hal V-684 
Proyeksi Total belanja di Bab Ill label 3.35 Rp2.359.447.212.070,70 namun biia 

dilihat label dalam Bab V-23 Ttidak terlihat total pagu indikatif seluruh SKPD 

Untuk itu agar dilakukan penyempurnaan tabel tersebut dan nilainya harus 
konsisten dengan total belanja yang ada pada Bab Ill. 

5.  Hal 111-90 Tabel 3-36 Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun 2024 

Agar ditambahkan penjelasan untuk masing-masing rincian objek agar jelas 

peruntukkannya, terutama Belanja Hibah dan Be;anja Bantuan Sosial. 
6.  Secara 

Keseluruhan 

Kebijakan Belanja Daerah 

Dalam kebuakan Belanja Daerah dalam RKPD Kota Padang mi agar terus 
memperhatikan: 
V Mengalokasikan belanja yang mencukupi untuk pemenuhan target standar 

pelayanan minimum (3PM). Sub-sub kegiatan yang terkait dengan pemenuha 

SPM dapat dilihat pada hasH pemetaan Kemendagri sebagaimana tersaji 
pada Lampiran Permendagri 27/2021 tentang pedoman Penyusunan APBD 
TA. 2022. 

V Belanja Pegawai untuk 5 Tahun ke depan dialokasikan maksimal 30% dan 
alokasi Belanja Daerah. Sesuai dokumen yang disampaikan saat mi 
kebutuhan beianja pegawai tahun 2024 masih berkisar sebesar 53,95% 

Belanja pegawai Rp1.272.953.896.113,70 

Total Belanja Rp2.359.447.212.070,70 

Persentase 
/ Belanja Modal untuk 3 tahun ke depan minimal dialokasikan sebesar40% dan 

alokasi belanja daerah. 

Selanjutnya agar Pemerintah Kota Padang agar tetap mengutamakan 
pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib dan mengikat terlebih dahulu sebelum 

menganggarkan belanja lain yang seperti hibah, bantuan sosial dan bantuan 
keuangan. 

Pada Rancangan Akhir RKPD mi belum terlihat arah kebijakan dan komitmen 
belanja yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemilu 

dan pemilukada serentak tahun 2024. Karena itu, hal mi agar menjadi perhatian 

dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Padang Tahun 2024. 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN!TANGGAPAN 

7. Secara 

keseluruhan 
Kembaji dUngatkan agar Femerintah Kota Padang untuk terus berkomitmen 
menjaga konsistensi dan kesesuaian antara dokunien perencanaan dan 
penganggaran yaitu RKPD, KUA/PPAS dan APBD TA. 2024. Untuk itu jumlah 

alokasi belanja dalam RKPD dengan KUN PPAS serta APBD terus diupayakan 
tidak memiliki deviasi yang tidak rasional. 

5. BAB IV 

6. BAB V 

7. BAB VI 

8. Form Lainnya 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Nomor 005/ 446 NI/F2EPD/Bappeda-2023 
Lampiran : 2 (dua) berkas 
Perihal Penyampaian Hasil Fasilitasi 

Rancangan Peraturan Bupati 
Pasaman Barat Tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pasaman Barat Tahun 2024 

Padang, 22 Juni 2023 

Kepada Yth: 
Bupati Pasaman Barat 

di 
Simpang Empat 

Dengan hormat, 

Menindakianjuti Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 000.7.2.4/250/Bappelitbangda/ 
Vl/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD 
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Pemermntah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 pada tanggal 21 Juni 2023 secara tatap muka di 
Bappeda Provmnsi Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD 
Kabupaten/Kota Tahun 2024 beserta pejabat dilingkup Pemermntah Kabupaten Pasaman 
Barat. 

2. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat segera melakukan penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hasil 
fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ni. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wall Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling ama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provmnsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan Bupati/Wali Kota 
tentang RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023, kepada Gubernur Sumatera Barat 
melalul Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja 
atau tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasH fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

qUkNUR SUMATERA BARAT 
/ '\ in 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



LAMPIRAN I SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 005/ 446 NI/P2EPD/3appeda-2023 
TANGGAL 22 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian HasH Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Fasaman Barat Tentang 

Rencana Kerja Femerintah Daerah Kabupaten Fasaman Barat Tahun 2024 

MATRIKS PENVEMPURNAMJ HASh FASILITASI RKPD 2024 

KABUPATEN PASAMAN BARAT 

NO NARASI MASUKAN 
PERBAIKAN 

TINDAK LANJUT 
HALAMAN KETERANGAN VA TIDAK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1.  BABIPENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 
Hukum 

Agar menambahkan 
beberapa dasar hukum 
diantaranya 

Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2018; 

1 1-8 

2.  

Dst... 

2023 
Bupati I Wall Kota  

(Nama Bupati / Wall Kota) 
Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 

2. Kolom mi memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom ml diisi dengan tanda cek (V) "VA", jika masukan hasil fasihitasi ditindaklanjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi dflsi dengan tanda cek (V) "TIDAK", jika masukan hash fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti 

dalam dokumen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halaman hash tindak lanjut yang sudah diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan 
6. Kolom ml memuat keterangan/penjelasan Iebih lanjut, jika hash masukan fasilitasi TIDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Daerah dalam RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 : SURAT GUBERNUR SUMATERA BARAT 

NOMOR : 005/ 446 NI/P2EPD/Bappeda-2023 
TANGOAL : 22 Juni 2023 
PERINAL : Penyampaian Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 

I-IASIL FASILITASI 
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2024 

KELENGKAPAN PERSYARATAN FASILITASI 

Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang RKPD Tahun 2024 
berdasarkan persyaratan yang telah diterima secara Jengkap melalui aplikasi Sakato Plan pada tanggal 
19 Juni 2023. Selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan dimaksud dengan 
beberapa catatan antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi dan Bupati Pasaman Barat kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda 
Provinsi Sumatera Barat. Surat dimaksud adalah Surat Bupati Pasaman Barat Nomor 
000.7.2.4/250/BappelitbangdaNl/2023 tanggal 16 Juni 2023 perihal Permohonan Fasilitasi 
Rancangan Perkada RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 2024. 

Rancangan Akhir RKPD dimaksud agar disesuaikan dengan pasal 79 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kondisi daerah; 

BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 

SAB IV Sasaran dan prioritas pembangunan daerah; 

BAB V Rencana kerja dan pendanaan daerah; 

BAB VI Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD. 

Berita Acara (BA) hasil kesepakatan Musrenbang RKPD dimaksud adalah BA tan ggal 9 bulan Maret 
tahun 2023 yang ditandatangani antara pimpinan sidang dengan stakeholder dan Pemerintah 
Kabupaten Pasaman Barat Lampiran dimaksud menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan 
RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD, diantaranya 

a. Kesepakatan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan 
yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kabupaten 
Pasaman Barat Tahun 2024. 

4. HasH pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan. 

Hasil pengendalian dan evaluasi dimaksud sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Formulir 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dam RKPD. 

Gambaran konsistensi kerangka pendanaan dimaksud dengan melihat Bab VII RPJMD tentang 
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah disesuaikan dalam Bab V 
RKPD tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah. Hal tersebut dilakukan melalui pertimbangan, 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proyeksi kapasitas rHI keuangan dan kebutuhan belanja daerah Tahun 2024; 

b. Perubahan regulasi dan kebakan nasional terkait perencanaan, penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah; 



c. Perubahan kondisi mendasar terkait bencana alam dan/atau non alam; 

d. Perubahan prioritas pembangunan dan prioritas alokasi anggaran. 

6. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah (APIP). 

Hash review APIP dimaksud adalah Laporan Hash Review (LHR) APIP yang ditandatangani ole!, 
lnspektur oleh Jnspektorat Kabupaten Pasaman Sara! menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam 
penyempurnaan dokumen rancangan Peraturan Bupati Pasaman Sara! tentang RKPD Kabupaten 
Pasaman Sara! Tahun 2023. 

7. Matrik Tindaklanjut Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD sesuai dengan hasil reviu APIP 

Matrik tindakianjut dimaksud ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat sebagai bentuk 
implementasi mitigasi atas resiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 7 area rawan korupsi 
dan 1 area penguatan institusi yang salah satu area intervensinya adalah perencanaan dan 
penganggaran. 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD Tahun 2024. 

Daftar isian dimaksud adalah format 1 s.d 6 sesuai Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, sudah disampaikan 
secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumbar 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOQAPAN 

Rancangan 
Peraturan 
Kepala Daerah 

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Daerah agar disesuaikan dengan 
angka 284a Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik paragraf dengan 
jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke bans huruf awal 8 cm, batas 
margin bawah pinggir kertas ke bans huruf akhir2,5 cm, batas margin kin pinggir 
kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 
2,5 cm Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

2 Konsideran 
"Menimbang" 

Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemenintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan 
Peratunan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; 

3 Dasar hukum 
Mengingat 
Angka 3, angka 
7 dan angka 8. 

- Angka 3, Penulisan "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)" 
disempurnakan menjadi "(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)". 

- Angka 7, Apakah tidak ada tambahan lembaran Daerahnya. 
- Angka 8, Apakah tidak ada tambahan lembaran Daerahnya. 

4 Pasal 1 Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 1 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

1. 3....dst 
5 Pasal 5 ayat (2) 

huruf a s.d 
huruf c. 

Penulisan awal kalimat pada ayat (2) huruf a s.d huruf c, agartidak menggunakan 
huruf kapital. 

6 Pasal 7 ayat (2) Disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
(2) Perubahan RKPD Tahun 2024 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

7 Bab I, 1.2. 
Dasar Hukum 
Penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan yang dhcantumkan dalam Landasan Hukum 
penyusunan adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. 



2. BAB I 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANOGAPAN 

1 Pada Sub bab 1.3. Hubungan Antar Dokumen agar di tambahkan hubungan 
antara RKPD Kabupaten Pasaman Barat dengan Renstra Perangkat Daerah 

3. BAB II 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANITANGGAPAN 

Data dan informasi yang di sampaikan di Bab II agar lengkap sesuai dengan 
pasal 144 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dan: 

a. Aspek Geografi dan Demografi, yang terdiri dan Karakteristik lokasi dan 
Wlayah, Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah rawan Bencana, dan 
Demografi 

b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dan Kesejahteraan dan 
Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan sosial, Seni Budaya dan Olahraga 

c. Aspek Pelayanan umum yang terdiri dan Pelayanan Dasar, dan Pelayanan 
Penu njang 

d. Aspek daya Saing Daerah yang tendiri Pelayanan Penunjang Kemampuan 
Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, IkIim Beninvestasi, 
Sumber Daya Manusia 

Indikator kinerja daerah pada Sub Bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum yang di 
sajikan per urusan agar telah mengakomodir seluruh indicator kinenja pada Tabel 
6.2 Penetapan Indikaton Kinerja Daenah Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan Pemenintahan Kabupaten Pasaman BaratTahun 2024 

Kondisi saat ml masih terdapat ketidaksesuaian antara indicator kinerja per 
urusan yang dievaluasi pada sub bab 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum dengan 
indicator kinenja pada label 6.2 Penetapan Indikaton Kinerja Daerah Terhadap 
Capaian Kinenja Penyelenggaraan Urusan Pemenintahan Kabupaten Pasaman 
Barat Tahun 2024 untuk itu agan dapat disesuaikan kembali sub bab 2.1.3. 
Aspek Pelayanan Umum besenta narasinya 

Ada sub bab 2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah, namun 
hal mi tidak di jelaskan pada sistematika pada Bab I, untuk itu agar Bab I 
diperbaiki 

Pada sub bab 2.3. Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah, 
didalam narasinya digabungkan antara Permasalahan Pembangunan Daerah 
dengan isu strategis, untuk itu agar dipisahkan dan dibedakan mana yang 
menjadi permasalahan pembangunan daerah dan mana yang menjadi isu 
stantegis daerah. Hal mi merujuk Permendagni Nomon 86 Tahun 2017 bahwa 

a. Pasal 163 bahwa Perumusan penmasalahan pembangunan hanus dapat 
menjelaskan penmasalahan pokok yang dihadapi dan akan masalah. 

b. Pasal 164 bahwa Isu strategis Daerah dirumuskan berdasankan 
penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen 
rencana pembangunan Iainnya, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah, dan isu strategis Perangkat Daerah dan lebih 
lanjut di jelaskan bahwa Rumusan isu strategis Daenah harus dapat 
menggambarkan dinamika lingkungan eksternal balk skala regional, 
nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak 
terhadap Daenah 

a. Perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk 
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi 
kebenhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, 
khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen 
pemenintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya, 
sehingga dan rumusan permasalahan yang teiah diidentifikasi 



NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang 
dicapai saat ni dengan yang di rencanakan 

d. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah 
maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis Iebih 
berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah 
saat mi, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat 
dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga 
dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan 
jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan 
yang signifikan 

4. BAB III 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGGAPAN 

111-13 Arah Kebuakan ekonomi, diharapkan juga memuat secara explisit arah kebijakan 
yang mampu menjawab agar pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat 
kemiskinan, tingkat pengangguran serta 1PM tumbuh membaik dibandingkan 
hasil evaluasi tahun 2022 dan proyeksi pada tahun 2023. 

Pada sub bab 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah maka agar arah kebUakan 
belanja daerah diminta untuk sepenuhnya mengacu pada pasal 158 Permendari 
86 Tahun 2021 yang mengatur: 

a. Prioritas I : Belanja yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dan 
Earmark 

Dapat merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi 
- Belanja wajib : belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka 

pemenuhan pelayanan dasar masyarakat (dalam hal mi adalah 
pencapaian target Sandar Pelayanan Minimal; pada 6 Bidang yakni 
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, 
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan 
Sosial) 

- Belanja mengikat: belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan 
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, dan penjabaran lebih detail yakni belanja mengikat 
adalah merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus 
dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang 
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 
berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa 

- Priortitas Utama : untuk didefinisikan dengan lebih detail apakah 
program unggulan, apakah agenda/prioritas 

- Earmark : disarankan dihilangkan 
b. Prioritas II: Belanja Program dan Kegiatan terkait Visi dan Misi Kepala 

Oaerah serta fungsi pelayanan pemerintah 
Belanja program dankegiatan terkait dengan Visi dan Misi : yang diarahkan 
untuk pembiayaan program prioritas pembangunan yang teiah ditetapkan 
pada Bab VI pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Disertal Pagu 
Indikatif 
Agar dipindahkan kalimat fungsi pelayanan pemerintah menjadi prioritas I 

c. Prioritas Ill : Belanja Program dan Kegiatan diluar Visi dan Misi Kepala 
Daerah serta fungsi pelayanan pemerintah 

111-22 Pada Paragraf akhir halaman 111-22 terdapat kebutuhan belanja prioritas 
Pemerintab Daerah di tahun 2024 yang akan direncanakan, disarankan 
dimasukkan pada kebijakan belanja daerah, jangan dinarasikan secara terpisah 



5. BAB IV 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN/TANGOAPAN 

IV-21 Pada Halaman IV-21 tertulis Tema Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 
2024 yaitu: "Peningkatan Konektivitas dan Kualitas SDM Untuk Mempercepat 
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", maka diharapkan tema 
yang disusun disertai dengan asumsi pencapaian, agar pada akhir tahun 2024 
dapat dievaluasi apakah tema pembangunan telah tercapai atau tidak dan dapat 
menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan Rencana Pembangunan tahun 
selanjutnya. 

IV-16 Target Indikator kinerja Nilai SAKIP tertulis B (71) seharusnya untuk Nilai 71 
termasuk kategori BB. 

Kategori Nilai SAKIP berdasarkan Permenpan 88/2021 adalah sebagai berikut: 
Predikat A ( >80 - 90) 
Predikat BB (>70-80) 
Predikat B (>60-70) 
Catt: Diminta Kabupaten Pasaman Barat untuk memperbaiki target tersebut. 

Cara penyajian indikator dengan target perlu diperbaiki. Pada tabel 4.12, 4.13, 
4.14 target indikator disajikan pada satu kolom dan diberi tanda koma. Sehingga 
sulit untuk melihat Iangsung indikator mi targetnya yang mana. 

6. BAB V 

NO HALAMAN MASUKAN/$ARAII/TANGGAPAN 

Pada Sub Bab 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 
agar dipastikan sinkron dengan kebijakan belanja sebagaimana tertuang pada 
sub bab 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah. 

Pada table 5.11 Perlu diperhatikan dan perbaiki kembali keterkaitan antara 
satuan target dengan indicator yang disajikan. Hal mi dikarenakan masih 
ditemukan perbedaan satuan target dan indicator, Misalnya: 

lndikator Satuan Target 
Jumlah Pengambilan Contoh 
Uj 

1 Dokumen 

Jumlah rekomendasi 1 Dokumen 

7. BAB VI 

NO HALAMAN MASUKAN/SARAN!TANGGAPAN 

Untuk dapat dipastikan bahwa indicator dan target yang tertuang pada Tabel 8.2 
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 
2021-2026 yang tercantum pada Bab VIII RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 
telah terakomodir seluruhnya pada Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah 
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Pasaman Barat Tahun 2024 serta juga terakomodir evaluasi capaiannya pada 
Bab II RKPD Tahun 2024 

8. Form Lainnya 



9. Lainnya 

NO HALAMAN MASUKAN/SARANrfANGGApAN 

BAS V Untuk menyajikan 10 program yang ada pada RPJMD tapi belum di cantumkan 
pada RKPD yang ada di dalam catatan review APIP tnspektorat 

BAB V Target kinerja program yang berbeda danpada umumnya Iebih rendah antara 
RPJMD dan RKPD 

- untuk disesuaikan dengan target di RPJMD agar terjadi keselarasan 

- mencantumkan target Iebih rendah merupakan sebuah pengakuan ketidak 
mampuan untuk mencapai target yang telah direncanakan. 

BAB V 9 program RKPD yang tidak mencantumkan indikator kinerja program dan target 
untuk mencantumkan indicator kinerja pada program dan target kinerja RKPD 

BAB V Program di RKPD yang tidak memiliki target kinerja sudah mencantumkan target 
kinerja 

5 lampiran reviw APIP Inspektorat terhadap rancangan akhir RKPD pasbar 2024 

BAB V Untuk dapat disesuaikan program dan kegiatan RKPD dengan kodefikasi dan 
nomenklatur peraturan perundang-undangan pada kecamatan Sungai Aur yang 
sesuai dengan nomenklatur PERMENDAGRI Nomor 90 tahun 2019. 

BAB V Untuk mencantumkan indicator program, kegiatan, target dalam rancangan akhir 
RKPD belum sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Teknis terkait yang 
mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal pada Sub Kegiatan di SPM 
yang tidak dimuat di RKPD 
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GUBERNUR SUMATERA BARAT 

Padang, 26 Juni 2023 

Nomor 005/454N1/P2EPD/Bappeda-2023 Kepada Yth: 
Lampiran 2 (dua) berkas Bupati Agam 
Perihal : Penyampaian Hash Fasihtasi 

Rancangan Peraturan Bupati Agam di 

Tentang Rencana Kerja Pemerintah LiJbuk Sikaping 
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 

Dengan hormat, 

Menindaklanjuti Surat Bupati Agam Nomor 000.7.2.4/249/Bappeda/2023 tanggal 20 Juni 
2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024, 
bersama mi disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat Fasilitasi Rancangan 
Peraturan Bupati Agam tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 
Agam Tahun 2024 pada tanggal 22 Juni 2023 secara tatap muka di Bappeda Provinsi 
Sumatera Barat yang dihadiri oleh Tim Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 
beserta pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Agam. 

2. Pemerintah Kabupaten Agam segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan 
Bupati/Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam 
Tahun 2024, dengan memperhatikan beberapa catatan hash fasilitasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran surat mi. 

3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diminta kepada 
Bupati/Wali Kota: 

a. Menetapkan rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota 
Tahun 2024 menjadi Peraturan Bupati/Wali Kota dilakukan paling lama 1 (satu) 
minggu setelah Perkada tentang RKPD Provinsi ditetapkan dan/atau paling lama 
minggu pertama bulan Juli tahun 2023 pada tanggal 07 Juli 2023. 

b. Menyampaikan hard copy sebanyak 1 (satu) buah Peraturan BupatilWali Kota tentang 
RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024, kepada Gubernur Sumatera Barat melalui 
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat paling lambat 7 (tujuh) han kerja atau 
tanggal 18 Juli 2023 setelah ditetapkan dengan menyertakan matriks tindak lanjut 
penyempurnaan (terlampir) hasil fasilitasi dimaksud yang ditandatangani oleh 
Bupati/Walikota dan mengunggah (upload) file Peraturan Bupati/Wali Kota tersebut ke 
aplikasi Sakato Plan. 

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya diucapkan terima kasih. 

GUBERNUR SUMATERA BARAT V 
/ N 

MAHYELDI 

Tembusan disampaikan kepada Vii:  
Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Pembangunan Daerah 



NO 

(1) 

1.  

NARASI MASUKAN 

PERBAIKAN 

(2) 

BAB I PENDAHULUAN 

Sub Bab 1.2. Dasar 

Hukum 

Agar menambahkan 

beberapa dasar hukum 

diantaranya 

Peraturan Pernerintah 

Nomor 2 Tahun 2018; 

1 -  - 'MJIJ 

TIDAK  
(4) 

HALAMAN 

(5)  

I-8 

KETERANGAN 

(6) 

2.  

Dst... 

LAMPIRAN 1 : SURAT GUBERNUR SU' 1 ER. BARAT 

NOMOR 0S0/454Ni/P2EPD/Bapp h -2023 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hasil FasH''i Pn'-oangan Peraturan Bupati Agam Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah HbLJ ten Agam Tahun 2024 

MATRIKS PENVEMI Jt. : HASIL FASILITASI RKPD 2024 

ur TEN AGAM 

/  2023 

Bupati I Wali Kota  

(Nama Bupati / Vail Kota) 

Keterangan: 

1. Kolom mi memuat keterangan Nom c-' vi n 'cantumkan dengan angkn; 

2. Kolom mi memuat narasi masukarr ;)erbad(an penyempurnaan RKJD Taliun 2024 pada saat 

pelaksanaan fasilitasi; 

3. Kolom mi diisi dengan tanda cek '-') "'1", jika masukan hasH fas'Y ditindakianjuti dalam 

dokumen RKPD Tahun 2024; 

4. Kolom mi dflsi dengan tanda cek jika masukan hasil fastasi TIDAK ditindakianjuti 

dalam dokurnen RKPD Tahun 2024; 

5. Kolom mi memuat halaman hasil tin-k tan1 ' 't yang sudah diperbaiki dal: IT] RKPD Tahun 2024; dan 

6. Kolom mi memuat keterangan/; - '!: Iebih lanjut, jika hasi' ..mkan fasilitasi TiDAK 

ditindakianjuti oleh Pemerintah Dan- h dH 1m RKPD Tahun 2024. 



LAMPIRAN 2 SURAT GUBERNUR SU''" BARAT 

NOMOR 050/454NI/P2EPD/Bap; 3 
TANGGAL : 26 Juni 2023 
PERIHAL : Penyampaian Hasil F :: i flnncangan Peraturan Bupati Agam Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerc H' :nnten Agam Tahun 2024 

RANCANGAN fl 
RENCANA 

KAEn 

I. KELENGKAPAN PERSYARATAN 1 

Fasilitasi terhadap Rancangan 
persyaratan yang telah diterima s 
Selanjutnya telah dilakukan pem 
antara lain: 

1. Surat permohonan fasilitasi c!i!: 

Sumatera Barat. Surat dimaksrl p 
tanggal 20 Jurii 2023 perihn 

Tahun 2024. 

2. Rancangan akhir RKPD Tahun 

Rancangan Akhir RKPD dim _H 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017, H 

BAB I Pendahuluan; 

BAB II Gambaran umum kond 

BAB III Kerangka ekonomi dan 

BAB IV Sasaran dan prioritas r 

BAB V Rencana kerja dan p0; 

BAB VI Kinerja penyeienggnr-

BAB VII Penutup. 

3. Berita Acara Hasil Kesepakah 

Berita Acara (BA) hasil kesepn' 
tahun 2023 yang ditandatan 
Kabupaten Agam Lampirari 
menjadi Rancangan Akhir RK 

a. Kesepakatan sasaran dn 
yang disertai indikator d 
Tahun 2024; 

b. Terdapat program dan 
Agam Tahun 2024. 

4. Hasil pengendalian dan evallin 

Hasil pengendalian dan evaft 
Kabupaten/Kota yang diatur 
E.35). 

5. Gambaran konsistensi prograu 

Gambaran konsistensi kerav 
Kerangka Pendanaan Pem -- 
RKPDtentang Rencana Ker]- . 
antara lain 

a. Perbedaan asumsi proy 

b. Perubahan regulasi dnn 
pemerintahan daerah d  

AN BUPATI AGAM TENTANIn 
ERINTAH DAERAH (RKPD) 

AGAM TAHUN 2024 

Agam tentang RKPO Inhun 2024 berdasarkan 
vIHui aplikasi Sakato Plan Ja tanggal 19 Juni 2023. 

persyaratan dimaksud Jengan beberapa catatan 

- 'a kepada Gubernur melalui Kepaa Bappeda Provinsi 
-rat Bupati Agam Nomor 000 .7.2.4/249/Bappeda/2023 

'- iNtnsi Rancangan Akhi' '<PD Kabupaten Agam 

--nunikan dengan pasal 79 fleraturan Menteri Dalam 

'rah; 

raerah; 

Her-nh; 

:..canaan dan Pemban'inan RKPD. 

PKPD dimaksud adaiah tanggal 20 bulan Maret 
en Lidang dengan st ioIder dan Pemerintah 

n bagi penyernpurnaan Rancangan RKPD 

'nn daerah serta len--' program dan kegiatan 
a kebutuhan pendanaa ' rnIam rancangan RKPD 

'n C omodir dalam ra ''- gan RKPD Kabupaten 

.:7knn perencanaan per'-"-'lgunan tahunan. 

Harlan tahapan dan I nra penyusunan RKPD 
clam Negeri Nor Tahun 2017 (Formulir 

nridanaan antara RPJMD dam RKPD. 

--akancl dengan mehh. 'nb VII RPJMD tentang 
rn Perangkat Daera- suaikan daiam Bab V 
it ni tersebut dilil 3!  melalui pertimbangan, 

'nngn.n dan kebutuhan • t1j3 daerah Tahun 2024; 

'-I te'nit perencanaa. ' -nyelenggaraan urusan 

' rinerah; 



¶J JKAN!SAPANITANGG"  nj 

• maUka Penyus. an 
K'h[akan Stategis Da 

diii yang terdapat yn" 
1j pastikan agar sistc 

Hnb yng disajikan 

idapat pada daftar si 
'ahun 2022, namun di 
Evaluasi Pelaksanaan 
ca yang di susun telah 

\N. SARAN/TANG 

Ii sa paikan di Bab , ag 
"'a 36Tahun 2017 an' 

afi, yang terd 
'"in a Wi'nyah, 

'.'••, 'H 
V 

'it, ig t 

raan asia' n 

un dad Pc 

"' 4 nrdir ThIa' 
'laya lnfr  

'ab '3 1 

• 'akor 'odir 
nerja Peer 

""'han hi' 

'itar ad' 
) aek atay 

'in I; 'ikat 
in 'rusa" Pen 

engkap sesuai dengan 
rdiri dan: 
'arakteristik lokasi dan 
1 rawan Bencana, dan 

'an Kesejahteraan dan 
'udaya dan Olahraga 
Dasar, dan Pelayanan 

'anunjang Kemampuan 
'r, lklim Berinvestasi, 

nyanan Umum yang di 
indicator kinerja pada 
adap Capaian Kinerja 
jam di Bab VI, kondisi 

nerja per urusan yang 
'mum dengan indicator 
rja Daerah Terhadap 
an Kabupaten Agam di 

c. Perubahan kondisi mendn' 

d. Perubahan prioritas pemH 

6. Hash review Aparat Pengawan 

Hasil review APIP dimaksud r 
lnspektur oleh Inspektorat F' 
penyempurnaan dokumen ru 
Tahun 2024. 

7. Matrik Tindakianjut Penyemp' 

Matrik tindakianjut dimaksud 
atas resiko korupsi melalui pc 
institusi yang salah satu aren 

8. Daftar Isian Fasilitasi RKFD T 

F"'' a alam dan/atau non alan'; 

las alokasi anggaran. 

itah Daerah (APIP). 

sU Review (LHR) AP IP" ang ditandatangani oleh 
menjadi salah satu cL "r pertimbangan dalam 

Dupati Agam ten1a' KPD Kabupaten Agam 

'1r  RKPD sesuai dennan hasil reviu APIP 

'irniti Agam sebagai k implementasi mitigasi 
"im 7 area rawan 1< I dan 1 area penguatan 

rencanaan dan 'ggaran. 

Daftar sian dimaksud adalal Draft Peraturan 12 Dalam Negeri tentang 

Pedoman Umum Penyusunn nrintah Daerah Ti "?4, sudah disampaikan 

secara Iengkap. 

II. HASIL FASILITASI 

1. Biro Hukum Setda Prov. Sumba' 

2. BAB I 

NO HALAMAN 

1.8 Pada hal 
yakni sub 

bab II sub 
RKPD Ta1' 

sesuai dci 

3. BAB II 

NO HALAMAN 

1. Datad 
pasal 
a. Asp' 

wF  
Dc 

b. Asp 
Pen 

c. Asp 
Pe 

d. As 
Ek' 
Sn 

2. 1ndikn 
sajikan 
Tabel 
Penyc 
saat I' 
dieva' 
kine* 
Capn" 
Bab \' 



AN "JKAN/? HAN/TANC 

Permn i : ' a Daera' 
n Per 'nan Dae 

'rnb unan tab 

mr Thrhubungan Dengan 
aiknya di tambahkan 

..apairn In. 
1 agar trliI 

1 -in per bar 
'°hut 

a I ...ator Kinc, 
H L rnr an pada 

• zator Kincu Uta'aa (IKU) Tahun 2022, 
t mana ta t ya'g tercapai dan belum. 

igunan sala "inya bersumberdari hasil 

nH RPJMD pada tahun 
:iab 2.1.3 Aspek Layanan 

N/TAN C 

p KEUANC 

I DAN 
Ekonon 

kH ekonomi 
ng beH ung denp 
a lalu. Ma .Dna itu 
.rnyeVn 'e'ekonomi 

fl H  
'n Key' Daera 
ancar " ndapatr 
cHr nkur dr 

1 Mondis 
k . asa laIr 

'a memir 
rn h u han 

1PM t 
ada tahi 

3,3 çJ. . . memp' 
a i- Permi 

.18 1 2021-T 

"ang br 
nan sep 
ii ndapaf. 

hati-b 
Fr' 

kareno 
'24 ak' 

,,,: y di 
crib 

men" 
flerni 

-2'22, 

,2c% di 
q- )ndr 

inn' I 

ERAH, disempurnakan 

EAN DAERAH 
aten Agam 

rn Tahun 2024 sangat 
arsi penjelasan kondisi 

rrnkan  untuk menambah 
ci a 2024 

'xplisit arah kebijakan 
gini ratio, tingkat 

• nembaik dibandingkan 
I 

'na dan pembiayaan 
lengan kemampuan 

an strategis ke depan 
a tahun terakhir serta 

Jul tabel dan format 
7017. penyajian data 
• berjalan 2023 dan 

Ia ketetapannya pasti 
dapatan tranfer khusus 

hih cermat dalam 
an yang berasal dad 

kinan potensi untuk 
at terbatas akibat pola 
3 dan 2024 relatif kecil 

Jul tabel dan format 
2017. penyajian data 
Ian 2023 dan proyeksi 

I ni relatif masih tinggi 
Tabun 2022 dimana 

NO HALAMAN 

3. Terda; 
sebaiki 
PerumL. 
evalu a 

4. Terdar 
2022, 
Umu 

5. Pada 
PrioriL 
capaH 

4. BAB Ill 

NO HALAMAN 

Ill-i Judul E 
Agar ju' 
BAB III 
me nj a 
BAB Ill 

111-4 s/d 111-7 3.1.3. 1' 

Narasi 
minim (I 

perekon 
bahasan 

111.6 Arah Ke' 
yang fl 

kemiski 
basil ev - 

111-7 s/d 111-19 Sub Ba 
Agar pr 
dilakuka' 
keuanr 
dan rn 
regular 

Ill-li Tabel 
I Aga 

tahc 
se 
pr 

v D 
Sc 

dn rj 

Agar n' 

mempn 
Penda' 
penda 

penya 
bila diH' 

111-16 Tabel 7 

V Ar 

ta 
Si.  

2 
Vt P. 

d: 



Daerah TaF 
igembangan 
aka diharapic 
ipaian, agar 
in telah terr 
'usunan Rer 

2024 yaitu: "Penguatan 
ktor Basis, Peningkatan 
ima yang disusun disertai 
'a akhirtahun 2024 dapat 

atau tidak dan dapat 
a Pembangunan tahun 

i Birokrasi, ilasan disajikan adalah 
tah (judul ~ alasan). Perlu di cek dan 

disajikan pada masing-
ajikan pada table lV.3. 

ri pada hal IV.9 dengan 

perbaki karena kolom 
derbaiki. 

55. Agar inovasi yang 
ma dan permasalahan 

ahun 2024, pada poin 5 
-adap mitigasi bencana 

tigasi bencana di 

:1 Peningkatan kualitas 
2encana Tahun 2024, 
nan dasar, bangunan 

¼ adalah sebesar 
:mm Pembangunan 

-ntan, Pemberdayaan 

nm air minum Dengan 
Drcontase penduduk 

F inykatan Kualitas 
Benana Tahun 2024, 
ie:hangan Sistem Air 
vnp memiliki akses 
t-'1'antargetcapaian 

et indikator 
target yan 

isi tersebut. 

misi yang diE 

2r '4 ida table IV. 

tu' hsi ni diminta 

Ila [a iada halam, 
si ' suai denga 

q ar abupaten Ar 
ci I responsiv 
er' ponsive t 

Indikator 
mrbasis Mit 

M istruktur r 
''kses air 

I C Ii ti Ja Tabel 
Kin mndidiknn 

ink, 
in sistern 

ase : nesairn 

n In rcar 

P an M 
'rhasis ' 

- ban DL- 
ruma" 

an n nj p ir' 

NO HALAMAN 

pors 
tingi 

V Tota' 
aloka 
V.3 a 

Untuk nr 
menamb 

111-19 Tabel 3. 
Agar me 
sebagairn 
pe,biaya' 
2024-20? 

5. BAB IV 

NO KALAMAN 

IV-13 Tema R 
Ekonomi 
Investasi 
dengan 
dievaluar 
me njad 
se Ianj uti 

IV-26 Pada pr1 

prioritas 
diperbai 

Perlu di 
masing 
Ditemufr 

Diminta 
yang dis' 
Penyajin 
target di 

IV-155 Untuk S 
di tamp 
pemban 

IV-24 Prioritan 
yaitu P 
disaranr 

pe rtaja m 

IV-42 Pada T 
Iingkun 

dengan 

strate: 
100%, ii 
Menduk'' 

Perernr 
Prograr 
indikator 
berakses 

IV-43 Pada Ta 
Lingktinn 
pada p 
Limbah, 
terhadap 

UKAN/SARANITANC 

ija 

C 

sern 
kebF 

rig.:r ft 
. 3- 

:3padal 
'ab karc  

niarin ' 

nkan secr 

blllagarr 
itu sediki 

irah di hr 

rtahap menjadi setinggi- 

i menjadi acuan bagi total 
daan yang terjadi di label 

n 111-16 s/d 111-17 agar 
per tas belanj i 2024 

nik 4 Jon:2 empedom lul tabel dan format tabel 
TC mn Pr endagri 8 penyajian data series 
rail 2 21-2022, In nrjalan 2023 dan proyeksi 

(AN/TANGG \N 



NO HALAYIAN 

tahun 20L 

Sementan 
Peninnt'n 

Pc ri in 
penge 
yangs 
penem pat 
EduknH 
Pencr 

PerN 
ditarn 
bulan 
perihaF 
Apalr' 

ket°" 
Cuk 

d)  

e) Bc' 

f) M 

Belu" 

'JTA1GA' \N 

p 335u000. OLCi 

Progrrn Pembarn  'nan Mendukung 
Thatn', PembercHnan Perempuan, 

1-49 na terda pat Program 
ii hr 'ah c m indikator dan pagu 
erbe a ya Disarankan agar 

ste :a diperhatiknn cc. 
'c (Per en1c H cana), Pelatihan 

Kota (n flanymdiaan Peralatan 
ana 'ne' adi prioritas dan 

n ikH uber da noara forum PRB 
n sr at g r ke Bupati/wahikota 

'gn'a ga "ntentraman dan 

n' nra In 
b ca ala' q CI "'i besar 

nfl 3 

iitigasi ben atm 

can rha ' encana 

11 

snya 

ja pi 

Jur  
La h Par 
Ber nfl 

I1ALAMAN u TANHGA &N NO 

Pen di L 1 dc igan Yi lainn a. Untuk itu agar 
dise 
Path. .ig uah in rb'-  H kondisi berikut 
ml: 

a. in am y 2 ka :' . ! fl'Uk indikator yang 

V-i sfd V-3 

b. I 
c. r	 L nan cain 'et. ['eberapa kondisi 

te 

6. BAB V 

7. BAB VI 

NO HALAMAN TAN 

Untuk tan 'tar pada Tabel 8.2 
Perr: 1 Capaian Kinerja 
Penyel .aem s rr un waktu 5 tahun 
yany Kab 'elah terakomodir 
selLr ndi erah Terhadap 
Cap em •len/Kotalahun 
2O2 ' N - PDTahun2O24 

Tar . V.3 berbeda 
den1 



UKAN! 'TAN WAN 

-ian tar ., , jaw revisi d n penyesuaian 

 

p gram • igu an aran yang belum 

      

      

8. Form Lainnya 

9. Lainnya 

NO HALAMAN 

Revie 
Sebo 
se!arai 

1! 
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